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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 23 Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam
Pasal 53 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 37 ayat (7a)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6
Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, maka perlu menyusun Pedoman

Kapitalisc;;si Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap;

b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi
Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 71
Tahun 2013 masih banyak yang perlu dilengkapi dan
sudah terjadi banyak perubahan dan penambahan,

sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman
Kapitalisasi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Milik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

>




Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Darl
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang—undangan )
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890);

Peraturan remerintah Nomor 27 Tahun 2014 'l'entang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

. -Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

12.

13.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dadann Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 230)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawvesi Selatan
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

14. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014
Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN

KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah selaku pengguna barang.

Unil kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
olch Pcmcrintah Provinsi Sulawesi Seclatan scbagai akibat dari

peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di

i
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masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

8. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh Pemerintah
Provinsi dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan bukan dimaksudkan
untuk dijual, dan/atau diserahkan/dihibahkan.

9. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai
dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.

10. Masa Manfaat adalah periode suati aset diharapkan digunakan
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

11. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh

. pada_akhir masa manfaat suatu. aset setelah dikurangi taksiran
biaya pelepasan.

12. Nilai Tercatat (Carrying Amount) Aset adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan. '

13. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.

14. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

15. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian,
pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi Aset Tetap dalam
buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca pemerintah

Daerah.
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16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

. 23

24,

25.

26.

Pembukuan Aset Tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan
Aset Tetap ke dalam Kartu Inventans Barang (KIB) dan Buku Inventaris
menurut penggolongan dan kodefikasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.
Penghentian (Disposall Aset Tetap adalah aktivitas dihentikannya
pemakaian suatu Aset Tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau
konversi terpaksa.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Tetap dari buku besar
Aset Tetap dan buku inventaris akibat kebijakan penghentian
(disposal) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Gubernur.
Pelaporan adalah aktivitas penyajian Aset Tetap untuk keperluan
penyusunan neraca dan/atau kebutuhan manajemen.

Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyeranan Aset Tetap dari
Pemerintah Provinsi atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau
menerima imbalan. - .

Rampasan adalah Ase-t Tetap yang dikuasai Pemerintah Provinsi yang
berasal dari pihak ketiga scbagai barang sitaan yang telah diputuskan
pengadilan.

Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditures) adalah pengeluaran
yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya
memberikan manfaat pada periode berjalan.

Pengeluaran- Modal- (Capital Expenditures) -adalah -pengeluaran yang
terkait dengan Aset Tetap selama masa pemakaiannya dan
memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada
beberapa periode ke depan.

Belanja Modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset
Tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua
pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang
dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap,
meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan
kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit yang diproduksi
oleh suatu aset tetap.

Reparasi Ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk

mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula.
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. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar Aset Tetap

dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya.

28. Penambahan  (Addition) adalah  aktivitas memperbesar atau
memperluas fasilitas suatu Aset Tetap.

29. Peningkatan (Betterment/Improvement) adalah aktivitas penggantian
bagian suatu Aset Tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik
atau pengalihan fungsi yang efektif suatu Aset Tetap.

30. Penggantian (Replacement) adalah aktivitas penggantian bagian
tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru
yang kualitasnya sama.

31. Penyusunan dan Pemasangan Kembali (Rearrangement) adalah aktivitas
penyusunan dan pemasangan kembali suatu Aset Tetap atau perubahan
rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan
mempermudah proses produksi atau ménguféngi biaya produksi.

32.Bagan Akun Standar selanjutnya disingkat BAS adalah daftar

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan

pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup pedoman khusus mengenai
kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap Daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran Pedoman
Pasal 3

(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan
penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan
pelaporan aset tetap bagi SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup

Pemerintah Provinsi.
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(2) Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam
penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna
mewujudkan tertib administrasi aset tetap Daerah.

(3) Sasaran pedoman ini meliputi :

a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Provinsi
secara baik; dan

b. penylapan data aset tetap dalam rangka penyusunan laporan
manajemen  maupun bahan  penyusunan neraca yang
menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap Daerah

secara wajar.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI

Bagian Kesatu

Pengeluaran Yang Dikapitalisasi
Pasal 4

Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :
a. pengadaan tanah meliputi biaya pembelian atau biaya pembebasan,
biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan, pengerukan, pembayaran

" honor tim dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut

siap pakai termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang
dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan;

b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi
pengeluaran yang telah dilakukan dan masih harus dilakukan untuk
memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini
meliputi harga pembelian barang, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.

c. pembuatan peralatan mesin dan bangunan meliputi :

1. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang
dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai
kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biava

perizinan dan jasa konsultasi;
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2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya vang

dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak
langsung sampai siap pakal meliputi biaya bahan baku, upah
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan

dan biaya perizinan;

pembangunan gedung dan bangunan meliputi :

1.

pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui
kontrak kerja berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan,
biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;

pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya
langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya
bahan baku, wupah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengbébhgan

dan pembongkaran bangunan lama;

pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :

1.

pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui
kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan
pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang
dipemntukkan untuk keperluan pembangunan;-.. -

pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara
swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap
pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,
biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas

tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak

atau harga pembelian, ongkos angkut dan biaya asuransi,

pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya :

1.

pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan

pengawasan dan biaya perizinan,
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(2)

(1)

(2)

(1)
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2. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan
secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung
sampal siap pakal, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja,
sewa peralatan, blaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan dan jasa konsultan;

Pasal 5

Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang
dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir ditambah dengan
biaya pengurusan,;

Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang
dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga
pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan
kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran

atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 6

Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka biaya
aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh
yaitu nilai ekuivalen atas aset tercatat aset tetap yang dilepas setelah
disesuaikan dengan nilai yang ditransfer/diserahkan

Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset tetap
yang serupa yang memiliki manfaat serupa dan memiliki nilai wajar
yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan
kerugian yang diakui dalam transaksi ini, maka biaya aset tetap yang
baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset

tetap yang dilepas.
Bagian Kedua
Kriteria Kapitalisasi
Pasal 7

Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap (Capitalization
Threshold) yaitu pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang
dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
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a

manfaat ekonomi barang vang dibeli lebih dari 12 (dua belas)
bulan;

perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta
tidak untuk dijual:

barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang
tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk
dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak
ketiga; dan

nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk
pembelian barang tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum
Kapitalisasi Aset Tetap (Capitalization Threshold) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Nilai satuan minimum pemeliharaan kapitalisasi aset tetap (Capital

Expeditures) adalah pengeliaran pemeliharaan yang dapat menambah

nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:

a.

manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

1. bertambah ekonomi/efisien;

2. bertambah umur ekonomis;

3. bertambah volume;

4. bertambah kapasitas produksi;

5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan; dan/atau

6. meningkatkan standar kinerja.

perlakuan akuntansi atas biaya yang dapat dikapitalisasikan,

meliputi :

1. penambahan (Addition);
Dalam aktivitas penambahan (addition) tercipta aset tetap baru,
sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penambahan aset tetap
baru tersebut dikapitalisasikan dan diakui sebagai nilai
perolehan baru aset tetap.

2. peningkatan (Betterment/Improvement);
Dalam aktivitas peningkatan (betterment), sepanjang biaya yang
dikeluarkan memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria

kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2




huruf a, dan bukan semata untuk mempertahankan
kondisi/kapasitas,/tingkat jasa vang ada, maka biaya tersebut
dikapitalisasikan.

3. penggantian (Replacement);
Dalam aktivitas penggantian (replacement], sepanjang biaya-
biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria
kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf
a, dan bukan semata mempertahankan kondisi/kapasitas/
tingkat jasa yang ada, maka pengeluaran biaya tersebut
dikapitalisasikan.

4. penyusunan dan pemasangan kembali (Rearrangment).
Dalam aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali
(rearrangement), sepanjang biaya-biava yang dikeluarkan
memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, maka pengeluaran
biaya tersebut dikapitalisasikan

c¢. nilai rupiah pengeluaran belanja material atas pemeliharaan

barang/aset tetap tersebut melebihi batasan nilai satuan

minimum  pemeliharaan  Kapitalisasi Aset Tetap (Capital

Expeditures) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. . .

Bagian Ketiga
Pengeluaran Yang Tidak Dikapitalisasi

Pasal 8

(1) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi dilakukan terhadap :

a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk
mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam
kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah
belanja;

b. pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak

mermenuhi batasan mininnam nilai kapitalisasi aset tetap, dan

Diag e P Ciiliacs Oplasmn Nampr 3355 Gy JO T3
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c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk
memprodukst barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun
tidak dipasarkan.

(2) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran pada ayat (1) dicatat sebagai

realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa.

Bagian Keempat

Bentuk Pelaporan
Pasal 9

(1) Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar
(ledger) dan buku pembantu (sub ledger dan sub-sub ledger) masing-
masing jenis aset, berdasarkan bagan perkiraan standar sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian setiap jenis Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasinya di buku
inventaris barang dan kartu inventaris barang (KIB) untuk setiap jenis
Aset Tetap berdasarkan kode barang Daerah dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kode barang Daerah harus diharmonisasikan (mapping) dengan bagan
perkiraan standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset
tetap pada masing-masing SKPD.

(4) Setiap penambahan nilai perolehan Aset Tetap akibat kapitalisasi
pengeluaran biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai
bagian dari Aset Tetap induknya pada database Aset Tetap masing-
masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Biro
Pengelolaan Aset Daerah dengan memberikan penjelasan yang
memadai atas penambahan nilai tersebut.

(5) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam
pembukuan (intracomptable) dan pencatatan di luar pembukuan
(extracomptable).

{6) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai
satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dicatat pada buku inventaris di dalam
pembukuan (intracomptable).

Erms e e —— — S ———
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(7) Barang yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan
Mimimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf e dicatat pada buku inventaris diluar pembukuan

(extracomptable).

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

Bagian Kesatu

Masa Manfaat Aset Tetap
Pasal 10

(1) Estimasi Masa Manfaat untuk setiap jenis Aset Tetap Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Jike terdapat penambahan atas nilai perolehan akibat pemeliharaan
meliputi kegiatan penggantian (replacement), peningkatan (betterment),
serta penyusunan dan pemasangan kembali (rearrangement), maka
estimasi penambahan Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan
Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini dan tidak boleh boleh melebihi masa manfaat awal aset
tetap tersebut.

(3) Jika Masa Manfaat suatu Aset Tetap telah habis, maka Aset Tetap
tersebut dapat dinilai kembali yang dilakukan oleh Tim Internal
Pemerintah Provinsi.

(4) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diteiapkan dengan

Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Metode Penyusutan Aset Tetap

Pasal 11

Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus (straight line
method) untuk seluruh jenis Aset Tetap vang dimiliki oleh Pemerintah

Provinsi, kecuali atas jenis Aset Tetap Tanah.
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Pasal 12

(1) Aset Tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk
setiap jenis aset tetap.

(2) Aset tetap yang dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti
estimasi Masa Manfaat nilai perolehan yang perhitungannya dilakukan

secara terpisah.

Bagian Ketiga
Penghentian (Disposal) Aset Tetap

Pasal 13

(1) Aset Tetap dapat dihentikan penggunaannya karena alasan :
a. kondisinya yang sudah rusak berat;
b. dijual;
c. ditukar;
d. dikonversi;
e. dimusnahkan; dan/atau
f. mati (untuk tanaman dan ternak).
(2) Aset Tetap sebagain_lana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari
pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Gubernur.
(3). Alasan dikonversi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak

layak lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman
Kapitalisasi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Povinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 71 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
—

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

T —— e
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN
ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

L UMUM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan visinya,
bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu
saja-harus bertolak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua
aspek pengelolaan pemerintahan, sehingga sangat tepat jika
pengelolaan barang milik daerah diatur dalam suatu peraturan
daerah sebagaimana di bidang pengelolaan keuangan daerah telah
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Barang daerah yang menjadi milik Daerah, baik yah.g diperoleh
melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan
lainnya sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme
pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel berdasarkan
suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu

pengaturan pengelolaan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik Daerah yang dituangkan
dalam sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak
dipedomani oleh semua satuan kerja kerja perangkat daerah
(SKPD), maupun unit kerja, jelas sangat diperlukan dalam
pengelolaan barang milik daerah yang menganut efisiensi dan
efektivitas, transparansi, serta akuntabel, akan dapat diterapkan

secara nyata dan bertanggung jawab.

Prraturan Gubernur Sufawesi Selatarn Nomor 23 Tafun 2015
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Selain itu, kebijakan kapitalisasi Aset Tetap sesual Keputusan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4229/XIl/Tahun 2009 Tentang
Batas Minimal Kapitalisasi (Capitalization Thresholds) scbagai dasar
pembebanan belanja modal yang menjadi Aset Tetap atau barang
milik Daerah perlu ditinjau kembazli karena tidak sesuai dengan

Standar Akuntasi Pemerintahan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun
ulang pedoman kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap yang tidak hanya
mengatur tentang batas minimal kapitalisasi tetapi juga mengatur
tentang kapitalisasi biaya-biaya perolehan awal Aset Tetap dan
biaya-biaya selama masa pemakaian Aset Tetap yang bermanfaat
dalam penentuan kriteria penganggaran balanja modal barang milik

Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

. Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

5 it S 3L - ya g =
Peraturar Gubemur Sulaivesi Sclatan Nomor 23 Tahun 2015




-19-

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2) huruf b

1. penambahan (Addition) suatu penambahan baru harus dapat
diidentifikasi secara spesifik dari aset tetap utamanya.
Pengeluaran ini harus dicatat terpisah dari aset tetap
utamanya atau sebagai satuan aset tetap tersendiri dan
disusutkan selama umur pemakaiannya.

Aktivitas yang termasuk dalam penambahan (Addition)
misalnya adalah sebagai berikut:

a) penambahan selasar atau bangunan sayap;

b) penambahan ruang parkir kendaraan,;

c) penambahan 'pa-ga-r k-eliling Vbraingunan/ gedung; dan
d) pelebaran jalan.

2. aktivitas yang termasuk dalam peningkatan (petterment/
improvement) adalah sebagai berikut:

a) penggantian lantai keramik sebuah gedung dengan lantai
marimer;

b) penggantian pipa PVC dengan pipa Three Layer,

c) - Penggantian -atap genteng -tanah dengan atap genteng
beton;

d) pengurugan, pemadatan dan pematangan tanah rawa,

e) penambahan sistem penyejuk ruangan pada sebuah
gedung;

f) pemasangan sistem penanggulangan kebakaran,;
g) penggantian fungsi gudang menjadi ruang kerja;
h) pelebaran jalan; dan

i) penambahan daya listrik.

3. suatu penggantian (replacement) aset tetap dapat berupa
penggantian bagian atau seluruh bagian dari suatu aset tetap.
Keputusan mengenai dikapitalisasikan atau tidak atas
seluruh  pengeluaran  aktivitas ini, tergantung dari
pendefinisian aset tetap yang bersangkutan.

Peraturan Gubeniur Suleivesi Selatar Nomer 23 Tahun 2015



Aktivitas yang termasuk dalam penggantian (replacement)
misalnya adalah sebagai berikut:

a) penggantian lantai keramik dengan lantai berbahan sejenis:
b) penggantian pipa PVC dengan pipa berbahan sejenis.

4. dalam aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali bagian
peralatan dan mesin untuk menjamin penghematan atau
efisiensi yang lebih tinggi, dimungkinkan adanya penambahan
(addition), peningkatan (betterment) atau penggantian
(replacement), bahkan reparasi kecil.Aktivitas yang termasuk
dalam penyusunan dan pemasangan kembali (rearrangement)
sebagai contoh adalah: pembongkaran, relokasi (atau tanpa
relokasi), penyusunan, dan pemasangan ulang sebuah
instalasi pengolahan air.

Pasal 8
Ayat (1)

Reparasi ringan dan pemeliharaan biasanya dibuat dalam satu
akun/perkiraan karena kesamaan karakteristiknya. Secara
spesifik untuk menentukan apakah pengeluaran-pengeluaran
ini merupakan reparasi ringan/pemeliharaan atau bukan,
dapat dianalisis dari karakteristiknya.

Karakteristik item-item reparasi ringan dan pemeliharaan
adalah biasa, berulang dan tidak menambah kapasitas atau
menambah umur pemakaian aset tetap yang bersangkutan.
Aktivitas yang termasuk dalam reparasi ringan dan
pemeliharaan misalnya adalah sebagai berikut:

- a) - penggantian - suku -cadang (spare ~part) - peralatan- dan
mesin;

b) penggantian pelumas, BBM;
c) pembersihan rutin peralatan/mesin;
d)- pengecatan gedung/bangunan,;
e) penambalan jalan yang lubang;
f) normalisasi sungai/drainase dan jaringan irigasi;
g) perbaikan jaringan irigasi; dan
h) penanganan hama.
Reparasi ringan dan pemeliharaan tidak termasuk jenis
pengeluaran yang biayanya dapat dikapitalisasikan ke dalam
aset tetap. Oleh karena itu, pengeluaran-pengeluaran untuk
rcparasi ringan dan pemeliharaan ini dikategorikan sebagai
pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).
Avyat (2)
Cukup Jelas

= mcmre—— e A

Prraturan Gubernu Sulaivest Sclatar Nomor 23 Taiun 20153



Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Avyat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1).

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas




LAMPIRAN |

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015
TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

(CAPITALIZATION THRESHOLD)

BATASAN MINIMAL
KAPITALISASI UNTUK

NO. JENIS BELANJA MODAL PER SATUAN ASET
TETAP ATAU ASET
LAINNYA (Rp)

L. Tanah >= 10.000.000,-

2. Peralatan dan Mesin terdiri atas :
Alat-Alat Berat : - o
Alat-alat Besar Darat >=10.000.000,-
Alat-alat Besar Apung >=10.0G0.000,-
Alat-alat Bantu >= 500.000,-
Alat-Alat Angkutan :
Alat Angkutan Darat Bermotor >= 2.000.000,-
Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor >= 500.000,-
Alat Angkutan Apung Bermotor >= 1.500.000,-
Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor >= 500.000,-
Alat Angkutan Bermotor Udara >=10.000.000,-
Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur: = R |
Alat Bengkel Bermesin >= 250.000,-
Alat Bengkel Tidak Bermesin >=100.000,-
Alat Ukur >= 100.000,-
Alat-Alat Pertanian & Peternakan
Alat Pengolahan >= 150.000,-
Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan >=100.000,-
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Kantor >= 300.000,-
Alat Rumah Tangga >=200.000,-
Komputer >= 500.000,-
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat >= 300.000,-
Alat-Alat Studio dan komunikasi
Alat Studio >=1.000.000,-
Alat Komunikasi >= 500.000,-
Peralatan Pemanar >= 500.000,-
Alat-Alat Kedokteran
Alat Kedokteran >= 500.000,-

Alat Kesehatan

>= 500.000,-




BATASAN MINIMAL
KAPITALISASI UNTUK
PER SATUAN ASET
TETAP ATAU ASET

JENIS BELANJA MODAL

LAINNYA (Rp)
Alat-Alat Labolatorium
Unit Labolatorium >= 500.000,-
Alat Peraga/praktek Sekolah >= 100.000,-
Alat Labolatorium Lingkungan Hidup >= 500.000,-
Alat Labolatorium Hidrodinamika >= 500.000,-
Alat-Alat Keamanan
Senjata Api >= 500.000,-
Persenjataan non Senjata Api >= 250.000,-
Amunisi >= 250.000,-
Senjata Sinar >= 500.000,-
3. Gedung dan Bangunan terdiri atas :
Gedung : )
Bangunan gedung tempat kerja >= 10.000.000,-
Bangunan gedung tempat tinggal >=10.000.000,-
Bangunan menara >= 5.000.000,-
Monumen :
Bangunan bersejarah >= 10.000.000,-
Tugu peringatan >=10.000.000,-
Candi >=10.000.000,-
Taman (untuk Umum) >=10.000.000,-
Rambu-rambu ->= 500.000,- - - -
Rambu-rambu lalu lintas udara >= 5.000.000,-
4, Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :

Jalan & Jembatan

Jalan >=10.000.000,-
Jembatan >= 10.000.000,-
Bangunan Air

Bangunan Air dan Irigasi >=10.000.000,-
Instalasi

Instalasi Air Minum >= 5.000.000,-
Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya >=10.000.000,-
Instalasi Listrik >= 10.000.000,-
Instalasi Penangkal Petir >=1.000.000,-
Jaringan

Jaringan Air minum dan sejenisnya >= 10.000.000,-
Jaringan listrik dan sejenisnya >= 2.500.000,-
Jaringan telepon dan sejenisnya >=1.000.000,-

ok




LAMPIRAN Il
PERATURAN GUBERNUR SULAWES] SELATAN
NOMOPR. 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEIL 2015

TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

NILAI SATUAN MINIMUM PEMELIHARAAN KAPITALISASI ASET TETAP

BATASAN MINIMAL

KAPITALISASI
NO. BIDANG PEMELIHARAAN
UNTUK PER SATUAN
ASET TETAP (Rp)
1 Peralatan dan Mesin terdiri atas :

Alat-Alat Berat :

Alat-alat Besar Darat

Alat-alat Besar Apung
Alat-Alat Angkutan :

Alat Anglcutan Darat Bermotor
Alat Angkutan Bermotor Udara

2 Gedung dan Bangunan terdiri atas
Gedung :

Bangunan gedung tempat kerja
Bangunan gedung tempat tinggal
Bangunan menara '

Monumen :

Bangunan bersejarah

Tugu peringatan

Candi

Taman (untuk Umum)

3. | Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :
Jalan & Jembatan

Jalan

Jembatan

Bangunan Air

Bangunan Air dan Irigasi

>= 5.000.000,-
>= 5.000.000,-

>= 1.000.000,-
>= 5.000.000, -

>= 10.000.000,-
>=5.000.000,-
>= 2.500.000,-

>=5.000.000,-
>= 5.000.000,-
>=5.000.000,-
>= 5.000.000,-

>= 10.000.000,-
>=20.000.000,-

>= 5.000.000,-




NO.

BATASAN MINIMAL
KAPITALISASI

BIDANG PEMELIHARAAN

UNTUK PER SATUAN
ASET TETAP (Rp)

Instalasi

Instalasi Air Minum >= 2.500.000,-
Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya >= 5.000.000,-
Instalasi Listrik >= 5.000.000,-

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

P

z.’_,___.-J

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH




LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015

TENTANG PEDOMAN KAPITALIASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

ESTIMASI MASA MANFAAT

No.

Kode
Barang

Kelompok

Sub
Kelompok

Sub-Sub
Kelompak

Masa
Manfaat

Keterangan

Peralatan dan
Mesin

Alat-Alat
Besar

02.02.01

Alat-alat Besar
Darat

10

| Finisher, Concrete Finisher, Concrete Pump, Concrete Lif, Cancrete

Crawler Tractor, Wheel Tractor, Swap Tractor, Grader+Attachment, |
Grader Towed Type, Buldozer, Draiglines, Sloveldozer, Clawler |
Excavator, Wheel Excavator, Pile Driver, Self propelled Scraper, Towed |
Scraper, Dump Truck, Lamp Wagen, Lori, Asphal Mixing Plant, Asphal
Finisher, Asphal Distributor, Asphal Heater, Asphal Tanker, Asphal |
Srayer, Asbuton Dryar, Recycle, Col Miling Machine, Macadan
Roller/Three Wheel Roller, Tandam Roller, Mesh Roller, Vibration Roller,
Tyre Roller, Soil Stabilizer, Sheep Foot/Stamping Roller, Stamper,
Vibration Plate, Pemadat Sampah, Stone Crushing Plant, Screeninn
Classifier, Stone Crusher, Aggregate Washer, Balching Plant, Concrete |

Cutter, Concrete Mixer, Concrete Vibrator, Concrele Breaker,
Aggregate/Chip Sproader, Grauting Machire, pipe Plant Squipment, |
Concrete Mixer Tendem, Onion Head Machine, Pan Mixer, Asbuton
Mixer, Paddle Mixer, Asphalt Buton Crusher, Truck Loader + Attachment,
Wheel Loader + Attachment, Tower Crane, Truck Mounted Crene, Truk |
Crane, Wheel Crane, Forklift, Fortal Crane, Crawier Crane, Mesin |
Pembuat Pellet, Mesin Pembuat Es, Mesin Penghancur Es, Waler
Treatment, Sea Water Treatment, Lain-lain |




02.02.02

Alat-Alat Besar
Apung

Suchtion Dredger, Buchket Dredger, Cutter Suction Dragline, Floating '

Exavator + Attachment, Plain Suction, Cutter, Clamshell/Dragline, Kapal
Tarik, Water Treatment, Lain-lain

02.02.03

Alat-Alat Bantu

Alat Penarik Kapal, Alat Penarik Jaring, Elevator, Belt Conveyor, Screw
Coriveyor, Escalator, Gandala, Transportable Compresor, Portable
Compresor, Stationary Compresor, Transportable Generating Set,
Portable Generating Set, Stationary Generating Set, Transportable Wa'ter
Pomp, Portable Water Pump, Stationary Water Pump, Poppa Lumpur,
Sumersible Pump, Pompa Tangan, Mobile Workshop, Service Car,
Floating Work Shop, Road Maintenance Truck, Sweeper Truck, Wreck
Car, Leak Detector, Pipe Locator, Unit Pengolahan Air Kotor, Unit
Pembangkit Uap Air Panas, Mesin Bor Batu, Mesin Bor Tanah, Mesin
Bor Beton, Lain-lain

Alat-alat
Angkutan

€2.03.01

Alat angkutan
Darat Bermotor

Sedan, Jeep, Station Wagon, Bus {Penumpang 30 Orang keatas), Bicro :
Bus (Penumpang 15 - 30 orang), Trailer, Mini Bus (Penumpang 14 Orang |
kebawah), Mobil Ambulance, Mobil Jenazah, Mabil Unit Penerangan,
Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Tinja, Mobil Tangki, Mobil Unit
Monitoring Frekwensi, Mobil Unit Perpustakaan Keliling, Mobil Unit Visual |
Mini ( Muviani) Darat, Mobil Unit Satelite Link Van, Mobil Unit Panggung, |
Mobil Unit Pamaeran, Out Side Broad Cast Van Radio, Out Side Broad
Cast Van Televisi, Mobil Unit Produksi Film, Mobil Unit Produksi Film,
Mobil Unit Produksi Cinerama, Mobil Unit Kesehatan Masyarakal, Mobil
Unit Kesehatan Hewan, Mobil Unit Tahanan, Mobil Unil Pengangkul

Uang, Sepeda Molor, Scocter, Beme, Helicak/Bajaj, Lain-lain |

02.03.02

Alat Angkutan
Darat Tak
Bermotor

Gerobak Tarik, Gerobak Dorong, Caravan, Gerobak Lori, Sepeda, Dokar, |
Tandu Dorong, Lain-lain




Alat Angkutan

Kapal Minyak, Tongkang Bermoter, Tug Boat + Attachment, Landing
Ship Transportation (LST), Kapal Hidrofoli, Kapal Motor, Speed Boat,

Motor * Boat, Klotok, Ferry, Hidrofoil, Jetfoil, Long Boat, Surver Boat, |

L Apung Bermotor L Kapal Anti Polusi, Kapal Perambuan, Out Boat Motor, Kapal Hydrografi, |
: Kapal Unit Penerangan Air, Kapal Visual Mini, Kapal Penangkap lkan,
E Kapai Pengangkut Hewan, Kapal Patroli Pantai, Lain-lain
02.03.04 ﬁ?;rgnggttan 3 Tongkang, Perahu Barang, Perahu Penumpaqg, Perahu Penyeberangan,
o Bermolar Ponton, Perahu Karet, Ponton Rumah, Lain-lain |
02.03.05 Alat Angkutan 20 Mein Jet (Fuel Jet), Turbo Prop, Kapal Terbang Baling-baling, Helicopter,

Bermotor Udara

Amplbi, Lain-lain

Alat Bengkel
dan Alat Ukur




02.04.01

Alat Bengkel
Bermesin

10

Mesin Bubut, Mesin Pres, Mesin Ketam, Mesin Pres Hidrolik &
Punish, Mesin Bor, Mesin Gergaji Logam, Mesin Gerinda, Mesin

Rol, Mesin Bor Cylinder, Mesin Skrup, Mesin Milling,
Mesin Perapen, Mesin Sikat Kulit, Mesin Pemolong

Mesin Purel, |

Kulit, Mesin |

Jahit Kulit, Mesin Pengepres Kulit, Mesin Kompresor, Mesin Las |

Listrik, Mesin Dynamo Kron, Mesin Sikat Besi

Kron, Mesin

Pemotong Fiberglass/Polyster, Mesin  Gulung Listrik, Mesin

Pelubang, Mesin Penekuk Plat, Mesin  Gunting

Plat,  Mesin

Pembengkok Uni, Mesin Amplas Plat, Mesin Pemotong Plat, Mesin

Transmision Outomilive, Mesin Gerinda Tangan, Mesin

Bor Tangan,

Mesin - Cylinder, Refitting Machine, Mesin Gulung Manual, Mesin
Ampelas Tangan, Mesin Amplas Rol Kecil, Batteray Charger,
Winder, Transformator, Solder Listrik, Auto Lift, Car Washer, Steam

Cleaner, Lubricating Equifment, Mesin Spooring,

Brake Drum

Lathe/Mesin Perata Tromol, Pengasah Lobang Stang Piston, Overhead
Grane, Auto Hoist, Mesin Gergaji, Mesin Ketam, Mesin Bor, Mesin
Penghalus, Mesin Penyambung Papan, Mesin Jahit Terpal, Perkakas
Vulkanisir Ban, Perkakas BongkatPasang Ban, Mesin Tenun Tektil |
Mesin Celup, Peralatan Las Listrik, Peralatan Las Karbit, Evaporator, Air |
Blower, Brine Tank, Filling Divice, Pipping Tank Divice, Thawing Tank,
Can Frame, Bring Tank Cover, Clear Ice Equifment, Reciver, Elektrik |

Panel Cintrol, Trafo Stater, Tabung NH3, Pompa Oliez
Condensor, Agitator, Bak Air, Ice Cam, Lain-lain

Compresor,




02.04.02

Alat Bengkel Tak
Bermesin

Perkakas Dapur Tempa, Perkakas Bangku Kerja, Perkakas Pengukur, |
Perkakas Pengecoran Logam, Rol, Perkakas Pemotong Plat, Perkakas
Press Hidrolik, Perkakas Pemotong Kabel Sling, Perkakas Pengecatan

Kendaraan, Alat Penipis Rotan, Pisau Pengerok, Pisau Pengerat, Pisau |
Pembelah Rotan, Gunting Rotan, Pisau Bergigi, Besi Penekuk, Pisau |
Peraut, Oven Batu Bata, Cetakan Batu Bata, Pelengki, ATBM, Lain-lain,
Armature Drying Oven, Mica Undercutter, Comutator Tuming Tool, Kunci
Khusus Chasis, Kunci Khusus Alat Angkut Apung, Kunci Khusus
Pembuka Mur/Baud, Kunci Khusus Momen, Kunci Khusus Alat Besar
Udara, Kunci Khusus Khasis Alat Besar Udara, Lubricaling Sel,
Jembatan Service, Dongkrak Mekanik, Dongkrak Hidrolik, Takel, Gantry,
Tripot, Tool Kit Set, Tool Kit Boks, Tool Cabinet Set, Kunci Pipa, Fuller
Set, TapDies, Groeper, Engine Stand, Kunci Momet, Gergaji, Ketam, Bor,
Pahat, Kaka Tua, Water Pas, Siku, Palu, Tang, Ayakan Pasir, Tenggem,
Gunting Plat, Landasan Kenteng, Kunci Kaul, Gunting Plat Tangan, Tang
Kombinasi, Knief Tang, Betel, Senter, Drip, Drag, Sneper, Pukul Konde
(2 kg, 1, 5 kg, 1kg, 0, 5 kg), Pukul Lengkung, Pukul Sabit, Kikir, Segi |
Empat, Segi Tiga, Setengah bulat, Kunci Pas satu Set, Satu Set Tang
Senal & Tap, Drel Biasa Satu Set, Drel Kembang satu set, Drel Kelok,
Seket Mat, Jengka Besi, Kunci Stang Segi Empat & Segi Enam, Tatah
Biasa Satu Set, Tatah Lengkung Satu Set, Petel, Patar, Boor Engkol,
Pisau Kulit, Pandokan Sepatu, Lis Sepatu Satu Set, Cokro, Plong Kulit
Satu Set, Catut, Pukul Sepatu, Gunting Kulit, Gunting Kain, Drek Mala
Ayam, Jarum Kulit Satu Set, Uncek, Dipan Ukur, Meteran Kain, Rol
Meter, Jangka Berkala, Patar Gip, Pisau Gip, Paralel Bar, Cermin Besar

(200x75 cm), Tangga Latihan, Trap Latihan, Lain-lain -

02.04.03

Alat Ukur

Af Generator Tone Generalo, Audio Signal Source, Audio Test Sal

Audio Morse & Distributor Meter, Audio Sweep Osillater, VTVM Volt, |
Independence Meter, Dicible, CRT Tester, Circuil Tester, Electrpmci
Capasitor Tester, lllumino Meter, IC Tester Semi Test IV, IC Meter, |
Milrvolt Meter, Multiteter & Accessoire, Multisister Digital, Photoi
llumination Meter, Transistor Tester Semitest |, Transistor Tester
Semistert |I, Transistor Tester Semestert V, Transistor Tester AVO, Volt
Meter Digitel, Volt Meter Hitg Tenson, Widw Band Level Meter,




Automatic Distroticn Meter, Power Meter And Accessiries, PH Meter,
Quasi Peak Meter, Thruline Watt Meter, Digital Multimeter, Multi Meter,
Meter Calibrator, Moise Firgure Meter, Distortion Analyzer, Vektor Volt
Meter, Pulse Genetaror, DME Graung Station Test Set, UHF Signal
Generator, Sweep Oscilator, VHF Signal Generator, Spektrup Analyzer, |
Tube Tester, Dosimeter & Accessories, Survy Meter, Sound Ditector,
Vidcon Quick Tester, Pattem For TV Adjusment, Power Meter Cilibrator,
Thermistor, Signal Generator Audio VHF, UHF, X-Tal Detector, Co Axdal |
Slot Line, RF VoIt Meter, Frequency Wave Meter, Megger, Co Axial
Attenuator, Variable Co Axial Attenuator, Directional Coupier, Pin
Modulator, Loging Trouble Shoting Kit, SWR Meter, Memori Programmer,
Ligig Statc Analyzer, Frequency Counter, Universal Bridge, FB Meter,
Noise, Radiation Monitor Isotropic, Phase Meter, Global Postioning |
Aystem, IKS Calibration RX, DCP (Alat Control) Sensor, Moisteur Meter,
Rota Meter, Mini Phassec View, Test Intelegensia WPPS, Test
Intelegensia WISC, Test Intelegensia WB, Test Intelegensia W8
Advence, Test Intelegensia Progresive Malricaral, Test Intelegensia |
Vineland, Test Intelegensia Blac Passalon, Alat Ukur/Test Alat
Kepribadian Dotcilta, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Zat, Alat Ukur/Test
Alat Kepribadian Warna, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Zondi, Alal |
Ukur/Test Alat Kepribadian Cat, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian WPPZ,
Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Wolnaa, Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
Kudu, Vidio Measurement, Binder Acstait, General Vocaticnalanpunde
Tester, Consoroting Tester, Meronding Tester, Meronding Brinding
Tester, Cord Briding Tester, Grip Diagnanonnuter, Blak Anollg Moscle
Dinamo Meter Jumping Mtr, Modulation/Jumping Meter, Channel |
Converter, RF Analyser, Meronding Vacatianal Lanpunde Tester,
Calibration Level Generator, Color Bar Generator, Grid Patthem
Generator, Grating Generator Unit, Insection Signal Generator, Insection
Test Signal Generator, Multburst Generator Unit, Pattehem Generator, |
Stair Stop Generator Unit, Sign Wave Generator Unit, Test Generator,
Text Generator, Test Line Generator, TV Test Signal Generator, TV IF
Signal Generator, Pal Test Generator, Monochome Test Generator,
Standar Lewel Generator, Interval Test Generator, Station Identipication
Generator, Character Generator, Waveform Generator Special Efect, |




| spue uonnald abaog JO 1IS ‘0)e0y Jajawowlay | Jajawuojon) ‘elg ww

Bl S8IOH 0L UMM [eissalutels Yoy aqn) isa) ‘|, Auseded ssejbxald
Lleg I8lBAN ‘WW /| X G/ S8gN] S8 (7 104 Uasul 3oBl dNse|d uesedue)|
qeisowssy ] 9bpug paulquon ainjesadwa] jueysuo) ‘abue] suoliep
10 Jajpwonopy wisisul Buipesy 1pauq jsauid ‘syoolg aben piepuels
Jgse] Jeyewopaeds Usise | Jajawixe] By pog seysede) sayiq (Buipulp
[20a) inynfivag) abues siuya) [eondo ‘(eoey ueeSHUBWR YNUN) UBKS
[eondy ‘ejqeuea 8|l adoossje] ‘(18)ewoJplH) JejawIsa 18)eWIoudld
J8)1| Gz Lep buijleg Jie jojog 'y (921S) J0jedisa( ‘¢ (82!S) Jojedlsaq ‘|10
Jojeoixx 3 “leseg Jojeoxy ‘jebag/uquiold Bue] ‘uisuag Ueiexe] Jejepuad
ey ‘uineq uebumueg ebi] pey 'deybuaq dep uesepue] ‘Jag |oo]
e 000" oddel] ‘M 0zZ-0Z NS JBjBWOAY 'IBPUBIS [2Yed BORIBN BIE)S
Buessuaw ymun ndweT ‘alinog uswnnsu| UeplS ‘BPOISE UBUBYD|
uebuequi| ueeesyuawad Jely ‘Nun sejques ‘yun Josssdwod ‘un
Buwonipuon 1y ‘Buisbusy efeg Lews 'yoig elgpy ‘Iejawiueld ‘I8l
ooty ‘dnon ‘yoemdols ‘edoasololpy ‘18yse ] SeupleH (4007 19sl) NN
wep ‘(Jwowss] ueesyuswad inBuad) yeisowssy) ‘jelesag 00l pfs

I elesa O 49158 | UBWIBAOK) JBJSWOWIS] ‘PIBPUB)S JojaouLa] ‘JIe) je
0 L

ueesyuswad 1e)y ‘(uedeyBbuspad uebuap) Jsjswouey eSyUBWAY By
1510814 J0JOLIOW ‘UISapy ymupn Jajswoueyy ‘Andisly Jejawoleg ‘webo
J@jPwoleg  '18)aW00Asd 'IYoaIqUIB|UBRA JB)BIODASd '10jRJOpU| O
uedeybualiod ‘uep sajulod ouedng uedeyBusjiad ubq) Jojeoipu) onIp
(Blg 1N Jepueyg Buipuequad Jeje) uosueyop UBINYM ‘MalAay Bulpueig
HWMSA WY Jojeinpowaq IsinbAN punog puy UOISIA ‘lojenusiy
uojing ysnd 4y ‘abpug 4y el yibuanspialy ‘epug eoueIWPY
8|8y 80URIUILLPY 1818l 8SION OIpIA ‘IBJUNoY) |BSIBAIUN U |eAlslu|
auUI| JBUUBIS YU 1S] UODIQUWE]d 'JOJIUOJ J1Bp0ooUT uoisioald 'deamg
10111950 ‘pueg MPIAL J01B19SO) '[euBIS 1s8 ] JOJB|I0SO) ‘18lep OIS
101B19SO) "Jayepy uoiloisig R aSIoN 'JON J8le| S8y Uonensu| ‘1eunod

Aouanbaly ioydepy pueg apis uipn adoosospip 'sdooshlg ‘Aejdsig

wiupadsg  JazAleuy ‘pueg apig N JazAleuy ‘|dsiQ 10 28 pUY [9Aa7]
UHAA 18S Jojuop Wiojaaepy '8d00sI0j08 '2d00S0U0JYUdAS ‘adajeaus
adoosolios '|eisadg adoasoliosQ ‘aosusisiad 8jqele, UNAA Blel

ulepy 8dooso|osQ ‘sWesd Uley adoosojsy ‘Jojesauss) [eubig isa)




Berger Thermometer, Set Of 14 Hight Precision Ameral Thermometer, |
Addition Tunner Stop Watch, Universal Clamp Clampinh Range 6 To 12 |

m, Unmiversal Clamp Clampinh Range 6 To 75 mm, Venier Caliver,
Prople Proyektor Toyo Serie, Tool Maker Mocroscepe Magnification 30 x, |
Meter x - 27 Dari Platina Tridium, H.- Meter Dari Baja Nikel, Komparator,
Alat Pengukur Garis Tengah, Ban Ukur, Diameter Tape, Ukuran Tinggi
Orang, Schulfimaat (Ukuran Ingsuf), Liffer Standard (1 liter), Bejana Ukur,
Alat Ukur Kadar Air, Bejana Ukur, Alat Ukur Kadar Air, Timbangan
Jembatan Cvapasitas 10 Ton, Timbangan Meja Capasitas 10 Kg,
Timbangan Meja Capasitas 5 Kg, Timbangan BBl Capasitas 100 Kg,
Timbangan BBl Capasitas 25 Kg, Timbangan BBl Capasitas 15 Kg
(Timbangan Bayi), Timbangan BBI Capasitas 10 Kg, Timbangan Cepat
Capasitas 10 Kg, Timbangan Cepat Capasitas 25 Kg, Timbangan Cepat
Capasitas 200 Kg, Timbangan Cepat Capasitas 10 Kg, Timbangan |
Pegas Capasitas 50 Kg, Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg, Timbangan
Surat Capasitas 100 Kg, Timbangan Kwandran Capasitas 100 Kg

Timbangan Sentisimal, Dacln Kuningan, Timbangan Gula Gaveka, |
Timbangan Gantung Capasitas 50 Gr, Neraca Halus || Neraca Capasitas |
500 Gr, Neraca Parama E, Neraca Parama D Capasitas 5 Gr, Neraca |
Percisi Elecronic Capasitas 1 Kg, Neraca Percisi (Single Pan) Capasitas
20 Kg, Necara Percisi (Electronic Vacum ME), Neraca Percisi 30 Kg
(Micro Balance), Neraca Percisi Capasitas 50 Gr, Neraca Parcisi
Capasitas 1 KG, Neraca Tera E, Neraca Tera A Capasitas 75 KG,
Neraca Tera B Capasitas 10 KG, Neraca Torsion Balance Capasitas 500
Gr, Neraca Analisa Capasitas 1000 Gr, Neraca Analisa Capasitas 20 Kg,
Neraca Capasitas 1 Kg, Neraca Capasitas 20 Kg, Moister Meter, Neraca
Dengan Digityal Display, Kilogram Tembaga Nasional Platina, Kilogram
Tenmbanga Bentuk Tong, Kilogram Sepuh Mas 1 Kg Pakai Tomboal,
Kilogram Baja Berbentuk Tong Bersandur Croom, Kilogram dari Baja
Berbehtuk Slinder, Kilogram Kerja Standar Tingkat Il, Kilogram Standar,
Anak Timbangan Tembaga Kantor Tingkat Il, Anak Timbangan Miligram, |
Anak Timbangan Miligram Platina, Anak Timbangan Miligram Aluminium, |
Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram, Anak Timbangan Halus daro |
1.000 - 1 Gr, Anak Timbangan Biasa dari 1000 - 1 Gr, Anak Timbangan




Bidur, Anak Timbangan dari Besi, Anak Timbangan Keping (Mulut Kecil), i
Anak Timbangan Keping (Mulut Besar), Dari 100 - 50 - 20 Liter, Dari 10 - |
s/d 0, 5 Liter, Takaran Bahan Bangunan 2 HL Berbentuk Tong, Takaran
Buah Kopi dari 0, 5 HI, Takaran Kapuk dar Kayu 2 dan 1 HI, Takaran

Minyak dari Besi 0, 5 HI, Takaran Gandum 0, 5 HI, Labu Takar |

(Volumetrik) berbagai Kapasitas, Botol Uji Berbagai Ukuran, Lain-lain

Alat Pertanian




02.05.01

Alat Pengolahan

Bajak Kayu, Bajak Muara, Pacul, Linggis, Garpu Pacul, Garpu Kayu,

Garpu Besi, Traktor Four Whell (Lengkap Peralatannya, Tractor Tangan

dengan perlengkapannya, Hewan kerbau, Hewan Sapi, Chain Saw, |

Madula, Skap, Garu, Tugal Kayu, Tugal Besi, Ember Plastik, Gayung
Plastik, Tang Pemasang/Kar Tang, Stick Pengukur Sapi, Waigh Band,
Borduzzo Tang, Cap Bakar, Kar Punch (Pelobang Telinga), Container,
Conister, Qoblet, Insemination Gun, Termos Al Vagina Buatan,
Debeaker (Alat Pemotong Paruh), Alat Pemotong Kuku, Milik Gam,
Tabung Tempat Susu, Dehamer (Pematong Tanduk), Pemotong Bulu,
Eastrator (Pemotong Ekor), Milcooling Tang, Mesin Penetas Telur, Oven,

Cold Strorage (Kamar Pendingin), Selo (Kotak Penyimpan) dengan |

mengatur temperatur, Rak-rak penyimpan, Lemari Penyimpan, Alat
Pengukur Curah Hujan, Alat Pengukur Cahaya, Alat Pengukur Intensitas

Cahaya, Alat Pengukur Temperatur, Alat Pengukur PH Tanah (Soil |

Tester), Alat Pengambil Sample Tanah, Unit Pengaduk, Alat Pencabut
Buiu Ayam, Alat Pembuat Palet/Makanan Ternak, Alal Pengasapan, Alal
Pembekuan, Alat Penggilingan Padi, Alat Pencacah Hijauan, Pukal,

Double Ring Shrimp Trawi/lPukat Udang Ganda, Otter Trawi, Payang |

(Termasuk Lampara), Danish Seine (Dogol), Beach Seine (Pukat Pantai},
Driff Gill Net (Jaring Insang Hanyut), Enclirling Gill Net (Jaring Insang
Lingkar), Shrimp Gill Net (Jaring Klitik), Set Gill Net ( Jaring Insang
Tetap), Boat Raft Lift Net (Bagan Perahu/Rakit), Bagan Tancap Berikut
Kelong, Scoop Net (Serok), Jaring Angkat Lainnya, Guiding Barrier
(Serok), Stop Net (Jermal termasuk Togo), Portable Traps (Bubu},
Perangkap lainnya, Tuna Long Line (Rawal Tuna), Set Long Line { Rawal
Tetap), Skipjack Pole And Lines (Huhate), Trool Line (Pancing Tonday,
Pancing Lainnya, Muroami Inc. Mallalugis, Jala, Garpu, Tombak, Sea
Water Reservoir, Bak Pemeliharaan Sementara, Bak Pengendapan, |
Keramba (Jaring Apung), Lain-lain i
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Alat Pemeliharaan
Tanaman/Penyim
pan

Kored, Arit, Babadan, Pacul Dangir, Penyemprot Otomatis (Automatis 5

Spayer), Penyemprot Mesin (Power Spayer), Penyemprot Tangan (Hand
Srayer), Ani-ani, Alat Perontok (Theresar pedal), Alat Perontok Mesin
(Power theresar), Alat Pemipit Jagung, Karung, Blek, Alat Pengering
(Dreyer), Alat Pengering Mesin (Powe Dreyer), Alat Pengukur Kadar Air
(Meisture Terter, Honey (Penggulung Beras), Oven, Cold Storage
(Kamar Pendingin), Selo (Kodak Penyimpanan ) hisa diatur
temperaturnya, Rak-rak penyimpanan, Lemari Penyimpanan, Gudang,
Alat Pengukur Curah Hujan, Alat Pengukur Cahaya, Alat Pengukur Arah
Angin, Alat Pengukur Intensitas Cahaya, Alat Pengukur Temperatur, Alat
Pengukur PH Tanah (Soil Tester), Alat Pengambil Sample Tanah, Mesin
Penetes Telur, Jaring, Anco/Tangkul, Keramba Apung, Rawai/Longline,
Tombak, Lain-lain

Alat Kantor
dan Rumah
Tangga

13

02.06.04

Meja dan Kursi
Kerja/Rapat
Pejabat

Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Meja Kerja Pejabat Eselon |

I/Wakil Gubernur/Bupati/Walikota, Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD,

Meja Kerja Pejabat Eselon I, Meja Kerja Pejabat Eselon Ill, Meja Kena

Pejabat Eselon IV, Meja Kerja Pejabat Eselon V, Meja Kerja Pegawal
Non Struktural, Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Meja
Rapat Pejabat Eselon I/MWakil Gubernur/Bup./Walikota, Meja Rapat
Ketua/Wakil Ketua DPRD, Meja Rapat Pejabat Eselon Il, Meja Rapat
Pejabat  Eselon Il  Meja  Tamu  Ruangan Tunggu
Menteri/Gub./Bup./Walikota, Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabal
Eselon I/Wakil Gub., Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil DPR,
Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II, Mena Tamu Ruangan
Tunggu Pejabat Eselon [ll, Meja Tamu Biasa, Meja Maket/Peta, Meja
Operator, Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Kursi Kerja
Pejabata Eselon |/Wakil Gubernur/Bup./Walikota, Kursi Kerja
Ketrua/Wakil DPRD, Kursi Kerja Pejabat Eselon I, Kursi Kerja Pejabat
Eselon I, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV, Kursi Kerja Pejabat Eselon IV,
Kursi  Kerja ~ Pegawai  Non  Struktural, ~ Kursi  Rapal
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat




Eselon I/Wakil Gub./, Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/\Wakil DPRD,
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon Il, Kursi Rapat Ruangan
Rapat Pejabat Eselon I, Kursi Rapat Ruangan Data, Kursi Rapat
Ruangan Rapat Staf, Kursi Hadap Depab Meja Kera
Menteri/Gub/Bup/Walikota, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabal
Eselon I/Wkl Gub/, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil DPRD,
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Il, Kursi Hadap Depan
Meja Kerja Pejabat Eselon lll, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
Eselon IV, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V, Kursi Tamu
di Ruangan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Kursi Tamu di Ruangan
Pejabat Ess. I/Wkl Gub/Bup/Walikota, Kursi Tamu di Ruangan
Ketua/Wakil Ketua DPRD, Kursi Tamu di Ruangan Pejabal Eselon I, |
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon lll, Kursi Tamu di Ruangan |
Tunggu Menteri/Gub/Bup/Walikota, Kursi Tamu di Ruangan Tunggu
Pejabat Eselon |, Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon Il
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bup/\Walikota, Kuri Tamu
di Depan Ajudan Pejabat Eselon I/Wkl Gub/Bup/, Lemari Buku untuk
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, Lemari Buku untuk Pejabat Eselon |
MWkl Gub/Bup/Walikota, Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I, Lemari | w
Buku untuk Pejabat Eselon Ill, Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan,
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis, Buffet Kayu, Buffet Kaca, Lain-lain
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02.06.01

Alat Kantor

Mesin Ketik Manual Fortable (11-13), Mesin Ketik Manual Standar (14-
16), Mesin Ketik Manual Longewagen (18..), Mesin Ketik Listrik Portable,
Mesin Listrik Standar, Mesin Ketik Listrik Longewagen, Mesin Ketik
Elektronik, Mesin Ketik Elektronik/Selektrik, Mesin Ketik Braile, Mesin
Ketik Phromosons, Mesin Cetak Stereo Pioner (Braile), Mesin Hitung l
Manual, Mesin Hitung Listrik, Mesin Hitung Elektronik, Mesin Jumlah |
Manual, Mesin Jumlah Listrik, Mesin Jumlah Eletronik, Mesin KasJ
Reoister, Mesin Pembukuan, Mesin Absen (Time Recorder), Mesin |
KontroliJaga, Mesin calculator, Mesin Penghitung Uang, Mesin Stensil |
Manual Folio, Mesin Stensil Manual Doble Folio, Mesin Stensil Listrik
Folio, Mesin Stensil Listrik Double Folio, Mesin Stentil Spirtus Manual, |
Mesin Stentil Spirtus Listrik, Mesin Foto Copy dengan keras Folio, Mesin ‘
Photo Copy dengan kertas doble Folio, Mesin Photo Copy dengan kertas ‘
biasa Folio, Mesin Photo Copi dengan kertas biasa doble Folio, Mesin |




Perekam Stentil Folio, Mesin Perekam Stentil double Folio, Mesin Plate
Folio, Mesin Plate Doble Folio, Lemari Besi/Metal, Rak Besi/Metal, Rak
Kavu, Filling Besi/Metal, Filling Kayu, Band Kas, Kardek Besi/Metal,
Kardek Kayu, Rotary Filling, Peti Uang, Lemari Sorok, Lemari Kaca
Lemari Makan, Papan Visuil, Perkakas Kantor, Alat Pengamatan/Sinyal,
Alat Diktektor Uang Palsu, Alat Penghancur Kertas, Papan Nama
Instansi, Papan Pengumuman, Papan Tulis, Papan Absen, White Board,
Alat Detektor Uang Palsu, Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray, Copy
Board/Elektrik White Board, Alat Penghancur Kertas Globe, Globe, Mesin
Absensi, Dry Seal, Fergulator, Crelm Folisher, Mesin Perangko, Check
Writer, Numirator, Alat Pemotong Kertas, Hecmaching Besar, Perforalor
Besar, Alat Pencetak Label, Overhead Proyektor, Hand Metal Detector,
Walkman Detector, Panel Pameran, Alat Pengaman (Sinyal), Board
Modulux, Porto Safe Travel Cose, Disk Prime, Megashow, White Board

Elektronic, Laser Pionter, Dispay, Lain-lain '

02.06.02

Alat Rumah
Tangga

Lemari Kayu, Rak Kayu, Meja Besi/Metal, Meja Kayu/Rotan, Kursi Besi / ‘.
Metal, Kursi kayu/Rotan/Bambu, Zice, Tempat Tidur Besi/Metal 3
(Lengkap), Tempat Tidur Kayu (lengkap), Meja Rapat, Meja Tulis, Meja |
Makan, Meja Telpon, Meja Leleang, Meja Podium, Meja Tik, Meja

Resepsion, Meja Tambahan, Meja Panjang, Meja Bundar, Meja Periksa

Pasien, Meja Obat, Meja Kartu, Meja Suntik, Meja Bayi, Meja Sekolah
Kursi Rapat, Kursi Tamu, Kursi Tangan, Kursi Putar, Kursi Biasa, Bangku
Sekolah, Bangku Tunggu, Kursi Lipat, Bangku Injak, Meja Cetakan, Meja
Komputer, kasur, Bantal, Guling, Locker katun, Selimut Wool, Waslap,
Meja Piket, Sepre, Tikar, Tenda, Meja 1/2 Biro, Sofa, Daun Pintu
Alumunium, Kaca Bening, Kaca Riben, Kasur Alumunium, Lemar
Pakian, Lemari Rias, Ratto, Jepano, Pusiban, Panggo, Tudung Saji, Jam
Mekanis, Jam Listrik, Jam Elektronik, Lampu Lalulintas (Travic Ligh),
Mesin Penghisap Debu, Mesin Pel, Mesin Potong Rumput, Mesin Cuci,
Lemari Es, AC Unit, AC Split, Power Conditioner, Kipas Angin, Exhause
Fan, Cold Storage, Reach In Frezzer, Reach In Chiller, Up Right
Chiller/Frezzer, Cold Room Storage, Kompor Listrik, Kompor Gas
Kompor Minyak, Teko Listrik, Alat Dapur Lainnya, Oven Listrik, Alat |
Dapur Lainnya, Tabung Gas, Mesin Giling Bambu, Treng Air, Mesin

Parutan Kelapa, Kompor Kompresor, Alat Pemanas, Radio, Televisi, |




Cassette Recorder, Amplifiler, Equalizer, Loudspeker, Sound System,
Compact Disk, Laser Disc, Karaoke, Wireless, Megaphone, Microphone,
Microphone Floor Stand, Microphone Table Stand, Mic Conference, Unit
Power Supply, Step Up/Down, Stabilisator, Camera Video, Camera Film,

Tustel, Mesin Jahit, Timbangan Orang, Timbangan Barang, Alat Hiasan. |

Lambang Garuda Pancasila, Gambar Presiden/wakil Presiden, Lambang
Korpri/Dharma Wanita, Aquarium, Tiang Bendera, Petaka, Lift, Setrika,
Water Filter, Tangga Alumunium, Kaca Hias, Dispencer, Mimbar/Podium,
Gucci, Tangga Hidrolik, Palu Sidang, Mesin Pengering Pakaian,

Lambang Instansi, Lonceng/Genta, Mesin Pemotong Keramik, Coofee |

Maker, Handy ~ Cam,  Alat Pemadam/Portable, Pompa
Kebakaran/Portable, Detektor Kebakaran, Panel Pengontrol Kebakaran,
Tombol Kebakaran/Alarm, Hidran Kebakaran, Pipa Pemancar, Pakaian

Panas/Lengkap, Topeng (Masker) Oxigen, Topeng (Masker) Gas, Alat |
Peluncur, Lemari Slang, Lonceng Kebakaran, Alat Pembantu |

Pemadam, Kebakaran, Lain-lain.
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02.06.03

Peralatan
Komputer

Mainframe, Mini Komputer, Local Area Network (LAN), Internet, P.C. |
Unit, Lap Top, Note Book, Palm Top, Card Reader, Magnetic Tape Unit, |

Floppy Disk Unit, Storage Modul Disk, Consale Unit, CPU, Disk Parck

Hard Copy Console, Serial Pointer, Line Printer, Plater, Hard Disk |

Kevboard, Card Reader, Magnetic Tape Unit, Flopp Disk Unit, Storage |

Modul Disk, Console Unit, CPU, Disk Pack, Printer, Plotter, Scanner,
Computer, Compatible, Viewer, Digitzer, Keyboard, CPU, Monitor,
Printer, Scanner, Plotter, Viewer, Extermal, Digitzer, Keyboard, Server,
Router, Hub, Modem, Netware Interface External, Lain-lain

Alat Studio
dan
Komunikasi

16

02.07.01

Alat Studio

Camera [|Attachmen, Photo Processing Set, Proyektor [|Attachment

Mikro Film, Audio Mbding Console, Audio Mbding Partable, Audio Mbding

Stationer, Audio Atlenuator, Audio Amplifier, Audio Erase Unit, Audio

Vidio Selector, Audio Monitor Active, Audio Monitor Passive, Audic
Reverberation, Audio Patch Panel, Audio Distribution, Audic Tone

Generator, Audio Catridge Recorder, Audio Logging Recorder, Compact
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Silde Projector, Command Desk, Announcer Desk, Camera Film, Lensa
kam-er;'a, Film Magazine, Claver, Changing Bag, Conditioner, Color Film
Analyzer, Printer, Film Sound Recorder, Tele Recorder, Camera View
Finder, Servo Zoom Lens, Camera Adaptor, Photo Processing Set, Micro
Film, Mixer PVC, Unit Replesieser Tank, Horizontal Motorized Film

Rewinder, Vertical Motorized Film Rewinder, Manual Film Rewinder, |

Mesin. Prosesing Film Negatif, Mesin Prosesing Film Positif, Mesin
Prosesing Film Warna Negatif (ECN), Mesin Prosesing Film Warna

Positif (ECP), Mesin Film Color Analyzer, Anatical Balance, Alat

Pemanas Proscesing/Water Heater, Steaper Film, Magnetic Stip, Splitzer

Tape Meja Editing Film, Digital TBC, Titanium Tank Singgel Shaft, |
Temperatur Contrrol C/W, Gear Box Sun Assy, Tacho Generalor For |

Drive Motor Reching, Circulation System Complet, Chilier Water |
Complet, Video Audio Jack Panel, Automatic Emergency Light, Film |

Chain Multiplier, Photo Tustel Polaroid, Betacam Recorder/Player, Slidd |

Rall, Weapon & Metal Detector (Check Gate), Automatic Editing Contral,

Loyar Film, Camera Tune Simulator, Dry Splitzer Film, Video Tane |

Cleaner, Mini Viewer, Push Button Control Panel, Rak Terminal Vencing,
Standard True Signal/Master Rack, Motor Driver, Analog Delay, Standar:!
Point Animation, Head Set, Character Effect Interface, Lighting Head
Body, Lighting Mechanic, Mesin Pembuat Clise, Mesin Cetak Tangan,
Mesin Cetak Listrik Sheet, Mesin Cetak Listrik Roll, Mesin Celak Lisink

Elektronik, Mesin Cetak Offset Sheet, Mesin Cetak Offset Roll, Mesin |

Cetak Offiset Mini, Mesin Pemotong Biasa, Mesin Pemotong Biasa Tiga
Pisau, Mesin Jilid Bundar, Mesin Jilid Besar, Mesin Jilid, Mesin Lipal,
Mesin Pembuat Huruf, Mesin Penyusun Huruf Biasa, Mesin Penyusun
Huruf Poto (Foto Type setting), Mesin Pelubang, Mesin Proof, Camera
Vertikal, Mesin Pres, Mesin Jahit Kawal, Mesin Jahit Benang, Mesin
Pilung, Mesin Garis, Mesin Perekam Slensil Folio, Mesin Perekam

Stensil Double Folio, Mesin Plate Maker Folio, Mesin Plate Maker Double

Folio, Mesin Penjilid, Mesin Handpress, Mesin Stahd, Mesin Kertas,

Kacip Potong Sudut, Alat Pembuat Vormstand, Lain-lain




02.07.02

Alat Komunikasi

Unit Transcarver/Transmiter UHF, Unit Transcarver/Transmiter VHF, Unit
Transcarver/Transmiter HF,  Amplifier, Microphone,  Loudspeker,
Megaphone, Sound System, Telephone (PABX), Intermadiate
Telephone/Key Telephone, Pesawat Telephone, Telephane Mobile,
Pager, Handy Talky (HT), Telex, Intercom, Talk Back, Selective Colling,
Peralatan Spech Plas, Facsimile, Handphone, Local Battery Telephone,

Hand Phone, Unit Transceiver SSB Portable, Unit Transceiver SSB
Transpbrtable, Unit Transceiver SSB Stationa||E2210ry, Unil Transceiver |

HF Portable, Unit Transceiver HF Transportable, Unit Transceiver
Stationary, Unit Transceiver FM, Unit Transceiver VHF Portable, Unit
Transceiver VHF Transportable, Unit Transceiver VHF Stationary, Unit
Transceiver UHF Portable, Unit Transceiver UHF Transportable, Unit
Transceiver UHF Stationary, Publik Address (Lapangan), Wireless
Amplifier, Slide Projector (Lapangan), Morse Keyer, Automatic Morse
Keyer, Alat Semboyan, Lain-lain

02.07.03

Peralztan
Pemancar

10

Unit Pemancar MF/MW Portable, Unit Pemancar MF/MW Transportable,

Unit Pemancar MF/IMW Stationary, Unit Pemancar HF/SW Portable, Unit

Pemancar HF/SW Transportable, Unit Pemancar HF/SW Stationary, Unit |

Pemancar VHF/FM Portable, Unit Pemancar VHF/FM Transportable, Unit |

Pemancar VHF/FM Stationary, Unit Pemancar UHF Portable, Unit
Pemancar UHF Transportable, Unit Pemancar UHF Stationary, Portable
ReporterLink, Unit Pemancar SHF Portable, Unit Pemancar SHF
Transportable, Unit Pemancar SHF Stationary, Satelite Link (UP/Down
Link), Antena MF/MW Portable, Antena MFIMW Transprotable, Antena
MF/MW  Stationary, Antena HF/SW Portable, Antena HF/SW
Transprotable, Antena HF/SW Stationary, Antena VHF/FM Portahle,
Antena VHF/FM Transprotable, Antena VHF/FM Stationary, Antena UHF
Portable, Antena UHF Transprotable, Antena UHf Stationary, Antena
SHF Portable, Antena SHF Transprotable, Antena SHF Stationary,
Translator VHF/VHF  Portable, Translator VHFANHF  Transprotable.

Translator VHF/VHF  Stationary, Translator UHF/UHF  Portable,
Translator UHF/UHF Transprotable, Translator UHF/UHF  Stationary, |
Translator VHF/UHF Portable, Translator VHF/UHF  Transprotable, |

Translator  VHF/UHF  Stationary, Translator  UHF/VHE  Portable,




Translator UHF/VHF Transprotable, Translator UHF/VHF Stationary,
Microwave FPU Portabie, Microwave FPU Transportable, Microwave
FPU Stationary, Microwave Terestrial Portable, Microwave Terestrial
Stationary, Microwave TVRO Portable, Microwave TVRO Transportable,
Microwave TVRO Stationary, Dummy Load Pendingin Udara, Dummy
Load Pendingin Air, Dummy Load Pendingin Minyak, Dummy Load
Pendingin Gas, Switcher Combination, Switcher Manual, Switcher
Automatic Motor, Self Supporting Tower, Gury Tower, Mast Tower,
Concrete Tower, Open Wire, Coaxial Feeder, Antena Tuning Unit,
Dehydrator, Dehumidifier, Receiver STL/VHF (FM), Receiver STL/UHF,
Receiver STL/SHF, TVRO, Line Amplifier, SRO, Line Egualizer,
Automatic Gain Control, Compresor Amplifier, Expander Amplifier,
Ettenuator, Audio Processor, Stereo Generator FM, Distributor Amplifier,
Switcher/Patch Panel, Audio Monitor, AM Monitor, FM Monitor, Power
Distribution Board, Lihgtning Protector, All Band Receiver, Change Over
Switch, Antena Penerima VHF, Lain - lain.

19

02.08.01

Alat-alat
kedokteran

Alat Kedokteran

Sterilisator, Ninor Surgocal, Diagnostik Set, Stetoscope, Tensi Meter, |
Wickham, Sead Lasp, Waskom, Timbangan Badan, Timbangan Bayi, |
Kocher, Metal Catheter, Sleuf Zondo, Anatomische Pinset, Chirugical |
Pinset, Maal Vesder, Arteri Klem, Licht Kast, Instrument Kabinet, |
Agraaf, Gunting Bengkok, Gunting Lurus, Luope, Needle Holder
Weighing Scale, Cobned Phys Office Scale, Measuring Red, Measuring
Tape, Single Basin Stand, Two Basin Stand, Instrument Dressing Table, |
Phisyian Bag, Lumbar Puntare Ins. Set., Trocart, Infusing Oul Fit,
Infusing Stand, Aplicator, Cotton Tip Aplikator, Elektro Surgikal Knife,
Scalpel, Auto Clape, Sponge Bowl, Strether, Instrument Table, Tratment
Cabinet, Phisychians Examining Lamp, Blood Circumcis Clamps, Probe
With Trianggular, Probe With Eye, Crooved Dir Withtonguetie, Grooved
Dir Probe/Tie, Grooved Dir Probe/Tie, Bakun Sponge Forceps, Pheimo |
Thrax Apparatus, Pheumo Pritineum Apparatus, Nirbekhem, Slip Ten |
Tang, Probe, Korem Tang, Senter, Montir/Stemper, Tabung Oksigen,
Gelas Supit, Pispot Sendok, Kereta Makan, Baskom Makan, Rak
Pispat, Dental Chair, Dental Unit, X Ray Unit, Air Set Airamatik




Hand Instrument, Forcep, Oral Surgical Set, Apdent Juster, Aero |

Sterilisator, Operating Chair, Infra Red, Sendok Cetak, Clinical Chair,
Dosator, Minor Surgical Set, Dental Sunceon Set, Dental X Ray Trafo,
Polish Motor, Gavitron Generator, Niva Lita, Dental Field Elektronik,
Dental Cabinet, Dental Potable Cabinet, Contra Angle, Engine Bell,
Bein, Mesial Cryer, Distal Cryer, Water Syringe, Air Blower, Cotton
Herder, Record Syringe, Cartrige Syringe, Cartrige  Needle, Gun

Scissors, Dappen Glass, Think Glass Plate, Thin Glass Plate, Matrix ?
Retamer || Band, Mouth Murror || Handle, Cement Spatula, Agaal, |

Plastisch Intrument, Cemant Stopper, Amigan Stopper, Burnisher.
Scaler, Excavator, Celluloid Stips, Metal Polishing Strins, Mercury
Droping Bottle, Countra Angle Burs & Fiss, Hand Piece Burs, Dental
Equipment, Geneacologie Tafel, Truno Gas, Service Model,
Speculum, Uterin Desing, Tenaxulum, Instrument Tray, Utrerin
Zonde, Uterine Packing Forceps, Uterine Aplikator, Uterine Dillator (1
Set), = Uterine Tenaculum  Forceps, Uterine Elevating Forceps,
Uterine Curette, Abortive Curette Uterine  Gauze Packer, Uterine
Dauche, Uterine Biospy Curette, Uterine Suction Curette, Obstretical
Vac

Exter Set, Obstretical Forceps, Sponge Dressing Forceps, Placentta An
Ovum: Forceps, Comb Cencep Tribe, Prefator, Decapitation Scissars,
Membrane Perfomator, Nelaton Urethral Catheter, Methal Urethral
Catheter, Pelvi Meter, Internal Pelvi Meter, Adult Badpan,
Obtecal/Dilivery/Table, Istrument & Dress Table, Floor Utensil Rack, Tray

Carriege, Human Body Mdl Male, Human Body Mdl Female, Foolding |

Screem, Oxigen Inhaler Apparat, Oxigen Cilinder Track, Oxigen
Regulator, Feeding Cup, Vaginal Tip, Infant Rectal Tip, Adult Rectal Tip,
Infant Rectal Syringe, Trach Catheter/Trap, Clef Palate/NIP/Trap, Intra
Uterine Syringe, Cerpical/Pedical Needle, Placenta Maodel, Gevecolod

Bed, Scemmer Lamp, Kom. Metal, Lonceet, Rectal Camula, Acteri |

Clemkly, Standard Cruber, Vaginal Powder Blower, Hand
Ophthalmoscope, Komoto Skiascope, Test Frame, Lens Meter, Test

Lens Meter, Dist. Testchart (Adults), Dist. Testchart (Child), Ishara Eye |

Retracktor, Placido Keratoscope, Desmare Eye Retracktor, Schioetz
Tonometer, Grac Cataract Knipe, Center Poin Scal, Lid Scalpel, |




Cistotome, Paracentesis Needle, Cormeal Cerette, Enucleations Scoop,

Strabismas Hook, Fixation Hook, Double And Hook, Boiton Needle |

Horder, Laerimal Probes, Daviel Lens Scope, Dressing Forceps, |

Conjunctivital Forceps, Fication Forceps, Iris Forceps, Schwieger Caps
Forceps, Elshning Caps Forceps, Hata Entropium Forceps, Kunt
Entropium Forceps, Yokomatsui trachoma forceps, Knapp Trachoma
Forceps, Wecker Iris Forceps, Marsusawa trachoma rasp, Portable Trans
Formar, OPH Operation Table, Wiss eye Speculum, Mellingen Eye
Speculum, Transformator 4-6 Volt, Vena disection, Anenthetis Apparalus,
Ultra Violet Lamp, Corp Alinum Natal Hook, Cerumen Ear Hook, Era
Speculum 1.2.3, Tuning Fork, Poiitzer Air Bag, Eustachian Catheter,
Suction Pump, Ear Cotton Aplicator, Ear Perforation Knife, Ear Furuncle
Knife, Ear Banyonet Forceps, Era Knee Forceps, Eartman Ear Forps,
Krause Ear Snare, Powder Blower, Man Passow Retractor, Jensen
Retrector, Hartmanna attic Canutte, Antrum Hook, Volman Hone Curette,
Lain-lain
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02.08.02

Alat Kes:ehatan

Alat Kesehatan Perawatan Nurse set, Lain-lain
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02.09.01

Alat
Laboratorium

Unit-Unit
Laboratorium

Conductivity Meter, Hallige Comperator, Hellige Tubidity Meter,

Spectro Photo Meter, Spectro Photo Meter, Discicator/Eksicator,

Timbangan Electronik , P.H Meter, Raffluk Bottle & Standar, Yark Test,

D.O. Bottle, Aqudee Boltle, Daskor Glask, Beaker Glass, Krous Glass,

Kykhol Glass, Alat Penguji Daya Tembus Air, Alat Pengukur Kadar Air,

Alat Pengukur Kelembaban, Alat Penguji Penerapan Udara Air, Alat

Penguji Tembus Udara, Autoklave Unit, Incubator, Blender, Plate Count

Chambre, Cawan Petri, Alat Pengambil Sampel Air, Portable Electro

Sounding Test, Electronic Thermometer, Flour Photo meter, Mikroskop

Dengan Kamera, Magnetic Stirder, Bacteri Colorimeter, Fitting Plate,
Water Test, Rit Meter Unit, Automatic Burette, Visul Acumulation

Jump, Circilation Tank, File Lab. Turbidity, Ecosonder, Pott Maker,
D.0. Meter, Sediment Sampler, Deft Botter, Crosible Cours, Desliling |
Apparat, Water Current Meter, Carbon Red Autometer, Electrode,
Natcool, Rechbock, Cipoletti Thompson, Water Level Meter,
Afsluiter, Water Meter, Cround Water Analogous, Water Level
Recorder, Water Supplier, Disk Acronometer, Tools, Daimond Rock
Saw, Geological Hammer, Tripod Compass, Car Compass, Stereoscope,
Pocket Stereoscope, Camera Photc Micrograph, Curvermeter/Map
Measure, Photo Micregraph Camera, Polarizing Microscope, Slede Rule
Duplex, Rack Squarness Gauge, Rock Cassification, Rock Specmen
Holder, Nx Rock Grade, Rock Toughness Tester, Hand Compresion
Machine, Rock Masonri Saw, Rock Masonri Felker, Polishing Grinder,
Electrik Compresion Tester, Seft Rock Compresion Machine, Rock
Stress' Ass Gauge, Selve Shaker Ass, Safety Gauge, Micrometer
Everfece, Rock Coulor Chart, Rock Masonny Saw, Load Coll, Plane
Machine For Wood, Pulling Power Test, Drill Machine, Hot Press, Cold
Press, Remoal Rol, Dusting Wood Machine, Crusher Saw Dust, Smooth
Machine, Speading Machine, Flesh Steam Butler, Test Press/Sterght |
Test, Thermo P.A.C., Hearter Spraykiln, Saw Machine For Concrete, |
Cinva Ram, Hardness Test Machine, Bambu Machine Lime Machine,
Lime Machine, Frais Machine, Woolding Range, Block Macing
Machine, Bataco PressTest, Cell Unit, Atterberg, Compaction, Acicator
Glass, Reager Bush Glass, Matlas Glass, Zondering Machine Unit, |
Strele  Apparat, Beanding Press, Universal Test Machine, Water |




Impermeability, Concrete Borring, Stressing & Manometer, Grooting,
Mesin  Fenumbuk, Concrete Mixer/Pengaduk Beton, Vibrating Unit,
Abration Machine, Greep Apparat, Stone Crusher, Instrument Strain

Gauge, Alat Pemeriksaan Semen, Vicat Apparatur, Mortar, |
Thermometer For Compund, PH Meter, Alat Pemeriksaan Aggregrale, |

Screan, Sample Sliter Set, Weight Per Copit Yeild & Air Condition,
Alat Pemeriksaan SP Grafity ~Air, Organis Impuries Test Set,

Soundness Apparatus, Straigh Edge, Alat Pemeriksaan Beton, Slump |

|

Test Set, Air Content Of Frehly Mixe Concrete, Standard Special |

Spatula, Tempat Benda Uji, Basic Cylinder Capping Set, Calibration
Anvill For Concrete, Concrete Hammer Test, Asbest Cost, Beaker Toll
From Graduates, Beaker Low, Bottle Weighing High, Bolling Flash,
Wash Bottle, Burrete & Standres, Cylendrer Ver Vorcelein, Picnometer,
Volumetric Flask, Statis  With Rectangular Base, Triangle With
Vorcelesin Stems, Amalitican Balance, Agregate Scale, Dial Low,
Extensik Meter, Le Chetelier Flask, Flask Filterring, Lantai Uji, Rig Uji
Universal, Sumber Daya Hidrolik, Mesin Uji Getar, Mesin Uji Hidrolik,
Mesin Uji Listrik, Mesin Uji Mekanik (Manual), Aktuator, Pompa Hidrolik,
Oven Loss Onheating, Visibility Year Bath, Viscosimeter, Ductility Engler,
Menetrometer, Surfence Tension, Neraca, Polarimeter, Refractometer,
Microskop Binokuler, Rectifice, Ring Ball SperaPart, Mantel, Distilasi,
Hand Oprator Extrator, Pilter, Pesawat Kip, Pinggan Uap, Destilasi Aspal,
Corong Pemisah, Destilasi Fluk, Labu Saybolt Fural, Rubber Malet
Argeniter, Linongngelesh, Desinty Basket, Sand Equipglent, Hand
Extraction, Labu Pendingin Talang CBR, Cylinder, Dial Gauge LC : 13,
CBR Lab. Set On. 702, Sample Spliter Set CL 284, Centrifuge Hemsine
Eq. App, Extraction Filter, Stability Mold Ap. 169, Filed Leveset CL. 820,
PH Meter Base, Westergreen App, Albumind Meter Set Comp, Hem
Acyto Meter Set Comp, Hend Operated Centeringe, Mind Metersg
Nibb, Ambi Hilton Chamber, Blod Gas Analyzer, Forming Model 65/2,
Plame : Fhother Meter, Homoglobine meter amercane Optical, Semi
Micro Fleotro F roresisgelmen, Uncenfined Soil Test, Sieve, Linier
Shrikade, Bramstand & Monometer, Filter, Pressol, Uncenvinwel Air &
Manometer, Trixial For Sample, Direct Shear, Jack CBR, Traxiar
Sherar, Extoder/Extruder, Swell Prossure App, Dial Proping Ring,




"ulel - ulen Jaquiey) sec ‘Jsjunon
BUWIWED) 'J3)8[\] MO|4 [an4 ‘Jojesauas) Aouanbal4 '18azai4 'JaluQ 9azal4
'LUONBNSIQ [BUOHOBIY ‘10)48( 80UBION|4 ‘I8}Bpy MO|4 '19)S8| ainiSion
Usi4 ‘Wun uones|d ‘ssaid salig (I 0004 II9YS SSB|UEIS) JayploH
18l[14 'We)sAS Dspaqi4 ‘Iojuswiad Uexipy pesq ‘Uepnix3 ‘JazAjeuy
Sy asnoyx3 ‘19)sa| omdouobiy ojendiuepy cuqwl ‘a4 ouquy
(jlenuewsiag  'pazuaindwo)) Jepeay es|3 ‘(1sjawossuad |BSIanUN)
jeudsy 1seljsuad 19)sa | esiap 'plow Aljgels ‘aulyoepy Bunsa) Aupgely

| Jleydsy ‘yieg Jsiepn ‘eouejeg a|du] pJeAJeH ‘IBWWEH }S8] 8[8Iou0)

ubremyybiq ‘yoyepn doyg omoe3 ‘Yeydsy exning ‘(Buiuny) euiem) [eLyRN
‘ojebaibby ‘yyeqier Aupgisip ‘aulyoepy Jabny ‘Buiug ‘iejeys eas|s
lezidlal 8oue) 'oua) 'plo uonoedwol plal4 payipo ‘19Neys 8AIg
qejoy ‘sufjowusy] ‘ssouejeq ‘souejeg uonnjos Aing AresH ‘wels) jusn
aooueleg weag adu] ‘Bury Buiddold ‘xog uojly ‘PIOW PaJIPOW ‘UBAQ
ojje9 Jwr) ninbi 8g wnuojeloqe sjiqoy “seyipowo) ‘Buegieny
eloWwen ‘se)|iog Isl4 IpIUNH UOYBM 'pIBD) 8jeS ‘lalkd  epiog
Usepy  'paljipo 1000014 ‘sdn o usmwledsig ‘Isepljosucy




22

02.09.02

Alat
Praga/Praktek
Sekolah

Kit Bahasa A Papan Panel Kit SAS Individual Kotak Alat-Alat Praga
Metode SAS,Gambar Total, Gambar Analitik,Kotak Bahasa Untuk Kartu
Kalimat Hurup Cetak dan Karu Kalimat Huruf tulis (Nomor 66 dan Nomar
6), Kartu Kalimat Huruf Cetak,Kartu Kalimat Dengan Huruf Cetak, Kotak
bahasa untuk kartu kata dan kartu suku kata dan kartu hurufkartu kata |
dengan huruf cetak, Kartu suku kata dengan huruf cetak, Kartu huruf |
dengan huruf cetak,Papan Alfabet Kain Panel Lain-lain

|
|
|
|
|
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02.09.03

Alat-alat
Laboraterium
Kimia Nuklir

Analytical,Instrumen,Couductimeter,Coulumeter Potentiometer,Palarogra |
ph, Titralyzer, Lon Analyzer Karl Fisher Water Tritator Lectrolytic, C-H-N |
Analyzer,C-HO Analytical Microcombustion Equipment, Merz automatic

N-Analyzer,C&S in  Solid Combustion Analyzer,  Amino  Acid

Caobohydrate Analyzer, Electro Phoresis Analysis Equipment, Maisture

tester,Kieldahi Degestion Block (For N Determinator), Leak Detector,Ultra |
Violet Specntrophotometer, VisibleLight, Infrared Spectttrophotometer, |
Atomic  Abssorption  (Flame)  Spechtrophotometer, ~ Emmusion
Spechtrophotometer, X-RayFlourescnee |
(XRP),fluorimeter, Turbidimeter/Nephelometer, Polarimeter/Nephelomete,
Lain-lain




Alat Laboraterium

Rediation Detector,Ge Detector (Planer+Coxial),SI (LI) Detactor, GE(LI)
Coalocial Detector,Thin Windaw Ge (LI) Coakxial Detector, Assesories Ni
Lig + LN2,LN2 Detector Vertical DisptickCryostat, Horizontal Disostick

a4 GELA.04 Nuklir.zf;t?ronik " Cryostat, 45 Disptick Cryostat, Detector Alpha, Sillicon Surfase Barrier |
Detecor (SSB), Vaccum Chamber,Gos Fillid Detector (He, 3 Bf 3), Nal

Scintillation Detector,Fast Neutran Scinntallation Detector,Lain ~lain, ‘

Alat Ukur Fisik Kesehatan,Hand Monitor,Hand and Foot Monitor B.Y |

Whole Body Monitor,Radiation Area Monitor Xenon Area Monitor, Survey |
, Meter (XBYD)Pocket Dosimeter (For X, Y, Theirmain)Dosimeter
Alat Proteksi ; ,

25 02.09.05 Radiasi{ Proteksi Charge,Qosmgtar Storage  case, Neutron Surveymeter,@e\gel ;
Probe,Scintalation Probhe,Sampla Counling Probe, lonisation

Lingkungan

Chambar/Tabung lonisasi  Device,Radon  Gas  Manitor,Neutron
Dosmeter,Dose Calibrator,Isotop Calibrator,Cloth  Monitor,Gate/Protal |
Monitor, Air Sample,Lain-lain |




Revolver, Pistol, Pistol Isyarat, Pistol Mitraliur (Bolt Action Gun), Senapan
Grende! (Bolt Action Figle), Senapan Semi Otomatis, Senapan Otomatlis
(assault Rifle/Otomatic Rifle), Lever Action Rifle, Slide Action Rifle,
Senapan Mesin Ringan (Automatic Rifle/Light Machine Gun), Senapan
Mesin Sedang (Machine Gun), Senapan Mesin Berat (Heavy Machine
Gun), Senapan Mesin Otomatis, Mortir Ringan, Mortir Sedang, Mortir
Berat, Peluncur Roket, Senjata Tangan Tekanan Balik (STTB), Anti Tank, |
Pelontar Geranat, Meriam, Howitzer, Peluncur Roket, M2riam, Peluru

i

26 02.10.01 Alat-alat senjata Sinar 10 Kendali dari Udara ke Udara (Air to air), Peluru Kendali dari Udara ke
Keamanan Permukaaan (Air to Surface), Peluru Kendali dari Permukaan ke
Permukaan (Surface to, Puluru Kendali dari Permukaan ke Udara
(Surface to Air), Canon, Howitzer, Peluncur Roket, Pistol Pelempar Tal
Penyembur Api, Pelontar Granat, Senapan Gas, Pistol Gas, Shool Gun,
Sten Gun, Senapan Angin, Smoke Gun, Water Gun, Roket, Dispencer
Missile, Bomb Rack, Light Twin, Light Bomb, M.E.R. AJA, TER. A/A
Grenade, Peluncur, Pelempar Bom Laut, BMB I, Peluncur Rudal
Simulator, Sub Kaliber, Insert Barrel, Teropong, Teropong Bidik Malam,
Lain-lain
Radiation
N,:F:Kllla;z?uilr;\?e Radiation Application Equipment,Gamma Camerax-ra¥Y Machine & j'
27 02.09.06 Tosting 8 Control Device, X-Ray Transiumminiscence, Gamma Irradiation
Equipment,Neutron Source,Lain-lain
Laboratory
(BATAM)
Alat LAboraterium Kwalitas Air dan Tanah,DO Meter Conductivity
‘ Meter,Salino  Meter, TOC Analizer,Oil  Analizer Klorin - Meler, Turbidi
28 02.09.07 Alat Laboraterium 8 Meter Water Quality Analizer System,Mercury Analizer,Tes Kit, Bacleria I

Lingkungan Hidup

Tes Paper,Refractometer,Plankton NetWater Sample Eckman- Barge
Dredge,Core Sampler,Curretnt Meter Jar Tester,Colony Counter,Lampu
UV, Strenilizer,Oven,Autocly, Lain-lain




Peralatan
29 02.09.08 Laboraterium 8 Towing Carriage,Rails 234,5 M,Currunt Conductor Busbars,Lain-lain !
Hidromika ! I
Alat Khusus Kepoliisian, Alat Khusus Bahari, Alat Knhusus Penerbangan, |
Laser, Alat Khusus Surta (Survey dan Pemetaan), Alat Khusus
20 02.10.02 Persenjalaan Non 3 Meteorologi, Alat Khusus SAR (Search and Resque), Alat Khusus Oplik, |
o Senjata Api Alat Khusus Payung Udara, Alat Khusus Keamanan Lainnya, Celurit, |
Keris, Rencong, Kelewang, Golok, Samurai, Sangkur. Pentung,
Bumerang, Pisau Belati, Tongkat Kejut, Gas Air Mata/Stick Gas, Lain-lain |
a i 5 Amunisi Tajam, Amunisi Hampa, Amunisi Isyarat, Dispossable (Dinamit),
i St AT ; Bom Darat, Granat, Ranjau Darat, Artileri, Lain-lain
32 02.10.04 Senjata Sinar 5 Sinyal, Lain-lain
33v]  02.10.05 Alat r(ea_mananp 3 Alat Keamanan dan Perlindungan Lainnya,Lain-lain
dan Perlindungan -
Gedung dan
Bangunan
Bangunan
Gedung o ) 7
Bangunan Gedung Kantor Permanen, Bangunan Gedung Kanler Semi
Permanen, Bangunan Gedung Kantor Darurat, Bangunan Gudang
Tertutup  Permanen, Bangunan Gudang Tertutup Semi Permancn, |
Bangunan  Gudang Tertutup Darurat, Bangunan Gudang Terbuk;ra!
Permanen, Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen. Bangunan
Bangunan Tempal Gudang Terbuka Darurat, Bangunan Bengkel Permanen, Bangunan
34 02.11.01 i 50 Bengkel Semi  Permanen, Bangunan Bengkel Darural, Bangunan |
Kerja . G ; 1l
edung  Instalasi Permanen, Bangunan Gedung Instalasi Semi |
Permanen, Bangunan Gedung Instalasi Darurat, Bangunan Gedung |
Laboratorium Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium Semi |
Permanen, Bangunan Gedung Laboratorium  Darurat, Bangunan
Rumah Sakit Umum, Bangunan Rumah Sakit Khusus, Bangunan
Rumah Sakit Kusta, Bangunan Rumah Sakit Jiwa, Bangunan Rumah




Sakit Paru-paru, Bangunan Rumah Sakit Gigi, Bangunan Rumah
Sakit Jantung, Bangunan Rumah Sakit Kanker, Bangunan Rumah
Sakit Bersalin, Bangunan Klinin/Puskesmas/Laboratorium, Bangunan |
Rumah  Sakit  Hewan,  Bangunan Oceanarium/Opservatorium
Peimanen, Bangunan Oceanarium/Opservatorium Semi Permanen,
Bangunan Oceanarium/Opservatorium Darurat, Bangunan Tempat
Ibadah Permanen, Bangunan Tempat Ibadah Semi Permanen.
Bangunan Tempat I|badah Darurat, Bangunan Gedung Pertemuan
Permanen, Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen, Bangunan
Gedung Pertemuan Darurat, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian
Permanen, Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen
Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian  Darurat, Bangunan  Gedung
Pendidikan Permanen, Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen, |
Bangunan Gedung Pendidikan  Darurat, Bangunan Olah Raga
Tertutup Permanen, Bangunan Olah Raga Terlutup Semi Permane
Bangunan Olah Raga Tertutup Darurat, Bangunan Olah Raga
Terbuka Permanen, Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen,
Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat, Gedung Pertckoan/Koperasi
Pasar Permanen, Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen,
Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat, Gedung Po35Jaga |
Permanen, Gedung Pos Jaga Semi Permanen, Gedung Pos Jaga
Darurat, Gedung Menara Peninjau  Permanen, Gedung Menara
Peninjau Semi Permanen, Gedung Menara Peninjau Darural, Gedung
Garasi/Pool Permanen, Gedung Garasi/Pool Semi Permanen, Gedung
Garasi/Pool Darurat, Gedung Pemotongan Hewan Permanen, Gedung
Pemotongan Hewan Semi Permanen, Gedung Pemotongan Hewan
Darurat, Banguna Gedung Pabrik Permanen, Bangunan Gedung Pabrik
Semi Permanen, Bangunan Gedung Pabrik Darurat, Bangunan Stasiun
Bus Pemanen, Bangunan Stasiun Bus Semi Permanen, Bangunan
Stasiun Bus Darurat, Bangunan Kandang Hewan/Ternak Permanen,
Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen, Bangunan Kandang
Hewan/Ternak ODarurat, Bangunan Kandang Observasi Permanen,
Bangunan Kandang Observasi Semi Permanen, Bangunan Kandang |
Observasi Darurat, Bangunan Geduny Perpustakaan Permanen, |
Bargunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen, Bangunan Gedung |
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Permanen, Rumah Negara Golongan Il Type E Semi Permanan, Rumah
Negara Golongan I Type E Darurat, Rumah Negara Golongan Ill Type A
Permane, Rumah Negara Golongan Ill Type A Semi Permanen, Rumah
Negara Golongan lll Type A Darurat, Rumah Negara Golongan Il Type B |
Permane, Rumah Negara Golongan Ill Type B Semi Permanen, Rumah
Negara Golongan Ill Type B Darurat, Rumah Negara Golongan Ill Type
C Permane, Rumah Negara Golongan Il Type C Semi Permanen,
Rumah Negara Golongan Ill Type C Darurat, Rumah Negara Golongan
Il Type D Permane, Rumah Negara Golongan Il TypeD Semi
Permanen, Rumah Negara Golongan Ill Type D Darurat, Rumah Negara
Golongan Il Type E Permane, Rumah Negara Golongan Il Type E Semi
Permanen, Rumah Negara Golongan Il Type E Darurat,
Mess/Wisma/Bungalau/TempaHotel Permanen, t Peristirahatan SP,
Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan D, Asrama Permanen,
Asmara Semi Permanen, Asmara Darurat, Hotel Semi Permanen, Hotel
Lainnya, Motel Permanen, Motel Lainnya, Flat/Rumah Susun
Permanen Flat/Rumah Susun Semi Perma, Lain-lain

Menara Suar Listrik Diesel, Menara Suar Listrk Non Diesel, Anak
Pelampung, Rambu Bermuncak, Bangunan Menara Telpon, Bangunan

" paries Bnglinanilanats s Menara Radio, Bangunan Menara Televisi, Bangunan Menara Pengatur |
Lalulintas Udar, Lain-lain
Monumen

T Istana Peninggalan, Rumah Adat, Rumah Peninggalan Sejarah, Makam
37 03.12.01 Bersge'arah 50 Bersejarah, Mesjid Bersejarah, Gereja Bersejarah, Tempat Ibadah |
) Bersejarah Lainnya, Lain-lain N

38 03.12.02 Tugu Peringatan 50 E:%lflagemerdekaan, Tugu Pembangunan, Tugu Peringatan Lainnya,

39 03.12.03 Candi 50 Candi Hindu, Candi Bhuda, Candi Lainnya, Lain-lain B

03.12.04 HonumenfSarigus 50 Bangunan Bersejarah lainnya, Lain-lain

40 |

an Bersejarah




ok

41

03.12.05

Tugu Peringatan
Lain

50

Tugu Peringatan Lainnya,Lain-lain

42

03.12.06

Tugu Titik
Kontrol/Pasti

50

Tugu/ tanda batas Administrasi Negara, Tugu/tanda Batas Administrasi
Prop, Tugu/Tanda Batas Adminstrasi Kabupaten, Tugu/ Tanda Batas
Administrasi Kotamadya, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kota
Administratif, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kec., Tugu/ Tanda Batas
Administrasi Desa, Tugu/ Tanda Batas Administrasi Kelurahan, Tugu/
Tanda Batas Administrasi Kepemilikan, Lain-lain

|

43

03.12.07

Rambu-Rambu

Traffic Light, Signal Kereta Api, Rambu Jalan, Rambu Papan Tambahan, |
Rambu Cermin, Rambu Jembatan, Lain-lain |

44

03.12.08

Rambu-ﬁambu
Lalu Lintas Udara

Medium Intensity, High Intensity, Taxi Way Light, 2 BAR Vasi, 3 BAR |
Vasi, PASIS (Precesion Approach Path Indicator System), High Intensity

Approach Light, Medium Intensity Approach Light, Low Intensity |
Approach Light, Sequence Plashing Light, Rells Master Unit, Relis Slave |
Unit, Rotating Baecon, llluminanted Landing T, lluminanted Windcone, |
Sirine, Obstruction Light, Run Way Traffic Light Hazzard Beacon,

Tungsten Halogen Flood Light, Sodium Hight Prassure Flood Light,
Mercury Flood Light, Lain - lain |

Jalan, Irigasi,
dan Jaringan

Jalan &
Jembatan

|
j
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04.13.01

Jalan

|
Jalan Negara/Nasional Kelas |, Jalan Negara/Nasional Kelas Ii, Jalan |
Negara/Nasional Kelas [ll, Jalan Negara/Nasional Kelas 1V, Jalan |
Negara/Nasional Kelas V, Jalan Negara/Nasional Arteri, Jalan
Negara/Nasional Kolektor, Jalan Negara/Nasional Stategis Nasional, |
Jalan Propinsi Kelas |, Jalan Propinsi Kelas I, Jalan Propinsi Kelas Ill, |
Jalan Propinsi Kelas IV, Jalan Propinsi Kelas V, Jalan Propinsi Arteri, !
Jalan Propinsi Kolektor, Jalan Propinsi Lokal, Jalan Propinsi Strategis |
Propinsi, Jalan Kabupaten Kelas lll, Jalan Kabupaten Kelas IV, Jalan \
Kabupaten Kelas V, Jalan Kabupaten Ateri, Jalan Kabupaten Kolekior,
Jalan Kabupaten Lokal, Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten, Jalan |
Desa, JalanKhusus, Jalan Khusus !nspeksi, Jalan Khusus Komplek, ‘
JalanKhusus Proyek, Jalan Khusus Quarry, JalanKhusus Lori, Jalan |
Khusus Perorangan, Jalan Khusus Under Pass, Jalan Tol Arteri, Jalan |
Kereta Api Bantalan Besi, Jalan Kereta Api Bantalan Beton, Jalan Kereta |
Api Bantalan Kayu, Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton,
Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Aspal, Landasan Pacu |
Pesawat Terbang Permukaan B.Karang, Landasan Pesawat Terbang
Permukaan Rumpu, Lain-lain

V
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04.13.02

Jembatan

10

Jembatan Beto, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Pas
Batu, Jembatan pada Jalan Nasional, Jembatan pada Jalan Nasional
Kolektor, Jembatan pada Jalan Nasional Strategis, Jembatan Betan,
Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu,
Jembatan pada Jalan Propinsi Arteri, Jembatan pada Jalan Propinsi
Kolektor, Jembatan pada Jalan Propinsi Lokal, Jembatan pada jalan
Propinsi Strategis, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan Kayu,

Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu, Jembatan Pda Jalan |
Kabupaten/Kota Arteri, Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor, |

Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Lokal, Jembatan Pada Jalan
Kabupaten/Kota Strategis, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan
Kayu, Jembatan Baliy, Jembatan Pas Batu, Jembatan pada Jalan Poros
Desa, Jembatan Beton, Jembatan Baja, Jembatan Kayu, Jembatan Baliy,
Jembatan Pas Batu, Jembatan pada Jalan Khusus Inspeksi, Jembatan
pada Jalan Khusus Inspeksi, Jembatan pada Jalan Khusus Proyek,
Jembatan pada Jalan Khusus Quarty, Jembatan pada Jalan Khusus Lori,
Jembatan pada Jalan Khusus Badan Hukum, Jembatan pada Jalan
Khusus Perorangan, Jembatan pada Jalan Khusus Fly Over, Jembatan
Pada Jalan Alteri, Jembatan pada Jalan Kereta ApiBantalan Besi,
Jembatan pada Jalan Kereta Api Bantalan Belon, Jembalan pada Jalan

Kereta Api, Jembatan pada Landasan Pacu Pesawal, Jembatan pada |

Landasan Pacu Pesawat, Jembatan pada Jalan Kereta Api, Jembatan
Penyebrangan Orang, Jembatan Penyebrangan Kendaran, Lain-lain




1seBuay
ueunBueg




47

04.14.01

Bangunan Air
Irigasi

50

Waduk Bendungan tanggul Manara Pengambilan pelimpahan Banjir dan |

terowongan pengelak, Waduk Bendungan, Tanggul dan Menara
Pengambilan, Waduk dengan Bend Menara Pengambilan, Waduk
dengan Tgl dan Pintu Air Menara Pengambilan, Waduk dengan tgl Pintu

Pengukur/Waduk Lapangan, Bendung, Bendung dengan Pintu Bilas
Bendung dengan PompA, Bendungan Pengambilan Bebas, Bendungan

Pengambilan Bebas dengan Pompa, Sumur dengan Pompa, Saluran
Muka, Saluran Induk, Saluran Sekunder, Saluran Tertier, Saluran Kaw:i
Ter, Saluran Pasang Tertutup/terowongan, Saluran Sublesi, Saluran
Induk Pembuang, Saluran Sekunder Pembuang, Saluran Terlier
Pembuang, Tanggul Bajir, Bangunan Pitu Air/Klep, Bangunan Bagi,

Bangunan Bagi dan Sadap, Bangunan Sadap, BangunanGol Miring,

Bangunan-bangunan Terjun, Bangunan Talang, Bangunan Sipon,

Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Pelipah Samping, Bangunan |

Qutiet, BangunanPenahan Banjir, Bangunan Pengeluaran/Pintu,
Bangunan Box Tersiar, Bangunan Pengukur, Bangunan Mandi Hewan,
Bangunan Pertemuan Saluran, Bangunan PerlengkapanDalam Petak
tersiar, Bangunan Jembatan, Lain-lain

48

(4.14.02

Banguﬁan Air
pasang Surut

50

Bangunan Waduk Pasang Surut, Bendungan dengan Pompa, Bebas |

dengan Pompa, Saluran Muka, Saluran Induk, Saluran Sekunder
Saluran Tertier, Saluran Penyimpanan Air, Saluran Sekunder Pembuang,
Saluran Tertier Pembuang, Saluran Pengumpul Air, Terusan (Kanal),
Pintu Air, Pemasukan/Pembuang, Kolam Pasang, Bangunan Jembatan,

Jembatan Penghalang, Bangunan Penuptup Pangkis Kotoran, Bangunan |
Pengukur Air Muka, Banguan Pengukur Curah Hujan, Sawah Pasang |
Surt Teknis, Sawah Pasang Surut Semi Teknis, Sawah Pasang Sutu |

nonteknis, Lain-lain




49

04.14 02

Bangunan Air
Rawa

50

Bangunan Waduk Pasang Rawa, Bangunan Waduk, Bangunan |
Pengembalian, Saluran Muka, Saluran Induk, Saluran Sekunder, Saluran |
Tertier, Saluran Induk Pembuang, Saluran Sekuder Pembuang, Saluran |
Tertier Pembuang, Tanggung Keliling, PintuAir/Klep, Bangunan Bagi dan
Sadap, Bangunan Sadap, Bangunan Terjun, Bangunan Syplon, Gorong- |
gorong, Bangunan Jembatan, Bangunan Penghalang, Bangunan
Pengukur Muka Air, BangunanPengukur Curah Hujan, Bangunan |
Penutup Sungai, Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang, |
Sawah Rawa Teknis, Sawah Rawa Semi Teknis, Sawah Rawa Non
Teknis, Lain-lain

04.14.0«

Bang. F’eng.
Sungai &
Bencana Alam

25

Waduk dengan tanggul&Pintu Pembuang, Waduk Jaringan Tanggul dan
Pintu Pembuang dgn Pompa, Bangunan Pengambilan Pengamanan
Sungai, Saluran Banjir, Saluran Darinasi, Tanggul Banjir, Pintu Pengatur
Banjir, Klep  Pengatur  Banjir,  Coupur/Sodetan,  Kantong
Pasir/Lahar/Lumpur, Chekdam/Penahan Sadimn, Krib Pengaman
Talud/Pantai, Bangunan Penguat Tebing, Bangunan Pelimpah Banjir,
Dam Konsolidasi, Peralatan Saringan Sampah (Pond Sarcen), Bangunan
Suphon, Bangunan Serong sorong, Bangunan Jembatan, Bangunan
Pengukur Muka Air, Bangunan Pengukur Curah Hujan, BangunanStasion
Pos Penjagaan/Pengamat, Bangunan Dermaga, Bangunan Stasiun
PompaPembuang, Lain-lain

51

04,1405

Bang. Pengem.
Sumber Daya Air
& Tanah

10

Bangunan Waduk Lapangan Pembuang, Sumber dengan Pompa, Sumur |
Artetis, Saluran Tertier, Saluran Kwarter, Bangunan Pembuang, Bak |
Penam pung/Kolam Ukur, Klimatologi, Hidrohitri, Sumur Pengamatan,
Bangunan Terpia, Bangunan Talang, Bangunan Syphon, Bangunan
Gorong-gorong, Bangunan Bor Tersiar, Jembatan Penghalang/Jalan,
Lain-lain




62

04.14.06

Bangunan Air
Bersih/Baku

30

Waduk Penyimpanan Air Baku, Waduk Penyimpanan Air Hujan,
Bendung, Bendung Dengan Pompa, Bebas, Bebas Dengan Pompa,
Sumber dengan Penangkap, Bangunan Pengambilan Dari Waduk, |
Bangunan Pengambilan Dari Sungai, Bangunan Pengambilan Dari
Danau, Bangunan Pengambilan Dari Rawa, Bangunan Pengambilan
Dari Laut, Bangunan Pengambilan Dari Sumber Ar, Bangunan
Pengambilan Dari Sumur Artetis, Saluran Pembawa Air Baku Terbuka,
Saluran Pembawa Air Baku Tertutup, Saluran Pembuang A Cucian,
Saluran Pembuang Air Cucian Instalasi, Bangunan Talana, Bangunan
Syplon,  Bangunan  Gorong-gorong, — Bangunan  Jembalan,
BangunanPenampung  Air  Baku, Bangunan Hidian  Umum,
BangunanMandi  Cuci Kakus  (MCK),  BangunanMenar/Bak
Penampung/Reservok Air Umum, Lain-lain

04.14.07

Bangunan Air
Kotor

40

Bangunan Pembawa Air Kotor, Saluran Pengumpul Air Kotor, Saluran |
Pengumpul Air Buangan Domestik, Saluran Pengumpul Aior Buangan
Industri, Saluran Pemngumpul Air Buangan Pertanian, Waduk Air
Kotor, Waduk Air Buangan Domestik, Waduk Air Buangan Industri,
Waduk Air Buangan Pertanian, Bangunan Pembuang Air Hujan,
Bangunan Pembuang Air Domestik, Bangunan Pembuangan Au
Pertanian, Bangunan Pompa Air Hujan, Banguna Pompa Air Buangan |
Domestik, Bangunan Pompa Air Buangan Industri, Bangunan Pompa
air Buangan Pertanian, Bangunan Talang, Bangunan Syphon,
Bangunan Gorong-gorong, Bangunan Jembatan, Bangunan Air Kotor |

-Saluran Dari Rumah, Lain-lain

54

04.14.08

Bangunan Air

40

Pelabuhan, Dermaga, Lain-lain

Instalasi

55

04.15.01

Instalasi Air
Minurri/Air Bersih

30

Air Muka Tanah Kapasitas Kecil, Air Muka Tanah Kapasitas Sedang, |
Air Muka Tanah Kapasitas Besar, Air Sumber Kapasitas Kecil, Air
Sumber Kapasitas Sedang, Air Sumber Kapasitas Besar, Air Tanah
Dalam Kapasites Kecil, Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang, Air Tanah
Dalam Kapasitas Besar, Instalasi Air Tanah Dangkal Kpasitas Kecil,
Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang, Instalasi Air Tanah
Dangkal Kapasitas Besar, Sistim Pengolahan Air Sederhana (Sipas), |
Jaringan Rumah Tangga (Jarut), Penampungan Air Hujan (PAM), |
Sumur Gali (SGL), Lain-fain




56

04.15.02

Instalasi Air Kotor

30

Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil, Instalasi Air Buangan
Domestik Kapasitas Sedang, Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas
Besar, Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Kecil, Instalasi Air
Buangan Industri Kapasitas Sedang, Instalasi Air Buangan Industri
Kapasitas Besar, Instalasi Air Buangan Pertanian Kapasitas Kecll,

Instalasi Air BuanganPertanian Kapasitas Sedang, Instalasi Air Buangan

Pertanian Kapasitas Besar, Lain-lain

57

04.15.03

Instalasi Peng.
Sampah Non
Organik

10

Pengolahan Sampah Organik Sistim Kompos, Instalasi Pengolahan |
Sampah Organik Sistim Penimbunan, Instalasi Pengolahan Sampah Non |

Organik, Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik, Lain-lain

58

04.15.04

Instalasi Peng.
Bahan Bangunan

10

Pengawetan Kayu, Pengeringan Kayu, Pengerjaan Kayu, Pengkapuran,

Pembuatan Batu Cetak, Pembuatan Anggregate, Lain-lain

04.15.05

Instalasi
Pembangkit Listrik

40

PLTA Kapasitas Kecil, PLTA Kapasitas Sedang, PLTA Kapasitas Besar,
PLTD Kapasitas Kecil, PLTD Kapasitas Sedang, PLTD Kapasitas Besar, |

PLTM Kapasitas Kecil, PLTM Kapasitas Sedang, PLTM Kapasitas Besar,
PLT AN Kapasitas Kecil, PLT AN Kapasitas Sedang, PLT AN Kapasitas

Besar, PLTU Kapasitas Kecil, PLTU Kapasitas Sedang, PLTU Kapasitas |

Besar, PLTN Kapasitas Kecil, PLTN Kapasitas Sedang, PLTN Kapasitas
Besar, PLTG Kapasitas Kecil, PLTG Kapasitas Sedang, PLTG Kapasitas

Besar, PLTP Kapasitas Kecil, PLTP Kapasitas Sedang, PLTP Kapasitas |

Besar, Instalasi PLTS Kapasitas Kecil, Instalasi PLTS Kapasitas Sedang,
Instalasi PLTS Kapasitas Besaar, Instalasi PLTB Kapasitas Kecll,
Instalasi PLTB Kapasitas Sedang, Instalasi PLTB Kapasitas Besaar,
Instalasi PLTSm Kapasitas Kecil, Instalasi PLTSm Kapasitas Sedang,
Instalasi PLTSm Kapasitas Besaar.Lain-lain

60

04.15.06

Instalasi Gardu
Listrik

40

Instalasi Gardu Induk Kapasitas Kecil, Instalasi Gardu Induk Kapasitas
Sedang, Instalasi Gardu  Induk Kapasitas Besar, Instalasi Gardu
Distribusi Kapasitas Kecil, Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Sedang,
Instalasi Gardu Distribusi Kapasitas Besar, Instalasi Pusat Pengatur

Listrik, Instalasi Pusat Pengatur Listrik, Instalasi Pusat Pengatur Listrik, |

Lain-lain




61

04.15.07

Instalasi
Pertanahan

30

Instalasi Radar, Instalasi Perkebunan, Instalasi Peluru Kendali (Rudal), '
Instalasi Komunikasi Elektronik (komlek), Lain-lain

62

04.15.08

Instalasi GAS

30

Instalasi Gardu Gas LPG, Instalasi Gardu Gas LNG, Instalasi Jaring_aﬁ_i
Pipa Gas Primer, Instalasi Jaringan Pipa Gas Sekunder, Lain-lain

63

04.15.09

Instalasi
Pengaman

20

Instalasi  Penangkal Petir Manual, Instalasi Penangkal Pety
Komputerisasi, Lain-lain

Jaringan

64

04.16.01

Jaringan Air
Minum

30

Jaringan Pembawa, Jaringan Pembawa Kapasitas Kecil, Jaringan |
Pembawa Kapasitas Sedang, Jaringan Pembawa Kapasitas Besar,
Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Keci, Jaringan Induk Distribusi
Kapasitas Sedang, Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besa, Jaringan 1
Cabang Distribusi Kapasitas Kecil, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas |
Sedang, Jarinagn Cabang Distribusi Kapasitas Besar, Jariangan |
Sambungan Kerumah Kapasuitas Kecil, Jaringan Sambungan Kerumah |
Kapasitas Sedang, Jaringan Sambungan Kerumah Kapaitas Besa, Lain-
lain

65

04.16.02

Jaringan Listrik

40

Jaringan Tranmisi Tegangan Diatas 300 KV, Jaringan Tranmisi
Tegangan 100 s/d 300 KVA, Jaringan Tranmisi Tegangan Dibawah 100
KVA, Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA, Jaringan Distribus
Tegangan Diatas 20 KVA, Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA, |
Lain-lain |

66

04.16.03

Jaringén Telepon

20

Jaringan Telepon diatas Tanah Kapasitas Kecil, Jaringan Telepon diatas
tanah Kapasitas Sedang, Jaringan Telepon diatas tanah Kapasitas
Besar, Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Kecil, Jaringan
Telepon dibawah Tanah Kapasitas Sedang, Jaringan Telepon Dibawali |
Tanah Kapasitas Besar, Jaringan Telepon Diadalam Air Kapasitas Kecil,
Jaringan Telepon Didalam Air Kapasitas Sedang, Jaringan Telepon
Didalam Kapasitas Besar, Lain-lain |




67

04.16.04

Jaringén GAS

30

Jaringan Pipa Baja, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Tinggi, Jaringan
Pipa Distribusi Tekanan Menengah Pipa Baja, Jaringan Pipa Distribusi |
Tekanan Menengah Pipa PE, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah |
Pipa Baja, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa PE, Jaringan
Pipa Dinas Pipa Baja, Jaringan Pipa Dinas Pipa PE, Jaingan BBM, Lain-

lain.

Aset Tetap
Lainnya

Buku
Perpustakaan

68

05.17.01

Buku

limu Pengetahuan Umum, Bibliografi, Katalog, llmu Perpustakaan, |
Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi, Essay, Famflet, Berkala, ;
Institut, Assosiasi, Musium, Harian, Manuskrip, Metafisika, Sistem
Filsafat, llmu Jiwa, Logika, Eftika, Agama Islam, Agama Krislen, Agama
Budha, Agama Hindu, Sosiologi, Statistik, limu Politik, Ekonomi, Hukum,
Administrasi, ~ Pertanahan dan Keamanan, Service Umum Sosial
Pendidikan, Perdagangan, Etnografi, Cerita Rakyat, Umum,
Pengetahuan Bahasa Indonesia, Pengetahuan Bahasa Ingns
Matematika, Astronomi, Geodesi, Fisika dan Mekanika, Kimia, Geolog:,
Metrologi, Palaentologi, Biclogi,  Antropologi, Bitani, Zoologi (limu
Hewan), limu kedocteran, Teknologi, Pertanian, Kehutanan, Perikanan,
lImu Kerumah Tanggaan, Management dan Perkantoran, Industr Kimia,
Teknik Industri & Kerajinanm, limu Perdagangan Khusus Industri, Industri
Kontruksi dan Perdagangan, Perencanaan Fisik, Pertamanan dll,
Arsitektur, Seni Pahat, Seni Lukis, Ukir, Seni Gambar, Grafika,
Fotografi, Senimatografi, Musik, Permainan dan Olah Raga, Geograf,
Eksplorasi, Bigrafi, Sejarah, Lain-lain ;

69

05.17.02

Terbitan

Koran, Majalah, Bulu Laporan PenyidikanBuku Laporah Penyel!dikan; f
Buku Laporan Penggalangan, Buku Laporan Pengamanan, Buku |
Laporan Penelitian, Lain-lain




70

05.17.03

Barang-Barang
Perpustakaan

Buku Peta (Atlas), Bagan, Gambar (Diagram), Bola Dunia (Globe), Peta |
(Mapj, Peta Udara, Peta Hidrografi, Pela Imaginer, Peta Gambar
Penampang, Peta Photo, Peta Tipografi, Peta Ruang Angkasa, Gambar
Tipografi, Model Relief, Photo Mozaik, Gambar Jarak Jauh (Remote ‘
Sensing Image), View, Peta Pengamanan Tanah, Peta Kemampuan |
Tanah, Peta Lokasi, Peta Jaringan, Peta Citra Sport, Peta Citra Radar, |
Peta Citra Satelit, Bahan Kertas, Bahan Deluang, Bahan Kulit Kayu, |
Bahan Bambu, Bahan Lontar, Bahan Nipah, Bahan Rotan, Bahan Rotan, |
Bahan Papirus, Bahan Labu Hutan, Bahan Tulang, Kumpulan Karya
Musik (Skore), Kumpulan Karya Musik Singkat (Condeset Skore)
Kumpulan Karya Musik Tertutup (Closet Skore), Kumpulan Karya Musik
Bentuk Mini (Miniature, Partitur Piano, Kumpulan Karya Musik Vokal,
Kumpulan Karya Musik Piano, Kumpulan Karya Musik Chord, Partitur, |
Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original), Karya Seni Celak / Grafis |
(Art Point), Reproduksi (Arts Reproduction), Grafik/Bagan, Lembaran |
Film, Slongsongan Film, Kartu Pengikat, Kartu Pengikat, Photo, Gambar,
Kartu Pos, Koster, Radiogram, Slide, Gambar Ruang, Study Print,
Gambar Teknik, Transparansi, Grafik/Bagan Dinding, Reproduksi, Kaset |
Braile, Diaroma, Pameran, Mainan, Slide Mikroskop, Maket (Mock-up), |
Model, Kartu Micro, Kartu Celah, Mikro Film, Mikrofis, Mikrolograp,
Katridge Suara, Kaset Suara, Pasangan Suara, Pita Suara, Runnul |
Suara, Komputer Katridge, Komputer Katridge, Komputer Disk, Compack f
Disk, Gulungan Komputer, Film Katridge, Film Katridge, Slongsongan
Film, Katridge Video, Kaset Video, Piringan Video, Gulungan Video,
Tarscalt, Lain-lain 1




71

06.18.01

Barang
Bercorak
kebudayaan

Barang: Bercorak
Kebudayaan

Pahatan batu-batuan, Pahatan Kayu, Pahatan Logam, Lukisan

Sulaman/Tempelan, Gambar Presiden/Gubernur, Lambang Garuda, Alat
Musik/Band, Alat Musik Nasional/Daerah, Alat Golf, Alat Volley, Alat
Tenis, Alat Tenis Meja, Alat Sepak Bola, Alat Badminton, Piala, Medali,
Piagam, Maket, Foto Dokumen, Peta Topografi, Peta Reproduksi, Peta
Wilayah, Peta Keadaan Tanah, Peta Udara, Mosaik, Klise-klise, Peta
Distribusi, Globe, Barang koleksi rumah tangga, Lukisan Bersejarah,
Koleksi Mata uang, Benda-benda Purbakala, Benda-benda Purbakala,
Logam (Gong, Mandau), Kayu (Sampit, Telabang), Anyaman (Tikar
Rotan), Tenunan Sutra, Tenunan Sutra, Anyaman Bambu, Lain-lain

72

05.18.02

Alat Olahraga
Lainnya

Palang Sejajar, Lapang Kuda, Matras, Ski Air, Ski Diving, Selancar,
Perahu Karet, Perahu Layar, Alat Arum Jeram, Alal Dayung, Kaca Mala |
Air, Kaca Mata Air, Balon Udara, Payung Udara/Parasut, Alat Terbang |
Layang, Catur, Sarung Tinju, Lain-lain |

Hewan
Ternak/Tana
man

73

05.19.01

Hewan

Tdksusut

Szpi, Kerbau, Kuda, babi, Kambing, , Anjing, Biri-Biri, Keinci, Ayam. Itk |
Bebek, Angsa, Ula, induk ikaan arwana, induk ikan bandeng, induk ikan
krapu, induk ikan mas, induk ikan nappollem, gajahbadak, jerapah
banteng, zebra, singa, harimau, anoa, babirusa, rusa, fapir, kancil,
beruang, onta, bisau, keledai, linsang, landak, bangsa monyet, bangsa
binatang unggas, anjing pelacak, ajing penjga, lain-lain |

I

05.19.02

Tanaman

TdksusLt

Cacao, Cengkeh, Jambu Mete, Karet, kelapa, kopi, alpukat, apel, duku,
durian, jambu, jeruk, mangga, rambutan, lain-lain

GUBERMUR SULAWESI SELATAN,
—

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH



LAMPIRAN 1V
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI] SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2015 TANGGAL 25 MEI 2015
TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP

PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAP KARENA ADANYA KAPITALISASI
PEMELIHARAAN ASET TETAP

PERSENTASE
NILAI
PENAMBAHAN
KAPITALISASI
NO. BIDANG PEMELIHARAAN MAS?::{%N;MT
DARI NILAI ( ’
PEROLEHAN
1. Peralatan dan Mesin terdiri atas :
Alat-Alat Berat :
Alat Besar Darat >0% - 30% 1
>30% - 45% 3
>45% - 65% 5
Alat Besar Apung >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Bantu >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat-Alat Angkutan :
Alat Angkutan Darat Bermotor >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Alat Angkutan Apung Bermotor

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% $.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s5.d.100%

—
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NO.

BIDANG

PERSENTASE
NILAI
KAPITALISASI
PEMELIHARAAN
DARI NILAI
PEROLEHAN

PENAMBAHAN
MASA MANFAAT
(TAHUN)

Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

Alat Angkutan Bermotor Udara

Alat-Alat Bengkel d-an- Alat Ukur :- _
Alat Bengkel Bermesin

Alat Bengkel Tak Bermesin

Alat Ukur

Alat-Alat Pertanian & Peternakan :
Alat-Alat Pertanian & Peternakan

Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga :

Alat Kantor

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d. 100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%

- .275% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 20%
>21% s.d 40%
>51% s.d 75%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%
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NO.

BIDANG

PERSENTASE
NILAI
KAPITALISASI
PEMELIHARAAN
DARI NILAI
PEROLEHAN

PENAMBAHAN
MASA MANFAAT
(TAHUN)

Alat Rumah Tangga

Komputer Unit

Peralatan Komputer

Alat-Alat Studio dan komunikasi :

Alat Studio

Alat Komunikasi

Alat Pemancar

Alat Komunikasi Navigasi

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s5.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s5.d.100%

 >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%

275% $.d.100%

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s5.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
=20 s.d 50'%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%
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NO.

BIDANG

PERSENTASE
NILAI
KAPITALISASI
PEMELIHARAAN
DARI NILAI
PEROLEHAN

PENAMBAHAN
MASA MANFAAT
(TAHUN)

Alat-Alat Kedokteran :
Alat Kedokteran

Alat Kesehatan Umum

Alat-Alat Labolatorium :
Unit Alat laboratorium

Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir

Alat Laboratorium Fisika

Alat Proteksi radiasi / Proteksi

Radiation Application & Non Destructive
Testing laboratory

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%

>0% s.d. 25%
»20% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%

>75%5.d.100% |

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% 5.d.100%
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NO.

BIDANG

PERSENTASE
NILAI
KAPITALISASI
PEMELIHARAAN
DARI NILAI
PEROLEHAN

PENAMBAHAN
MASA MANFAAT
(TAHUN)

Alat laboratorium Lingkungan Hidup

Peralatan Laboratorium Hidrodinamica

Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi &
Instrumentasi ’

Alat-Alat Keamanan :
Senjata Api

Persenjataan Non Senjata Api

Senjata Sinar

Alat Khusus Kepolisian

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%

>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s.d.100%

>0% s.d. 25%
>25% s.d 50%
>50% s.d 75%
>75% s5.d.100%
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PERSENTASE

NILAI
PENAMBAHAN
KAPITALISASI
NO. BIDANG PEMELIHARAAN MAS(AT::{A?:;AAT
DARI NILAI
PEROLEHAN
3 Gedung dan Bangunan terdiri atas :
Gedung dan Bangunan :
Bangunan Gedung Tempat Kerja >0% s.d. 25% 5
>25% s.d 50% 10
>50% s.d 75% 15
>75% s.d.100% 50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal >0% s.d. 30% 3
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Monumen :
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti >0% s.d. 30% 5
230% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Menara Perambuan >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Tugu / Tanda batas - >0%s.d.-30% - D
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas :
Jalan & Jembatan :
Jalan >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 60% 5
>60% s.d 100% 10
Jembatan >0% s.d. 30% S
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Bangunan Air :
Bangunan Air Irigasi >0% s.d. 5% 2
>5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10




NO.

BIDANG

PERSENTASE
NILAI
KAPITALISASI
PEMELIHARAAN
DARI NILAI
PEROLEHAN

PENAMBAHAN
MASA MANFAAT
(TAHUN)

Bangunan Pengairan Pasang Surut

Bangunan Pengembangan Rawa dan
Polder

Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan
Penanggulangan Bencana alam

Bangunan Pengembangan Sumber air dan
Tanah

Bangunan Air Bersih/Air Baku

Bangunan Air Kotor

Instalasi :
Instalasi Air Bersih/Air baku

Instalasi Air Kotor

>0% s.d. 5%
>5% s.d 10%
>10% s.d 20%

>0% s.d. 5%
>5% s.d 10%
>10% s5.d 20%

>0% s.d. 5%
>5% s.d 10%
>10% s.d 20%

>0% s.d. 5%
>5% s.d 10%
>10% s.d 20%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

[ 2 BN % )
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NO.

BIDANG

PERSENTASE
NILAI
KAPITALISASI

PEMELIHARAAN

DARI NILAI
PEROLEHAN

PENAMBAHAN
MASA MANFAAT
(TAHUN)

Instalasi Pengelolahan Sampah

Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

Instalasi Pembangkit Listrik

Instalasi gardu Listrik

Instalasi Pertahanan

Instalasi gas

Instalasi Pengaman

Instalasi Lain

Jaringan :
Jaringan air Minum

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30% |-~

>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

>0% s.d. 30%
>30% s.d 45%
>45% s.d 65%

G =

G =

10
15

10

W = U“;Em D W
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PERSENTASE

NILAI PENAMBAHAN
KAPITALISASI
NO. BIDANG PEMELIHARAAN MAS(?}]:;AUN;AAT
DARI NILAI
PEROLEHAN
Jaringan Listrik >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15
Jaringan Telepon >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% S5
>45% s.d 65% 10
Jaringan Gas >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7
>45% s.d 65% 10
3: Aset Tetap Lainnya terdiri atas :
Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 2

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

e

—_—

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO,SH, M.Si, MH
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Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 12 Tahun 2016

tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2015
Tentang

Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset
Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.

MAKASSAR 2016



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

FPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI
DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :a. bahwa  dalam  rangka lebih menyempurnakan

Mengingat : 1.

pelaksanaan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap
milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan Dberbasis akrual, maka perlu mengubah

_ Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap milik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan

Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



o

S_ﬂ

2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ‘trentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indon=sia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan - - -Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Remiblik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Né-géré--lée-.p':ﬁbl-ik I;idc-Jnesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



ol

11.

12.

13.

14.

15.

3

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010"temang

standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 J;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

o547

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah - Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 248j;



ol

18.

Menetapkan :

4

. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

Nomor 73);

. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 23); - -

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
KAPITALISASI ~DAN PENYUSUTAN ASET TETAP
MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2015

tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2015 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai

berikut :



Pasal 11
Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus (straight
line method) untuk seluruh jenis Aset Tetap yang dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi, kecuali atas jenis Aset Tetap Tanah, Buku
Perpustakaan, Hewan dan Tumbuhan serta Konstruksi Dalam

Pengerjaan.

Ketentuan Pasal 12, ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 3(tiga)

sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Aset Tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat
untuk setiap jenis aset tetap.

(2) Aset tetap yang dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti
estimasi Masa Manfaat nilai perolehan yang perhitungannya
dilakukan secara terpisah.

(3) Aset yang dipercieh pada waktu tertentu disepanjang tahun pada
saat perhitungan penyusutan, maka digunakan pendekatan

bulan penggunaan.

Ketentuan BAB IV diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga
disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Kedua A dan diantara Pasal
12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 12 A,

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A
Pengelompokan Aset
Pasal 12 A
(1) Aset Berkelompok dapat dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
a. Mengidentifikasi aset-aset yang diénggap sebagai aset yang
harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai

berikut :



1. aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan
mempunyai masa manfaat yang sama;
2. manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada

aset lain;

w

. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga
belinya merupakan keseluruhan harga pasangan; ‘

4. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan
aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya
adinistrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena
kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya.

b. Menyusun daftar aset perkelompok dan nilai awalnya.
(2) Dalam hal aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
memenuhi kriteria maka aset tersebut diberlakukan sebagai aset

individual.

4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IV A
dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni

pasal 13 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BABIV A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13 A
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengikuti

Peraturan Gubernur ini.



Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

__pada tanggal

Diundangkan di Makassar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

SR\ S5 HAABDUL LATIF, M.Si, MM

“I"; — QY ;

ATt Vo .

ééﬁhﬁ DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016
NOMOR




Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 19 Tahun 2016

tentang

Pedoman Amortisasi Barang Milik Daerah
Berupa Aset Tak Berwujud.

MAKASSAR 2016



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUEERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH
BERUPA ASET TAK BERWUJUD

DEIGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual. aset vang digunakan oleh pemerintah,
.~ termasuk aset tak berwujud, mempunvai manfaat
eltonomi atau potensial jasa terbatas vang perlu
dilakukan amortisasi dntuk  penyesuaian nua
schubungan dengan penurunan manioat ckonomi atau

potensial jasa dari suatu aset tak berwujud.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Giubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Amortisasi

Earang Milik Daerah Beruzpa Aset Tak Berwujud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
lhorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);




f‘;’

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4353}:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ‘tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimiana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahasn
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Taobun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20035 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lemibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara FPepublik Indonesia Nomor 4738);




13,

deraturan Pemerintai Nomor 60 Tahun
3istem  Pengendalian Intern Pemernntan
Negara Republik I[ndonesim Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
standar Akuntunsi Pemerintahan ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

deraturan Menter: Dalam Negeri Nomao:

rentang Pedoman Pengelolaan Barang Mz
iBerita Megara Republik Indonesia Tahun 201
47 ),

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun
014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Militk Negara/Daerah (Lembuaran
Vegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 492,
fambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor

D 33):

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

~ 2011 Nomor 310);

16.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawest
Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan Nomor  230)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 3 Tnhun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Naerah Provinst Sulawesi Selatan Nomor 248);

1o




i
17 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi

mylawesl Selatan (Berita Dacrah Provinat sulawes!

-elatan Tahun 2014 Nomor 73).

MEMUTJSKAN :

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN

£ MORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET
TAK BERWUJUD

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

I

b

9%

o]

=1

[Naerah adalal Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi adalalh Provinsi Sulawesi Selatan

P:merintah Ibaerah adalah Gubernur beserta perangkar daerah
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur.ade:ah Guberpur Sulawesi Selatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat Dacrah selaku pengguna barang.

Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

Barang Milik Daerah, vang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang vang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset adalah sumber daya ekonomi vang dikuasail dan/atau dimiliki
oleh Pemeriniuh Daerah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan
mana manfaqt ekonomi danj/atau sosial di masa depan dilinapkan
dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber daya yang dipelihara karcna alasan sejarah dan

budava.

ol




10.

11.

12.

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifisns
namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian
yvang memberikan manfaat jangka panjang.

Perangkat Lunak (Software] Komputer adalah software vang bukan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware)
komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis
hardware lainnya.

Hak Cipta (Copyright)] adalah hak eksklusif yang diberikan kepada
pemegang hak cipta yang timbul sscara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dihasilkan atas inspirasi ,
kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau
keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau
dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta
atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

_.ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat

13.

14,

tertentu.

Hak Paten adalah nak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang
secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan
masalah vang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau
proses.

Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang
selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset
Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa
manfaatnya, vang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud

yang memiliki masa manfaat terbatas.




16.

(1)

7. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap

 Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau | umiah
produksi atau unit serupa yang diharapkan diperolen dari aset untuk
alktivitas pemerintahan dan;atau pelayanan putlik, vang dibatas oleh
ketentuan hokum, peraturan, atau kontrak.

Biaya Perolehan adalah jumiah kas atau setara kas yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampal
dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk

dipergunakan

pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal Aset Tak
Berwujud yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa maniaat

aset Aset Tak Berwujud.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup
~ Pasal 2.

Ruang lingkup - Peraturan Gubernur ini mencakup pedoman khusus
mengenai kebijakan amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak

Berwujud pada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Pedoman

Pasal 3

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan amortisasi terhadap Aset
Tak Berwujud dalamm pembuatan dan penyusunan anggaran,
pelaksanaan pencatatan atas perolehan, serta pelaporan aset tak
berwujud bagi SKPFD dan Unit Kcrja dalam lingkup Pemcrintah

Provinsi.

ot



(2) Tujuan pedoman ini untuk :

a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan
manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi;

b. memberikan bentuk pendekatan yang lebih.sistematis dan log:s
dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau bekanja modal
untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwwud yang sudah

dimiliki.

BAB III
ASET TAK BERWUJUD

Bagian Kesatu
Kriteria Aset Tak Berwujud
Pasal 4

Aset Tak Berwujud harus dapat diidentifikasi dengan kriteria | vaitu -
4 cdapat dipisahkan dan dibedakan secara jelas dar1 aset-aset vang lain;
b. t:mbul dari kesepakatan yang mengikat;
dapat dikendalikan secara teknis;
d. kemampuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial

di masa depan

Bagian Kedua
Jenis dan Cara Perolchan Aset Tak Berwujud

Pasal 5

(1) Jenis Aset Tak Berwujud :
a. Jenis berdasarkan sumber daya, berupa :
1. perangkat Lunak (Software);
2. lisensi (Franchise)
3. hak cipta (Copyright) dan Hak Paten
4. hasil kajian/pengembangar yang memberikan manfaat jangka

panjang




b, aset Tak Berwujud vang mempunyai nilai sejarah/budaye

c. aset Tak Berwujud dalam pengerjaan

(2} Cera Peroleharn, dapat berasal :
a. pembelian
b. pengembanzan secara internal
pertukaran
d. kerjasama
donasi/ hibah

f. warisan budaya/sejarah

Bagian Ketiga
Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud

Pasal 6

Biaya-biaya perolehan Aset Tak Berwujud meliputi seluruh biaya yang
menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi seperti

yang diinginkan.

Bagian Keempat
Pengeluaran Aset Tak Berwujud Yang Dikapitalisasi
Pasal 7
Pengeluaran vang dikapitalisasi harus memenuhi salah satu kriteria -

a. meningkatkan fungsi software

b. meningkatkan cfisiensi software






PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR
TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN
ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UMUM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan visinya,

bertekad menjadi terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu

saja harus bertolak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua

aspeck pengelolaan -pemerintahan, schingga sangat tepat jika

pengelolaan barang milik daerah diatur dalam suatu peraturan

daerah sebagaimana di bidang pengelolaan keuangan daerah telah

ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13

Tahun 2006 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Barang daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh

melalui dana daerah maupun berasal dari sumber pendanaan

lainnya sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme

pengelolaan yang transparan, efisien, dan akuntabel berdasarkan

suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam suatu

pengaturan pengelolaan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milik Daerah yang dituangkan

dalam sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak

dipedomani oleh semua satuan kerja kerja perangkat daerah

(SKPD), maupun wunit kerja, jelas sangat diperlukan dalam

pengelolaan barang milik daerah yang menganut efisiensi dan

efektivitas, transparansi, serta akuntabel, akan dapat diterapkan

secara nyata dan bertanggung jawab.



Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun
pedoman amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud
vang bermanfaat dalam penentuan kriteria penganggaran balanja

Aset Tak Berwujud.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Avat (1) huruf a
Oleh karena aset ini dapat dpisahkan dan dibedakan dengan
aset lain, maka Aset Tak Berwujud dapat dijual,
dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan
baik secara individual maupun secara bersama-sama.
Ayat (1) huruf b

Seperti hak kontraktl;lerﬂxa_t'a'ii' hak hukum I&unnya, tanp“aw'm o

memperhatikan apakah hak tersebut dapat
dipindahtangankan atau dipisahkan dari hak dan kewajiban
lainnya.

Ayat (2)

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset
dimaksud, maka tidak dapat diakui sebagai aset. Dan dapat
membatasi akses pihak lain dalam dalam memperoleh
manfaat ekonomi dari aset tersebut. Pengendalian aset pda
umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari
lembaga yang berwenang.
Ayat (3)

Manfaat eckonomi dimasa depan dapat berupa pendapatan
vang diperoleh daro penjualan barang atau jasa,
penghematan biaya atau efisiensi dan hasil lainnya seperti
pendapatan dari penyewaan, hasil lisensi dan hasil lainnya
yang diperoleh dari pemanfaatan Aset Tak Berwujud.
Manfaat lain dapat berupa kualitas layanan atau keluaran,
proses pelayanan yang lebih cepa, atau penurunan jumlah




sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu

fungsi.

Pasal 5

Avat (1) hurufa, b, ¢, d
Cukup jelas

Avat (1) hurufe
Sepertl film dokumenter

Avat (1) huruf f
Kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud dalam pemerintahan,
khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai
dikerjakan dan belum memenuhi salah satu kriteria aset
vaitu digunakan untuk operasional pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jclas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) hurufa, b, ¢, d, e
Cukup jelas

Ayat (1) huruf f
Perubahan material terkait aset tersebut seperti nilai pasar
aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan dim asa
depan tidak diperoleh, perubahan teknologi dan perubahan
kebijakan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas



(1)

(2)

BAB IV
AMORTISAS] ASET TAK BERWUJUD

Bagian Kesatu

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Pasal 8

Masa manfaat Aset Tak Berwujud vang digunakan yaitu Aset Tak
Berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas (indefinite life)
untuk seluruh jenis Aset Tak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi.

Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas tidak

diamortjsasi.

Bagian Kedua
Penghentian dan Penghapusan Aset Tak Bervujud

Pasal 9

Aset Tak Berwujud dapat dihentikan penggunaannya karena alasan :

. dijual;

. ditukar;

. dikonversi;

. dihibahkan;

. dijadikan penyertaan modal daerah; atau ,
penurunan nilai aset akibat perubahan yang matenal terkalt aset

tersebut.
Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari

O a0 Cc e

pembukuan setelah diterbitkan Keputusan Gubernur.
Alasan dikonversi sebagaiamana dimaksud pada avat (1) huruf d,
antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak

layak lagi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini efektif berlaku untuk penyusunan Ilaporan

Keue:ngan Periode yang dimulai pada dan setelah tanggal | Januari 2015




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 15 Maret 2016

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si.,, MH
Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Marer 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

N

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR




Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 20 Tahun 2016

tentang

Pedoman Penatausahaan Persediaan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.

MAKASSAR 2016



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PLRATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVIMS]I SULAWES! SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat

L

A

w

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

GUBERNUR SULAWES! ELATAN,

bahwadalam rangka keseragaman penatausahaa persediaan di

Lingkungan Pemerintah Provins: Sulawesi Selatan di pandang

perlu mengatur Pedoman penatausahaan pcrsediaan:

bahwa berdasarkan ketentuan ?asal 42 ayar (1) dan avart (2)
Peraturan  Pemerintah Nortor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara [/ Daerah. pengelola

Barang,Pengguna Barang Dan/ Atau Kuasa i"engguna Barang

Wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daeran
baik pengamanan administrasi,pengamanan fisik maupun

pengamanan hukum,;

bahwa berdasarkan pertimbangarn sebagaimanea dimaksud dalam

huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Sulawesi Selatan tentang Pedoma:: Penatausahian Persediaan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi Dan
Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);




]

(¥

Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan
Negar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4282);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Jdndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomot 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesie Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578j;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintan_ Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

ok




12.

13.

14,

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890},

0. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar

akuntansi pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 No.123 ,tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Mililk Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedeman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomo- 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 )

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentarnig Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014

tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi SelatanTahun 2014 Nomor 73};

. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

Nomor 74);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUE TENTANG PEDOMAN

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

2,

4.

Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Selatan dan
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

. Gubernur adalah Gubeinur Sulawesi Selatan:

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang vang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untukx mendukung kegiatan

_operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan
kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik

Daerzah.

. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut

Pembantu fPengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab
mengkoordinir penyelenggaraen pengelolaan Barang Milik Daerah

yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;

. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna

Barang/kuasa Pengguna _Barang adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

ik



9. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat

12.

13.

14.

15.

17

18.

20.

vang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang

milik daerah vang berada dalam penguasaannya;

Penyimpan Barang adalah pegawai ang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan, dan mengeluarkan Barang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKFPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

selaku pengguna barang;

Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
Kuasa Pengguna Barang;

Gudang/tempat penyimpanan adalah suatu ruangan atau tempat
penyimpanan baik vang tertutup inaupun yang terbuka yang dipakai
untuk tempat peryvimpanan barang dan aman dari hal-hal yang tidak

diinginkan dan tempat tersebut tidak untuk umum;

Unit - - Femakai Barang adalah Unit Kerja yang
memakai/menggunakan barang persediaan untuk kegiatan dinas;
Pemakai Persediaan adalah pegawai di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan yang memakai/menggunakan barang
persediaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan

kebutuhan barang daerah dar: jasa.

Penyimpanan adalah kegiatan untuk - melakukan pengurusan,
penyelenggaraan  dan  pengaturan persediaan di  dalam

gudang/tempat penyimpanan;

Penyeluran/pendistibusian adalsh kegiatan untuk
menyalurkan/pengiriman persediaan dari gudang/tempat

peyimpanan ke unit Pemaxai:
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar

semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap

untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

Pengamanan adalah kegiatan findakan pengendalian dalam
pengurusan persediaan dalam bentuk fisik, administratif dan

tindakan upaya hukum;




21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

Penggunaan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan persediaan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;

Penatausahaan Persediaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi,
pencatatan, pembukuan dan pelaporan persediaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan:

Pemeriksaan fisik persediaan adalah kegiatan untuk melakukan
penghitungan, pencatatan, dan penilaian barang persediaan dalam
gudang/tempat penyimpanan pada saat tertentu; '
Penilaian adaiah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada data/fakta vang obyektif dan relevan dengan
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai
persediaan; :

Kartu Persediaan adalah kartu barang dalam bentiik lembaran untuk
mencatat persediaan yang masuk dan keluar dari gudang / tempat
penyimpanan dibawah pengurusan dan tanggungjawab Penyimpan
barang;

Laporan Persediaan Triwulan adalah laporan yang memuat jumlah,

nilai dan kondisi persediaan dalam jangka weaktu tiga bulan;

Laporan Persediaan Tahunan adalah laporan yang memuat jumlah,
nilai dan kondisi persediaan dalam jangka waktu satu tahun;

Berita Acara Penerimaan Bearang adalah dokumen yang berisi
pernyataan serah terima barang antara pihak penyedia dengan
Penyimpan barang setelah barang tersebut telah diperiksa oleh

Panitia Pemeriksa Barang (Tim penerimaan hasil pekerjaan);

Surat Permintaan Barang adalah surat permintaan persediaan yang
dibuat oleh Unit Pemakai, kepada Pengguna Barang/ kuasa
Pengguna barang melalui penyimpan barang;

Surat Perintah Mengeluarkan Barang yang selénjutnya di singkat
SPMB adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Barang/ kuasa
Pengguna barang agar Penyimpan barang mengeluarkan barang
pakai habis dan barang tidak pakai habis untuk didistribusikan

kepada TJnit pemakai yang membutuhkan.




(2)

(4)

Penyimpan barang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. menerima;

b. menyimpan;

c. mengeluarkan;

d. menatausahakan;

mencatat secara tertib dalam buku barang belanja modal dan

[94]

barang /jasa:

mencatat secara tertib dan teratur ke dalem kartu barang dan

kartu Persediaan;

g. mempertanggung jawabkan barang persediaan dalam
gudang/tempat penyimpanan secara tertib dan teratur.

-y

Penyimpan Barang dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avart (2] berwenang untuk:

a. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan persediaan yang
diterima;

b. meneliti jumlah dan kualitas persediaan vang diterima sesuai
dengan dokumen pengadaan;

c. membuat Berita Acara Penerimaan Barang;

d. membuat Pendistribusian Barang

e. melaksanakan pengamanan persediaan di gudang/tempat

penyimpanan baik dari pencurian maupun kerusakan,;

melakukan penghiiungan fisik persediaan (stock opname) secara

berkala ataupun insidentil terhadap persediaan yang ada
-digudang/tempat.penyimpanan; dan
g. membuat laporan penerimaan dan pe:.‘Lgeluarem perscdiaan dan
stock persediaan kepada Pengguna Barang / Kuasa pengguna
secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal Penyimpan Barang karena sesnatu hal tidak dapat
melaksanakan tugasnya atau karena pertimbangan lain menurut
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang perlu dilakukan
penggantian, maka Pengguna Barang dapat menunjuk Penyimpan

Barang pengganti sementara yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
Penggantian Penyimpanbarangsebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan dengan serah terima tugas yang diikuti dengan
penverahan seluruh perangkat gudang/tempat penyimpanan.



(6) Dalam hal tugas Penyimpan Barang harus mempertanggung
jawabkan barang yang masuk dan keluar yang tercantum dalam
format A dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang

Pasal 5

(1) Setiap barang hasil pengadaan yang akan diserahkan kepada
Penyimpan Barang wajib dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa
hasil pekerjaan (panitia pemeriksa barangj dari segi jumlah, mutu,
spesifikasi dan kondisi barang.

(2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas persyaratan yang tercantum dalam nota pesanan,
Surat Perintah Kerja den kontrak. | - o

(3) Dalam kal Ba.rang yang diperiksa tidak sesuai dengan persyaratan
yang tercantum dalam nota pesanan, Surat Perintah Kerja dan
kontrak, maka Penyimpan Barang harus menolak barang yang
bersangkutan.

Bagian Kelima
Gudang/Tempat Penyimpanan Barang
Pasal 6 ’

(1) Setiap Persediaan harus disimpan di gudang/tempat penyimpanan.

(2) Gudang/tempat penyimpanan barang harus terkunci, terlindungi
dari pengaruh hujan, sinar matahari, banjir, kebakaran, dan
terhindar dari bahaya lainnya.

(3) Persediaan yang karena sifat dan volumenya memerlukan
penanganan khusus disimpan dalam gudang/tempat penyimpanan
khusus.

(4) Gudang/tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan :

a. kartu persediaan untuk setiap jenis persediaan;

b. denah lokasi barang untuk memudahkan pencarian;




(1)

(1).

(2)

(3)
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c. alat pengamanan barang seperti alat pemadam kebakaran, palet,
dan lain-lain;

alat bantu seperti tangga, kereta dorong, dan lain-lain; dan

(&N

e. alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, kotak Pertolongan
pertama pada kecelakaan (P3K), dan lain-lain.
Pasal 7

Penyimpan Barang menerima barang hasil pengadaan barang yang
bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan kecuali barang tidak
bergerak setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang (tim.
penerima hasil pekerjaan) yang dituangkan dalam Berita Aca‘ra
Penerimaan Barang.

Penyimpan Barang menvimpan barangdi dalam gudang/tempat
penyimpanan dan mencatatnya ke dalam Kartu Persediaan dan Kartu

Barang.
Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum pada Format B dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisat.kan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Pengamanan dan Pemeliharaan
Persediaan

Pasal 8

Pengamanan Persediaan dimaksudkan untuk menghindari adanya
kehilangan, kerusakan, dan bahaya kebakaran atas Persediaman di
gudang/tempat penyimpanan.

Pemeliharaan Persediaan dimaksudkan agar persediaan tetap dapat
memberikan daya guna yang optimal dengan menjaga kebersihan,
keteraturan, dan kerapian digudang/tempat penyimpanan.
Pengamanan dan pemeliharaan persediaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2} dilakukan oleh Penyimpan Barsng secara
rutin.
Bagian Ketujuh

Pendistribusian/Pengeluaran Persediaan
Pasal 9

Pendistribusian/pengeluaranpersediaan dilakukandenganketentuan

sebagai berikut :
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Penvimpan Barang atau petugas vang ditunjuk dan dilaksanakan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau pada saat
pengecekan kembali dan pada saat serah terima tanggung jawab
petugas Penyimpan Barang, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Fisik Persediaan.

(3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Persediaan sekurang-
kurangnya memuat tentang waktu pelaksanaan pemeriksaan fisik,
lokasi, pejabat yang melakukan stock opname, jenis barang, jumlah+<
barang  berdasarkan Laporan Pericatatan pada Kartu
Barang/Persediaan, jumlah barang persediaan di dalam gudang,

kondis: persediaan, dan keterangan lainnya.

(4) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik barang Persediaan sebagaimana
dimaksud ayat (2) tercantum pada Format E dalam Lampiran
yvangmerupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur
ini.

Bagian Kesembilan
Penilaian dan Pencatatan Persediaan
Pasal 12
(1} Persediaan dinilai dengan metode Pertama Masuk Pertama Keluar
(PMPK) dan .dicatat dengan menggunakan sistem perpetual atau
metode First In First Out (FIFO) dan pembelian harga terakhir

(penilaiar; akhir) dengan mengunakan metode sesuai harga perolehan;

(2) Penilaian Persediaan digunakan untuk pengakuan nilai persediaan

dan beban Persediaan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah,;

(3) Penetapan nilai Persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan
Akuntansi vang digunakan/ditetapkan dalam penilaian persediaan;

(4) Penilaian persediaan di lakukan dengan Pendekatan asset dan

pendekatan beban dengan metode pencatatan, terdiri atas :

a. metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya terus
menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-
obatan, alat kesehatan, alat laboratorium, alat kedokteran,bahan
kimia. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap
ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah
persediaan selalu terbaharui/terupdate dan diakukan dengan

pendekatan aset; dan

b. metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit

diidentifikasi, seperti Pakai habis (ATK) dan pakai habis lainnya.




(1)

(2)

(3)

(5)

(6)
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Dengan metode ini, pencatatan hanya di lakukan pada saat
terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah
persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan
melakukan Stock opname pada akhir periode (Triwulan ) dengan
pencatatan penilaian akhir dilakukan dengan pendekatan beban.

Bagian Kesepuluh
Laporan Persediaan
Pasal 13

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
menyampaikan Laporan Persediaan per Triwulan dan laporan
Persediaan Tahunan kepada Gubernur melalui Biro Pengelolaan
Aset Daerah sebagai bahan konsolidasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Laporan Persediaan Triwulan dan Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Format F dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas

Penghapusan Persediaan
Pasal 14

Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan Persediaan

yvang rusak, susut, kadaluarsa, dan hilang berdasarkan usul

Pengguna barang.

Usul penghapusan barang Persediaan di tujukan  kepada
pengelolah melalui Biro Pengelolaan Aset Daerah;

Biro Pengelolaan Aset Daerah melakukan pemeriksaan terhadap
usul penghapusan barang Persediaan yang diusulkan oleh
Pengguna Barang; o ,

Usul penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
memenuhi syarat uniuk dihapuskan,selanjutnya ditindak lanjuti
dengan Berita Acara Penghapusan barang Persediaan setelah
mendapat persetujuan oleh pengelola.

Usul penghapusan barang Persediaan belum dituangkan dalam
Neraca, tetapi dituangkan dalam catatan atas laporan Keuangan.

Keputusan Usul Penghapusan yang telah diterima di tetapkan
dengan surat Keputusan Pengelola atas nama Gubernur

Dalam keputusan Penghapusan yang di maksud pada ayat (6)
maka dilakukan penghapusan persediann pada neraca.

b
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BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Beagian Kesatu
Pasal 15
Pembinaan terhadap tertib administrasi pelaksanaan
penatausahaan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dilakukan nleh Gubernur melalui Pengelola Barang

dan dilaksanakan oleh Pembantu Pengelolaan. i

Bagian Kedua
Pasal 16
(1) Pengawasan terhadap penatausahaan Persediaan dilakukan oleh

Pengguna barang;

(2) Pengawasan fungsional terhadap penatausahaan Persediaan
dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Pasal 17
Pengendalian terhadap tertib adminstrasi pelaksanaan
penatausahaan persediaan dilakukan oleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Barang .
' '  BABIV 5

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 18

Dalam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan persediaan
vang disebabkan perbuatan melanggar hukum dan/atau tidak
melakukan kewajiban penatausahaan Persediaan sebagaimana
Peraturan‘ Gubernur ini, maka diselesaikan sesuai ketentuan

peraturanl perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Peraturan Gubernur ini efektif berlaku untuk Penyusunan Laporan
Keuangan periode yang dimulai pada dan setelah tanggal 1 Januari

2015.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannva dalam Berita

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 15 Mar=t 2016

Diundangkan di Makassar
pada unggal

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR. 20



I

PENJELASAN

ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI| SELATAN
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

UMUM

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sesuai dengan visinya, bertekad
menjadi terdepan dalam penerapan otonom: daerah, tentu saja harus bertolak
sesuai landasan hukum yang jelas pada semua aspek pengelolaan
pemerintahan, sehingga sangat tepat jika penegelolaan barang milik daerah
diatur dalam suatu peratutan daerah sebagaimana di bidang pengelolaan
keuangan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
SelatanNomor 13 Tahun 2006 vang mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 PengelolaanKeuangan Daerah.

RBarang daerah yang menjadi milik daerah, baik yang diperoleh melalui dana
dacrah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnyva sesuai dengan
fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan vang transparan,efisien dan
akuntable berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak daerah dalam

suatu pengaturan pengolahan.

Aspek legalitas pengelolaan barang milk Daerah yang dituangkan dalam
sebuah keputusan gubernur menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua
satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ), maupun unit kerja, jelas sangat
diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah yang menganut efisiensi

dan efektivitas,transparansi,serta akuntabel, akan dapat diterapkan secara

nyata dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun ulang

pedoman Penatausahaan persediaan di lingkungan Pemerintah Provinsinsi

Sulawesi Selatan.
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{I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Avat (d)
Yang dimaksud dokumen pendistribusian barang berupa bukti
penyerahan barang dari penyimpan barang ke pemakai barang

Pasal 5
Avyat (1)
Tim Penerima hasil kerja / Panitia Pemeriksa Barang yang ada di
pengguna melakukan pemeriksaan yang nilainya 10 jt s/d 50 jt,
sedangkan tim 'penerima hasil pekerjaan / panitia pemeriksa barang

vang ada di pengelola melakukan pemeriksaan yang nilainya diatas 50

it.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup ielas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
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Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Avat (4) a dan b adalah:

a. Untuk pencatatan perpetual maka pengakuan pamakaian
persediaan di hitung berdasarkan catatan jumlah unit vang dipakai
dikalikan nilal perunit dan dilakukan dengan pendekatan asset
seperti obat-obatan,alat kesehatan,alat kedokteran, bahan kimia dan
alat laboratorium menggunakan metode First In Qut ( Fifo). ‘

b. Penjelasan pencatatan metode Periodik, untuk persediaan yang
penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Pakai habis (ATK) dan
pakai habis lainnya. Dengan metode ini, pencatatan hanya di
lakukan pada saat terjadi penambahan, Jumlah persediaan akhir
diketahui dengan melakukan Stock opname pada akhir periode
(Triwulan ) dengan pencatatan penilaian akhir dilakukan dengan
pendekatan beban seperti barang inventaris dan persediaan hibah
serta pakai habis 'ainnya yaitu: Atk, cetakan, alat kebersihan,
rné.kan minum, BBM, bibit, pupuk.

Pasal 13
Culcup jelas
Pasal 14
(1) Rusak adalah : Barang yang tidak dapat di pergunakan karena

tidak mempunyai nilai ekonomis Contoh kertas karena basah atau di

makan rayap dengan svarat ada foto
Susut adalah : Barang vang masih dapat di pergunakan tapi
nilai buku sudah berkurang contoh bibit
Kadaluarsa adalah : Barang yang tidak dapat dipergunakan karena
masa penggunaannya sudah lewat / kadaluarsa contoh obat- obatan
dengan syarat dokumentasi tanggal masa penggunaannya ( Expayer )
Hilang adalah : Barang vang tidak dapat di temukan / tidak ada
Barangnya dengan syarat surat keterangan hilang dari Kepolisian
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19

W




LAMPIRAN . PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR
TANGGAL .
TENTANG : PEDOMAN PENTAUSAHAAN PERSEDIAAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULWESI SELATAN
FORMAT B : BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
BERITA ACARA PENERIMAANBARANG
NOMOR {ceasnmaimiiismms
Pada hariing v TEE v BUIAN wivcsniina Tahun ..., kami vang bertandatangan di bawah
ini:
Nama T e e G
Jabatan
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ................. tanggal

telah menerima barang-barang sebagaimana daftar terlampir yng diserahkan oleh :

Perusahaan

Rekanan /Pimpinan
Alamat

SPK/Kon/Nota Pesanan

Tunggal

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibual untuk menjadi pegangan kedua belah
pihak agar dapat di pergunakan sebagairnana mestinya.

" Yang menyerahkan, . Yangmenerima,
Penyedia Barang Penyimpan Barang
 (TOTRUURPTOUORRN | (TR )
NIP NIP

Mengetahui :

Atasan langsung

NIP

W




LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

FORMAT A

Nama Barang
Satuan

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI ‘SELATAN

KARTU BARANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSi SULAWES| SELATAN

Masuk Harga Keluar Harga ‘
No Tanggal . Jumlak | satuan | jumlah , Jumlah | satuan | Jumlah Sisa | Keterangan
Jenis Barang satuan Jenis Barang satuan .
Barang | (Rp) (Rp) _ Barang | (Rp) (Rp} -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
|
i
| |
\
| v ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG
"
( ) { )
NIP. .



FORMAT C

BUKU BARANG BELANJA MODAL { BARANG INVENTARIS )

BUKU BARANG BELANJA MODAL( BARANG INVENTARIS)

PENERIMAAN PENGELUARAN R
No. | Tanggal Na:;alf Merk / TahunPe Jomdan Tgl/No. aerim.:Acara TanggalDi | Diserahkan feaat S Tgxt/"’NO- Keter
" | Diterima Js Ukuran | mbuatan / Kontrak/SP/SPK remasiizaan keluarkan kepada Satuan/ LR =uIDYS angan
arang Satuan ; Tanggal | Nomor Barang rahan
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14
S - SO [ — . S S .
ATASAN LANGSUNG PENYIMPANBARANG
Luﬁnwmm.ml

Wm LA "J)-

NIP...




FORMAT D BUKU BARANG / JASA { BARANG PAKA| HABIS )
BUKU BARANG / JASA (BARANG PAKAI HABIS)
L PENERIMAAN ’M_'_':f}:: _ PENGELUARAN [ )
. / ik KTEiQ::"-J BeritaAcara W . Tgl/N
ama . Jumla on ; . umla gl/No.
T | / Pemeriksaan
No. | 4nBBY | JenisB 3{:’3‘3{! m:::;: Pe | “Satuan | SP/SPK/ ——— ke}'::i‘:‘l:m Di;"e”‘a':;:‘“ Satuan/ | SuratPenye | Keterangan
__arang Barang Harga angga omor p Barang rahan
Satuan ) . A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 12 13 14
= -y ] —— e e e e e e e
1 | I
ATASANLANGSUNG PENYIMPANBARANG
e P ( i



FORMAT E : PENDISTRIBUSIAN BARANG

PENDISTRIBUSIAN BARANG

.

SKPD
Kontrak Jual Beli Surat Pesanan Sankah
NO JENIS BARANG Surat Perintah Kerja Jumiah Harga
Tanpga! Nomor Baryaknys |Harga Satuan
1 2 3 4 5 [ 7

NiP.

ATASAN LANGSUNG

PENYIMPAN BARANG

NIP.




FORMAT H KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG

KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG
SKPD i :
Kab/ Kota :Provinsi
Provinsi  : SULAWESI SELATAN

Gudang
NamaBarang Kartu No. fiiccciiin
Satuan Spesifikasi t.nns
No./TglSurat ' JumlahHargaBarangygDiterima/ W
Barang-barang R .
Tanggal Das;;:!::/xeri Uraian i Sl;:;gai YangDikeluarkan/Sisa Keterangan :
Pengeluaran Masuk Keluar Sisa Bertambah Berkurang Sisa :
1 2 3 4 5 (4-5)6 7 8 9 (B-9)10 11 3
s W - ~d
—- . R s = \
S
ATASAN LANGSUNG PENYIMPANBARANG
T, ) rp————————— )
] NAT——




FORMAT D BUKU BARANG / JASA { BARANG PAKAT HABIS )
BUKU BARANG / JASA (BARANG PAKAI HABIS)
PENERIMAAN T "PENGELYARAN )
Nama/ jumlah / 5 ‘ié'ﬁ/ Detifateni | Jumiat | Ta/N
ama, | Jumlal oni Pemeriksaan , P | Jumiah gl/No. | .
No ;’:uglgal JenisB !r;!:rk/ :ahﬁPe., Satuan SP/SPK/ 1 K }'anglial[)l Dl;etal:lkan | Satuan/ | SuratPenys ! Keterangan
iterima arang uran mbua Barang Harga Tanw[ | Nomor eluarkan epada | Barang rahan
Satuan B IR N S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 13 14
S | ,fr e S e e e
BN = = o I SERORNE [ - == s a =
. . SN I S SUS G N
L | S | IR [ R i S T
e e DO —— s 1
_ I S R
ATASANLANGSUNG PENYIMPANBARANG
Lammm.l f casaa ...1
NP iiiiasismissin - NIP e samsainmg



" FORMAT H KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG

KARTU PERSEDIAAN PENGGUNA BARANG
SKPD o
Kab/ Kota :Provinsi
Provinsi  : SULAWESI SELATAN

Gudang
NamaBarang Kartu No. to
Satuan Spestikasi. o
[ No./TglSurat ]uml_ahHar‘gaBarangygDiteﬁTn; o ‘ T
I § ]
. l DasarPeneri 2 ang-barang Harga YangDikeluarkan/Sisa - |
Tanggal Uraian Satuan e S Keterangan |
| Masuk | Keluar Sisa L Bertambah | - Berkurang Sisa 1
Pengeluaran . S
1 2 3 4 5 (4-5)6 7 8 9 (B-9)10 11 N
| i
. s s : AT— N S PR, |
_____ s s SO SO— =
_________ e 1 S
ATASAN LANGSUNG PENYIMPANBARANG




Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 23 Tahun 2016

Tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2015

tentang

Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan.

B

MAKASSAR 2016




GUBERNUR SULAWESI SELATAR
PERATURAN GUBERNUR SULAJ’WESI SELATAN
‘NOMOR 23 TAHUN 2%016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERlii'U'R SULAWESI SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG! KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI smwnsx SELATAN
DENGAK RAHMAT TUHAN QYA§~:G MAHA ESA

~ GUBERNUR SULAWESI éELA'mN

Menimbang : a. bahwa pendapatan daerafh dilaksanskan atas prms1p
kebijakan akuntansi !pe ermtahan berbasis akrual

dengan tujuan meningka keterbandmgan Laporan
& Keuangan baik antar ;pe iode maupun antar Enutas
Pelaporan;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Gubernur Sulawesi Selafén Nomor 63 Tahun| 2015
tentang Kebljakan Akujntanm Pendapatan ]j)aerah
Provinsi Sulawesi Selatan. tihpandang tidak sesuai dengan

i prinsip kebl]akan akhntanm pemerintahan bf;rbasus
! akrual, sehmgga perlu dlubah dan ditinjau kembali
untuk dllakukan penyesua,_lan

i

c. bahwa berdasarkan[ sertimbangan sebagaimana
dimaksud délam huruf § g, dan huruf b, perlu meneﬁap]mn
Peraturan Gubemur Su‘la .si Selatan tentang Pe ahan

: Atas Peraturad Gu‘be ulf{Sulawem Selatan Nomor; 63

' Tahun 2015 téntang Keﬁ _}akan Akuntansi Pendépatan

Daerah Provmsi Sulawegi “elatan

I
J

Mengingat : : 1. Undang—Undént Nomor'l’? Tahun 2003 tentang Ke aﬁgém
: Negara (Lem Negara Repubhk Indonesia Tahun éO(!)S
Nomor 47, 'fambahan |Lembaran Negara R’epﬁbhk

Indonesia Nomdr 4286);:

2. Undang—Un_dang Nomor 1 Tahun 2004 :ten,tahg
Perbendaharqaﬁ Negara ' (Lembaran Negara Repubhk



o

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Kcuangs}n
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan iLembaran Negara Republik
IndoFes{a Nomor 4400); L

4. Undang-Undang Nomor |33 Tahun 2004 tenta_ng
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah! (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2004 Notmr 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 2!}3 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daemh (Lembaran Negara. R;pdbhk :
Indonesia Tahun 2009 Noﬁnor 130; Tambahan Lembaran :

Negara Republik Indone°1a Nomor 5049); .
i o

Pembentukan Peraturari Perundarig- undanga:n (Leinbaran, i 2

6. Undang-Undang Nomér } 12 Tahun 2011 {entaﬁg N

Negara Republik Indonesia Tahun 2011° Nombr 82,
Tambahan Lembaran Neg%m Republik Indones1a!Nomor P
5234);

7. Undang-Undang Nombr ‘-'23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah[ ; mbaran Negara Rbpu'blik
Indonesia Tahun 2014 Nogor 244, Tambahan Let baran
Negara Republik Indoréleai Nomor 5587) sebaghimana

|
i

telah diubah beberapd i terakhir dengan Undang--
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan' Kedua
Atas Undang-Undang No' ior 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015! Namor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 567 9);

8. Peraturan Pemerintah No or 58 Tahun 2005 !;entang
Pengelolaan Keuangan )aerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun! 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578);{ :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentahg
Standar Akunftanm Pemerintahan (Lembaran lNega.‘ra :
Republik Indonesua Tahun 2010 Nomor 123, Tambah
Lembaran Negaxa Repubhk Indonesia Nomor 5165) '

10. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
teniang Penerapan Standar Akuntansi Pemermtahan




=3
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan
Dana Bergulir Pada Pemérmtah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752) ;

12. Peraturan Daerah Provmm *Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan {Keuangan ‘Daerah (Leﬁ!nbaran
Daerah Provinsi Tahun{2006 Nomeor 13, Tambahan .
Lembaran Daerah Provmsx Nomor 230) sebageumana telah
diubah beberapa kali ter hir -dengan Perathran eréh
Provinsi Nomor 3 Tahun 21 ,15 (Lembaran Daerah omnm

Tahun 2015 Nomor 3, [ambahdn | Lembaran Daerah
Provinsi Nomor 281); £

.

13. Peraturan Gubernur ENCJU&\:r 73 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi | | erintgh iProvmm Spla%vem
Selatan (Berita Daerah' Pr vinsi Sulawesx Selatan% Tahun
2014 Nomor 73); il ] : J X

14. Peraturan Gubernur ‘N‘__or 74 Tahun . 2014 enjitahg_
Sistem Akuntansi Pe reiintah SE)aerah (Bénth“ Daerah
Provinsi Sulawesi Selat -

lhin’ 20143 Nom ok 74}

ik ]
{ ]

15. Peraturan Gubernur: S 1y esuSélatm;: NOmnr,,GS Tarhun
2015 tentang Kebija .:- A nt&&*.lsx Pendagatéﬁ'ﬁr Dae
Provinsi Sulawesi Selat f H e;nm [baeré,h Provinsi’ tSula;‘wem
Selatan Tahun 2015 No j

ase J
-

63 TAHUN
PENDA.PATAN

Ketentuan dalam Lampu-j.n ratux‘an Gub rnur- S, la',es.
Selatan Nomor d3 ,'ahu gﬁ tent.a&ag Kpbuakan Akiin;
Pendapatan Daet Provinsi j:]awcsx Selatari (B(tm,{:& ae
Provinsi Sulawesn lSelataniT 2015'N0u{'of-56:?4)',3 i
sebagaimana te;“ ci "_'_
bagian tidak terpisa dlm ;eraturan Guberu inf




Pasal I

Peraturan Gubernur ini. mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. .
Agar setiap orang meg’llgtahuigya, memerintahkan
pengundangan . Rerature '} Gubernur  ini dengan
penempatannya daliit Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan. E

, SH., M.8i., MH
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LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 APRIL 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS . PERATURAN GUBERNUR

I. PENDAPATAN-LO

SULAWESI SELATAN NOMOR 63 TAHUN '2015
TENTANG KEBIJAKAN _AKU‘HIANSI PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SUL: :

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. UMUM '

\ 1
B. KLASIFIKHSI . i i |
f

a.

b Pcngakuan atas Pendapatan-LO ad

Pendapatan-LO adalah hak pemerintgh daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam ° pe;n e tahun : anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu daza ' kemball. Hak pemerintah
tersebut dapat diakui sebagai Peridapatan-LO apabila telah timbul
hak pemerintah untuk menagih '_‘ua.tu pendapatan atau telah
terdapat suatu realisasi’ pendapatifm ang chtanciax dengan adanya
aliran masuk sumber daya ekonomi. }!
sebagai berikut:

i. Pendapatan-LO yang dxpero éh berdasarkan peratu;-an
perundang-undangan dmku{‘ p; cka saat timbulnya hak un!tuk
menagih pendapatan yaitu ;pada ‘saat erbitk.annya s rat
ketetapan pajak oleh pe_lg.' h] yang berwenang yang
mempunyai kekuatan hukL',n;i_,i;_ engikat dan ‘harus ba;ydr
oleh wajib pajak. Hal ini ‘merupakan tagihan- (plﬂtﬂn§) bag1
pemerintah dan utang bagi '.Ja_ll pa_]a.k }

ii. Pendapatan-LO yang d1per 1 ht sebagal lmbalan atas | suat;.l
~ pelayanan yang telah sele:';?“benkan 1d1aku1 pad
timbulnya hak untuk ;zj-i"_“ imbalan yaitu tjafh
diserahterimakannya barargidatau jasa dari pem
kepada pihak ketiga. L

iii.. Pendapatan-LO yang: chpemlq 1! dari; adanya aliran 6!.:E

sumber daya ekononu, .diakudi ;Jda sax-it d1§er1manya ata
. aset non kas yang menjad+ hi pemenntah tanpa tgrle:b
. dahulu adariya pén an.

i 2
by !

‘Pendapatan LO dddasmkasm menumt agal dan jenis pendapatan yaxtu

sebagai berikut: ; iy

L.

i
i
Pendapatan Asli Daerah: (PAD], 1
i

1. | Pendapatan Pajak Déergh. | 1!

a. Pajak KendaraaniBermotor®

b. Bea Balik Nama Kéndaraan: liéﬁnotor :

¢. Pajak Baham%akbr‘(eﬁdaraim'_ lermotor

e. Pajak Rokok

d. Pajak Air Permukdan' =~ .| i
: L

! !
EY .

Pendapatan Retribusi Daerah

o

3. Pendapatan Hasil ' ! Pengelolaaﬂ Kekayaan Daerah | Yang

] i 3




‘Dipisahkan

i

Lain- la.m Pendapatan Asli Daerah Lainnya

el
H
v
i
E
1B

Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

. | Dana Alokasi Khusus

I

endapatan Lain-Lain yang Sah

Pendapatan Hibah

-

!‘Jf""om.")!"'

Dana Penyesuaian

C. PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Pendaﬁatan Asli Daerah -
a. Pajék Daerah
1) lj’ajak Kendaraan Bermotor (PKB)'
a) Pengakuan

1.

iii.

Pendapatan PKB-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih pendapatan yaitu pada saet jatuh tempo.

Dalam hal terjadi mutasi keluar kendaraan bermotér 'darl
wilayah Provinsi Sulawesi Sélatan sebelum tanggag Ja.tuh
tempo pajak kendaraan bermotor tahun bcnkutnya maka
nilai Pendapatan PKB-LO harus diakui sebesar pener;lmaan
PKB yang telah dlteruna.}, dalam masa pajak! yang
bersangkutan, kecuali jika: Wajib Pajak mengéjukan
permohonan Restitusi atas kcleblha.n pembayaran.

Dalam  hal permohon pengﬁmi)ahan kel bih
pembayaran pajak dise jui, maka diakui . Tl

pengurang Pendapatan PKB- pada sadt dibayar

b) Pengukuran = b

i.

ii.

¢) Penyajian dan Pengdngkapmh

Penyajian dan pengt.ili_lgkap_‘
lembar muka lapgran keuar
Laporan Keuangan adalah sebaj

1.

Pendapatan PKB-LO diukur/inilai secara bruto yaitu tidak
dikurangkan atau dikompen:; _ sikan ‘dengan pengeluaran.

Pendapatan PKB-LO d,it_l]{u-l"/dlnllal dengan nilai nominal
yang akan diterima oleh cu‘x,nntah Daerah sebesar J"Lll‘lilah
PKB yang tclah{ja*tuh tempo.

"r,‘," dapatan PKB-LO ba1k dajam.
mauptun Catatan atas

agai berikut:
N i
Pendapatan PKB-LO disajikgn dalam La,poran Oper#smnal

(LO) dalam baém}n Penddpatan LO, derigan menggu
mata uang rupiah. £

asar pencatatan pendéipa'tan
ar rekapitulasi PKB yang jatuh
tempo senap se ,ester an dltandatangam oleh %(epaia

SKPD pemungut Pajak dxu gkapkan dalarh Csatatah atas
Laporan Keuangaln ] .




5.

: g ii. Rmcm.n dari rekapitulasi. PKB setiap semester terdiri dari

PKB atas: 'keqdaram

,' ;han/ula.ngan dan PKB atas

iv. Rincian dari Pendapdtan
kendaragn qufe. or

La.poran Keuanga.ﬁ ( '

2) Bea Balik. Nnma Kendaman B

! iv.

b) Pengukuran
Pendapatan BBNKB-LO. d1
dikurangkan = atdu:j,
pengeluaran, berdasarkan S ;

i. Bea BaJJ.k Nama merup
dlpungli
(Official Asseskl

ii. Pendapam.n
unituk menagih ¥a

dan seterusnya, Pendap:'

yang sah.

T

tidak

Penyajian dan Pengungkap”j

Penyajian dan pengun,',
dalam lembar mu 'la.bo‘ )

Laporan Keuallga.n Sdalah Sdb _Ji o

Operasional (LOl dalam_

menggunakan mzfm;umll;ﬂl ah.

ii. Dokumen yang I adp
perpajakan-LO: berupa. |
Catatan atas Iiépoﬁ‘gn U

atas Laporan Kp éﬁgan !

t berdasarkan ket L

sejak transaksi pengalxhﬁ; -

Rincian dari r!é‘l{‘pta;:% B
per jenis kendgraarn- B’érxqb_t

e

a) Pengakuan

telah mener}}f ?

sesua.l ketentu_ pel o
iii. SKPD BBNKBJ‘ o1

pa'.]ak ' 1 S I 0 : V‘}

t

BNKB- LO per kabupa

BT I UPTD dan per jenis
.-'daiarn Catatan atas

/dm,llm ca.ra bruto y 1tu
dxkempe *;asxka.n en a.h
' BBNKB- LO baik

pun Catatzﬁn atas

dalm paran

pan;in LQ engan

pnncatatq.n pend patan

1 harus - dﬂolaskan daiam

éia,n

diurigkapkan' dalam f ta‘tan
|
| :

1ol



A=

3) Pajak Air Permukaan (PAP)
é} Peng'aku'an

i.

v,

Pendapatan PAP merupa.katn jenis Pajak Daerah yang
dipungut berdasarkan keteb?pan Pejabat vang berwenang

Qﬁ'iaal Assessment)

Pendapatan PAP-LO dlakm p ida saat timbulnya hak.untuk
menagxh yaitu ‘pada saat jabat’ Pemungut Pajak telah

menenbitkan SKPD atau ST D yang mempunyai- kekuatan_

hukum meng1kat dan h s dibayar oleh wajib’ pajak
sesuai Ketentuan pcraturan rpajakan yang berlaku.

SKPD PAP diterbitkan pada saat Wajib Pajak membayar
pajak, atau pada saat Wajib Pajak telah melaporkan objek
pajak, atau pada saat ditemukannya objek pajak oleh
petugas pajak. !

SKPD yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo akan
dikenakan denda per bulan yang dihitung se_]ak jatuh
tcrnpo pembaysaran SKPD berdasarkan STPD.

Pada. saat terjadi kelebihan ' pembayaran pajak, kelebxl;xan
tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi iumtuk
pembayaran pajak yang akan datang dan d1perh1t1fn§kan
sebagai pajak yang diterima dimuka. b

b) Pengukuran

Pendapatan PAP-LO diukur/dihilai secara bruto yaitd. tifl

berdasarkan SKPD dan/atau S‘f:‘PD.

F N
ak:
»

dikurangkan atau dikompensasikan dengan pen"géli.xm!.a.q; :

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan
lembar muka laporan keua:

“Laporan Keuangan adalah séba

| i. Pendapatan PAP-LO dmd‘]'

Apabila penyetoran dllaku "'

. -
P’endapatan PAP-LO bsuk}dalam
maupun Ca.tatan atas

i berikut:

dalam mata uang rupiah.
dengan ‘mata uang |asing,

maka dijabarkan dan ¢ :' aks da]am rupiah dengan
menggunakan ‘kurs pa.d anggal ' iransa_ksx Jika; il gﬁl}z
Ban

diperoleh, maka | da.pat meigguna.l-:an tengah|

Indonesis. :
ii. Pendapatan PA?P-LC;}. disaj'

Dokumen ya.ng menja‘
Pajak Air Pemmkaan
diungkapkan dﬁlﬁin iCatat

- i

iv.

diungkapkan dhlgm’ Cata

Rincian dari ,Ffendapatan

‘ dalam Ldporan Operéls1c$nél
(LO)-dalam bagmnff?@nda‘ﬂa A P

-;'?sar pencatatan pend ;ta'n
).| | berupa - SKPD dan S PD
1idtas Laporan Kgau_angan

} ‘PAP -LO per kab pate;n
atas Laporan Keuangan



A

4) Pajak Bahan Bakar Kendma.n Bermotor (PBBKB)

a) Pengakuan

i, PBBKB merupakan jenis B

ajak Daerah yang dipungut

berdasarkan Laporan dan per}nmngan Wajib Pajak sendiri

(Self Assessment).

ii. Pendapatan PBBKB-LO
Pemberitahuan Pa_;ak Daeral
atau pada saat, Petugas: ,P@J
SKPDKBT apabila ditem]
pembayaran pajak dari Jum

dlak'ui

pada saat Surat
. diterima dari Wajib Pungut,
hk menerbitkan SKPDKB dan
likan adanya  kekurangan
yang seharusnya dibayar

oleh Wajib Pajak.

iii. PBBKB yang tidak deayér pada saat jatuh

pembayaran akan . dlkcn

tempo

denda per bulan yang

dihitung sejak’ jatuh temg;o pembayaran berdasarkan

SKPDKB dan/atau SKPDKBT |

iv. Pada saat ter_;adl kelebﬂmn;
tersebut mperhltungkan
pembayaran pajak yang, aka
sebagai pendapatan PBBI{B

b) Pengukuran
Pendapatan PBBKB-LO dxukur/

4@ dikurangkan atau dikompe

pembayaran pajak, kelebihan
bagai kompensasi untuk
datang dan diperhitungkan
ing diterima dimuka.

P

ilaji secara bruto yaitu tidak
ikan dengan pengeluaran,

berdasarkan SSPD, SKPDKB ti { atau SKPDKBT.

c) Penyajian dan Pengungkapan.‘ :
Penyajian dan pengungkapé.n'

dalam lembar muka Ia.pora.n; ké}:

Laporan Keuangan adalah sebag

i. Pendapatan PBBKB-LO dléaj; ‘

Apabila penyetoran -di

maka dijabarkan  dan dJleys_

mcnggunakan kurs

kurs tengah Bank 1ndones{a.

ii. - Pendapatan PB‘ K:'B—LO‘

Operasional (LO}
iii. Dokumen - yang
PBBKB-LO beruj
yang sejenis, yang dlsa.mp

234

dmajﬂcan - dalam

ndapatan PBBKB-LO baik
a.ngan maupun ‘Catatan atas
berikut:

dalam mata uang rupiah.
dengan mata uang. asing,

dala,m rupiah dengan
berla!ku 'di Bank ! yang

; E:ransak;%u atau menggqnakan

ik: j oleh Wajlb Pungut PB‘BKB

iv. Rincian dari Pemdapatan PBBKB LO per jenis bahan bakar
kendaraan berﬁmtor dmngkapkan dalam CaIate.rL atas

Laporan Keuang&n



5) Pajak Rokok
a) Pengakuan

i. Pajak Rokck merupakan jenjs Pajak Daerah yang dipungut
berdasarkan Laporan dan :vlrh.ttungan a_ub Pajak sendiri
(Self Assessment) f |

ii. Pendapatan Pajak Rokok-- diakui pada saat Surat
Pembenta.huan realisasi yetoran Pajak'R‘okok diterima
dari Kementcnan Keuanggh atal.dgkumen lain yang
dipersamakan ‘pada - t mungut -Pajak. menerbxtkan
SKPDKB dan‘ SKPDKBT apablla ﬂtte.mukan ddanya
kekurangan pembayara‘.n :pg_]ak_ dap jumlah ° yang
seharusnya chbayar oleh£W }b-Paj ak.

iii. Pajak Rokok yang tldaks libayar pada saat jatuh jtempo
pembayaran ‘akan: dlken _‘ denda| per bulan: yang
dﬁutung sejaI;c jatuh tt--u ; pembayjaran berdasarkan
SKPDPCB dan/atau SKPUIGiﬁ. '

iv. Paﬁa saat terach kcleblhan{ pembaya.ran pajak, kelemhan
tersebut diperhitungkan ESebagal komp=nsasi untuk
pembayaran pajak yang akan datang dandiperhityngkan
sebagai pajak yang diterima d_unuka

Pengukuran

Pendapatan Pajak Rokok-LO dxukur/ dmﬂm secara bruto yaitu
tidak - dikurangkan atau | dlkompcnsasxka.n dengan
pengeluaran, berdasarkan Leniba.r K.on.ﬁnmim ’I‘ransfer dari
Pemerintah Pusat, SKPDKB, daﬁ/atau SKPDI{B I.

Penyajian dan Pengungkapan

- Penyajian ‘dan pengungkapan :Penda.patan Pajak RokokabO

baik dalam lembar muka lapor keuangan maupun C;ita:tan

atas Laporan Keuangan adaIah bagai berikut: i

i. Pendapatan Pajak Rokok—- ) disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam béj Pcndzipatan LO 4en§ah
menggunakanimata uang iah. ;

ii. Dokumen yang. menJach t;!hsar pencatatan pend pdtan
Pajak onok;-LO berupai. Surat Pembéritahuari dari
Kementerian ‘Keua.ngﬂp RI tentang jumlah r altsasz

penyetoran Bajak Rok:okj masing-masing Daerah per
triwulan serta SKPDKB d SKPDKBT

b. Retribusi Daerah

a) Pengakuan

1.

Retribusi . Daarah merupakan jenis Pajak Dage i )fé.rig
dipungut bcrdtise*rkan kétetapan pejabat yang be en'p.ng

atau petygas yang thunJuk sebdgai petu as - un t
retribusi daera.h ¢ g



T

fr

—

\

ii. Pendapatan Retribusi-LO diakui pada saat diterimanya
pembayaran retribusi, atau pada saat timbulnya hak untuk
menagih yaitu pada saat Pe igas Pemungut retribusi telah
menerbitkan surat ketetapah yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib retribusi
sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

ili. Surat Ketetapan dapat berupb SKRD/Recu/karcis maupun
STRD.

iv, SKRD}Recu diterbitkan pada saat Wa_pb Retribusi akan
atau telah memanfaatkan jasa pemerintah daerah yang
dikenakan  Retribusi 5684181 peraturan  perundang-
undangan. i '

v. SKRD/Recu yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo akan
dikenakan denda dan ditagili:dengan STRD atau dokumen

yang dipersamakan denéan dikenakan: denda per :bulan
yang dihitung sejak jatuh lten?po pembayaran SKRD.

b) Pengukuran

Pendapa{tan Retribusi-LO  di kur/duq]m secara . *bruto
berdasarkan SKRD/Recu/ka:cxs STRD atail dokumen‘ yang
dipersamakan. ;
J-
1
¢/ Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian dan pengungkapan P ndapatan Retnbysn—LQ Q S
dalam lembar muka laporan kedangan: mmipun Gatatah atas
Laporan Keuangan adalah sebag' nkut f ]

i. Pendapatan Rctnbusx-LO dlsaj dala:n gpo El'i'l
Operasional (LO) dalam | béis ndapatan uo dengan
menggunakan mata uang m. iz 1

Retribusi-LO berupa :S‘_ , '/Rccu"/lfcarcisfoI'RD]Surat
Setoran Retribusi Daerah | _SRD]]bukﬁ setoran lainnya
yang telah divalidasi ole‘h ank Penenma, diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan leuangan. -

iii. Rincian dari Pendapatan Retribusi-LO per SKPD dijelaskan
dalam Catatan.atas Laporpn keuanga.n '

|

c. Hasil Pengelohan Kekayaan Dnepﬁ‘ Jﬁ'm:lg Diptnhhn ! _

a) Pengakua.n g
s i ' ’

i. Pendapatan  Hasjl . elo kekayaan  Daerah{ yhn

_ ( 311 Fengelolaan ke , Da yang
Dipisahkan mt ikan Begian laba Pemerintah P vinsi
atas kepc:m.h.li'l pgrusahiesti daerih (Baddn Usahg Milik
Daerah) atau jér Pemerintah Provinsi pada

~ badan usaha ydn | "\

ii. Pendapatan Has;]l
Dipisahkan-LO idiak
RKUD (cost m&t ;
harus diterimat berdasar- 1

Kekayaan daerah1 yang
t hasﬂny;i telah dlteli'lma (51
bagmn Pemerintah IDaerah
Peramran Daerah da.11/ &tau




8-

berdasarkan hasil pengumuman Rapat. Umum Pemegang
Saham (RUPS) Perusahaan (eguity method).

b) Pengukuran

Pendapatan Hasil = Pengelol; Kekaysan Daerah yang
Dipisahkan-LO diukurjdinilai 'segara bruto, ‘berdasarkan Bukti
setoran/transfer ke RKUD y telah - divalidasi oleh Bank
penempatan RKUD dan/atau “ha pengumuman Rapat Umum
Pemegang gaham (RUPS) Perusah luﬂ%ﬁm\ (equity method)

¢) Penyajian dan Pengungkapan ,

Penyajian dan pquungkapafn I ndapatars Hasil Kekayaan
Daerah yang: Dipisahkan-LO baikidalam lembar muka laporan
keuangan maupun Catatan ata§ Laporan :Keuangan ﬁdalah

sebagai berikut: R

i. Pendapatan Hasil Pengelolaah Kekayaan, Daerah yang Sah-
LO disajikan dalam Laporan‘Pper i
Pendapatan LO 'dengan mt.nﬁ jura g

ii. Dokumen yang raenjadi dasa.
Pengelolaan Kekayaan Daerl b
Transfer/bukti setoran ldini 3
Bank Penerima serta laporan hasﬂ RUPS.

13

11*0 Pﬁf?? .Ba‘*kf;_.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

1. Penerimaan Hasil Penjunhn Kﬁknyaan Daerah yang“ridnk
Dipisahkan

a) Pengakuan

i. Penerimaan Hasil Penjuglan Kekayaan Daerah yang
Tidak Dipisahkan berupa. penjualan -rumah dinas,
kendaraan dinas maupurt laset milik Pemerintah I.paerah
lainnya yang bernilai' ekgnomis, baik yang dllakukan
secara tunai maupun deia.n mengangsur (c1c11an)

ii. Pendapatan Penenmaan Hasil. Pepjua.lan Kek yaa.n
Daerah yang Tidak Dlpisahkan LO ' diakui pad.
tanggal perjax?_]lan mtanligmngasmnyea perjanjiar, bax’k
secara tunai lunas, méupun dengan t&lengangsur

V

£

b) Pengukuran

!
Pendapatan Penenmaan Hasﬂ Penjualan Kekayaan IDacra1h
yang Tidak Dipi -LO ldiukur/dinilai = secara br'*.lto
sesuai jumlah yan% telah dlseﬁakatl dalam perjanjian.

¢) Penyajian dan Pénéungkapim ;

Penyajian dan pen j ngkapan Pendapatan Peneri { Hasi

Penjualan Kekayasn Daerah ygng Tidak Dipisahkan- 3&?{:
dalam lembar muka laporan kwuangan maupun Catatdn atds
Laporan Kcuaﬂgé.n

I

adalah seb agm berikut: _ ,
* -



ok

a

b)

i. Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kckayaan
Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO -disajikan dalam
Laporan Operasional (LQ)dalam ‘begien Pendapatan LO
dengan menggunakan msta vang rupiah.

ii. Dokumen yang menjadi : dasar pem,atatan Pendapatan
Penerimaan'Hasil Penjuplan Kekayman Daerah yang
Tidak D1pisahkan LG :iidaigh dokumen perjanjian
penjualan dxungkapkan da;lam Catdtan atas Laporan
Keuangan. >

. Penerimaan Jasa Giro, Tunt tan Gantll Rugi Keuangan
Daerah, Denda atas’ Keteﬂnz‘nﬁ" i:am Péli
Denda Pajak, Pcndapatan darl

lain yang Sah. !

anaan Pekerjaan,
engemﬁﬂhn dan PAD Lain-

i

Pengakuan ‘ :
Penerimaan Jasa Giro, T‘un Litan Ganti Rugi Keuangan

Daerah, Denda atas Keterl

Denda Pajak, Pendapatan ci b

lain yang Sah-LO diakui
Pembebanan yang diterbi
Perbendaharaan ‘dan Tuntiit;

atan Pelaksanaan Pekerjaan,
engcm‘bahan dan PAD Lain-
dasarkan , Surat Keputusan

tkanjoleh Majelis TPTGR (Tuntutan

Ganti Rugt) atau pada saat

diterimd di RKUD wsesuai
kant peraturan perundang-

realisasi penerimaannya
jumlah yang seharusnys ber&’%
undangan. I

Pengukuran

Penerimaan Jasa Giro, 'I‘u futan Ganti Rugi Keuangan
Daerah, Denda atas Keterlan Jhatan. Pelaksanaan Pekq,r_]aan

Denda Pajak, Pendapatan da engémnahan dan PAD Lain
yang Sah-LO yang diakui !si}isar Juhnlah yang diterima di
RKUD atau = sesuai- juml yang ~harus dibayarkan
berdasarkan ketentuan yang bFrlaku.

Penyajian dan Pengungkapém ;
Penyajian dan pengungkapan‘ Pcnd&patan Penenmaan Jasa

Giro, Tuntutan Ganti Rugi
Keterlambatan Pelaksanaan
Pendapatan dari Pengembf i
baik dalam lembar muka Lapo
atas Laporan Kcuangan adale

{e¢uangan Daerah, Denda atas

Pekegaan Denda Pajak
' AD ! Lain yang 3
keuangan maupun C;ata‘tan

*sebaga.t berikut:

i. Penerimaan Jasa Giro, Thtutan Ganti Rugi Keuan
Daerah, Denda atas Keterlamba.mn Pelak
Pekerjaan, Den[ia Pajak, Pendapatan dari Pcngemba]ian,
dan PAD Lainj yang Sah L0 disajikan dalam Laporan
Operasional [LO) dalam bggian Pendapatan LO dengan
menggunakan ma.ta uan g rupiah.

ii. Dokumen yagg'menjadl dagsar pencatatan pendapatan-LO
berupa bukti Setoran 'atdl bukti transfer yang telah
divalidasi oleh Bank penempatan RKUD, ' surat
pembentah,uan ‘surat tagihan/surat teguran untuk

gan
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menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi
harus! ch_]elaskan dalam: Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Penerimaan Badan Umum. La.yan,‘an BaarahiBLUD)
a) Pengakuan

i. Penerimaan pendapatan_rqtaemh SKPD atau unit kerja
Pcmenntah Daerah’ yaﬁg:;jnenem &tan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK-BEUH) diaktipdda saat:

ii. D1terb1tkannya penem;hn’ umlﬁh \biaya jasa pelayanan
yang harus dibayar- oleH! ;eggun& jasa,

iii. Telah dlsetujumya kla'_".'_‘:__,bemb@aran jasa pelayanan
kesehatan yang dla_] an kepada lembdaga penjamin
asuransi, perusahaan’ dstifinsi, atau pemerintah daerah
(provinsi, kabupaten, §(_1" kota) sélaku penarggung

Lol

subsidi bantuan pelayan {kesehatan gratis,

b) Pengukuran

yang diterima di Rekemng
sesuai jumlah biaya pelayafn' nlyang 'di. , baik kepada
pengguna jasa maupun ika"i da- pcn_] atau sebesar
jumlah yang telah disahkan ol E

H
c) Penyajian dan Pengungkapan E"

% Penyajian dan pengungkaljﬁr Pendapatan Penerimaan

BLUD-LO baik dalam lenip

maupun Catatan atas I.apo
berikut:

1. Pendapatan Pen m‘naimT
Laporan Operasional {ILO__},{
dengan menggu.naikam 1t uang rupiah.

ii. Rincian Pendapatan Pé n."j‘ "

muka laporan keuangan
Keuangan adalah sebagai

l BLUD-LO disgjikan :dalam

1 BLUD-LO berdasarkan
jenis jasa lbelayaham‘" '; i g-mhsm SKPD/unit kerja
pengelola dmngkapkmp dhlam ’Ca atas Laporan
Keuangan. i

4. Pendapatan Dana Pe:ilm‘banzin B
a. Dana Bagi Haml Pa_]ak dagn l%ana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam : : '

a) Pengakuan ' ' '
Pendapatan Fenenmaan Eia.na Bagi Hasil Pajak dan Bagi
Hasil SDA-LO [d.ta}nu pat a saat kas telah dltenma di
RKUD dan/ at%u ‘jumlah tyang d1teta,pkan berdagarkan
Peraturan Me en Ke haﬁ an )fang ;mengatur t’pntang
Alokasi: Deﬁmtu‘ ‘masing-mhsing jenis penenmaan Dana
Bagi Hasil uﬂtﬂk tahuq yang berkenasn.

[t

dalami bagum Pgndapatan j 5 S



b)

Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasul Pajak dan Bagi
Hasil SDA-LO yang diakuij pada akhxr periode ‘akuntansi
dlmlal sebesa: Jumlah yang diﬁernna di. RKUD atau

yaﬁan berdasarkan
: ‘a.n ydn engatur tentang

Alokasi Definitif" masmg- Tasi
Bagi Hasil. i-

Penyajian dan Pengungkaphn

Penyajian dan pengun‘ ) :
Bagi Hasil Pajak dan |Bépi Hasil SI?ALO baik dalam
lembar muka laporan kelangan maqpun Catatan atas
Laporan Keuangan ada],ah gbbagal berikut:

i. Penerimaan Bagi: HasﬂJPa]al{ dan Bagi Hasil SDA-LO
disajikan dalam L.a pera:jmnal (LO) dalam
bagian Pendapatan {deng langgunakan mata
uang rupiah.

i

[l

ii. Dokumen: yang men_]a 11 asa: penc tatan ‘pendapatan
Bagi Hasil-LO berupa B} r dari Pemerintah
Pusat dan/atau Peratfiran l\gte‘n Keuangan yang
mengatur tentang Alo}!am Dehmf Dana Bag1 Hasil

masing-masing Dacrah;

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasu Khusus (DAK)

a)

b)

Pengakuan

Pendapatan DAU dan DAK diakui sesuai jumlah yang
ditetapkan dalam Peramf'an Présiden yang mengatur
tentang Alokasi Dana DAUF dan IZbAK 1untuk tahum yang
berkenaan.

Pengukuran

Penerimaan DAU dan DAK dinilai sebesar jum]ah yang. N

ditetapkan dalam Peratuf‘an Pres:den yang mengatur
tentang alokasi dana yang bers:ingkutan untuk tahun
yang berkenaan.

Penyajian dan Pengungica" an

Penyajian dan pengungkar ian Pendapatan DAU dan DAK

baik dalam lembar my kat laporan ‘keuangan pu:a

Catatan atas Laporan !ﬁeu%- 1gan adalail sebagai be

i Penerunaa.n DAU dan DAK disajikan dalam Laporan
Operasmna* {(LO) ,da],ém bagian Pendapatan LO
dengan mer}ggunakan mata uang rupla.h :

ii. Dokumen | yang ! mf:njadl dasar pencatatan
pendapatan«LO berupa Peraturan Presiden; yang
merigatur: tentang Alokslsi DAU dan DAK untuk! tahun
yang berkenaan hdrusf diungkapkan ‘daldm Oatatan

atas Laporan Keuangan.
1 ]
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iii. Pengurangan transfer DAU dan DAK oleh Pemerintah

Pusat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga

.mengurarngi -pendapatan-LO harus diungkapdan dan

dijelaskan/dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

a. Hibah

a) Pengakuan

1.

ii.-

Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah daerah
yang diakui sebagsu penambah ekuitas yang berasal
dari negara ‘lain, org sasi internasional, pemerintah
pusat, pemen.nbah daprah perusahaan
nega.ra/daerah individu, kelompok masyarakat,
lembaga : kemasyaraka baik dalam bentuk uang,
barang dan/atau jash, vang tidak dimaksudkan
untuk d.lbayar kemb i oleh pemerintah kepada
pemberi . hibah d&n aatnya dinikmati oleh
pemermtah

Pendapatan Hibah- *LO‘ ' iakui} paca saat timbulnya
hak atas’ pendapatail fhﬂ:m&1 ‘terpebut 'yaitu pada
tanggal Perjanjian | f-ﬁ" Parti .pg:n Pihak Ketiga,
Pernyatagn Pemberia dhy/ Partisipasi  * Pihak
Ketiga, atau do cnI ej ﬁn%upéda saat -Hibah
yang bq:pangkutan it "":_‘ dltenma Pemerintah
daerah melalui RKUD. | : A

b) Pengukuran _ 1 i

i.
Pendapatan ‘Hibah-LO dihilai sebesar jumlah; yang
tercantum dalam Perjany; H’ibe.h]/,Partlspasr lPlhak
Ketiga, Pernyataan Pemberian Habah/ Partlmpamjpﬂnak

Ketiga, atau dokumen sejénis.

c) Penyajian dan Pengungkap;—x’n

Penyajian dan pengun I
dalam lembar muka lapo AT

Penidapatan Hibah- LO beuk
keu&ngaﬁn maupun Catatan

atas Laporan Keuemganl a&éﬂah scbagaj, berikut:

i.

il

1ii.

Pendapatan Hlbahl-LCf disajikan: dalam L@poran
Operasional (LO) daldm bagian Pendapatan LO
dengan menggunakan matz uang rupiah. A*pabﬂa
penyetoran dilakukan dengan mata uang asing maka
dijabarkan dan dinyatakan dalai:n rupiah dengan
menggunakan kurs | pada tanggal tran,sakm Jika ‘hal
itu tidak diperoleh dapat menggunakdn kurs tengah
Bank Indoneésia.

Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang dxcatat
sebesar nilai nominal yang diterima di RKUD.

Pendapatan: Hibah-LO dalam bentuk
barang/jeisa/ surat berharga yang menyertakan rulm
hibah dichtat sebesar nilai nominal = yang
dicantumkan. |

o
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Pendapatan

iv.

Hibah-LO

dalam bentuk

barang/jasa/surat. bexharga yang tHidak menyertakan

nilai hibah dilakul

- periildian berdasarkan: (a)

biayanya; atau (b) harga pasdr, atau (c) taksiran yang

wajar. Apabila tiddk

’aa.pat dilakukan  penaksiran,

maka nilai hibat teitse ut cukup diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan

b. Dana Penyesuaian

lezangan.

i

es‘l‘lman diakui sesuai jumlah
am;; Peraturan Presiden  yang

mengatur ter ta.ng Aloka?i Dana Penyesuaian untuk

aj Pengakuan
Pendapatan ;: Dana Paj}
yang., dlter;;pkan d
tahun yang berl-cenaan i
b) Pengumrm

Penenmaan Dana Penye

yang | ditetapkan - de

) . tahun yang berkenaan. |
c)
Penyajian dan :
Penyesuaian baik dalam

maupun Catatan atas Lap

benkut:

Laporan Operas:ona.l

I

’ ' mengatur tentang: aloks,'sv ' 1111

Penyajian dan pengungkapF !
pengun

E"
Waian dinilai sebesar jumlah

| Perafuran Presiden yang
aydng bersangkutan untuk

i

gkapan Pendapatan Dana
lefbar mukal laporan keuangan
o&ran Keuangan adalah sebagai

i. Penerimaan Dana - Pényesuma.n disajikan dalam

(LEd)] dalam bagian Pendapatan

LO dengan menggunakan mata uang rupiah.

Dokumen yang rnenjach"h:lasar pencatatan pendapatan-

LO berupa Peraturan Prgsiden yang mengatur tentang

Alokasi Dana

Penye uman untuk tahun yang

berkenaan harus dlungkapkar dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.
11,
Pemerintah  Pusat
Provinsi,

Laporan Keuangan.

II. PENDAPATAN-LRA
A. UMUM

Pengurangan transfer!

sehingga mern
diungkapdan dan dl_]elaskan

' Dana
akibat

Penyesuaian oleh
kelalaian Pemerintah
gurangi peridapatan-LO harus
Catatan atas

Pendapatan-LRA adalah sen?ua penenmaan RKUD yang menambah

Saldo Anggaran Lebih (SAL) dELlﬂ.n:l

pgriode luhun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi fhak pexpen,mtah dan tidak perlu dibayar

kembali.
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B. KLASIFIKASI
Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan
yaitu sebagai berikut: '
'1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD)
' | 1. | Pendapatan Pajak Daerah
| a. Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendara&n Ber'motor
. Pajak Bahan Bakar Kenddrafin Bermotor

Pajak Air Permukaan !

| & Pajak Rokok

2. i Pendapatan Retribusi- Daerah

3. | Pendapatan Hasﬂ Pengelolaai1 Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan ‘
Pendapatan Asli laerah Lain- 1a1n yang sah

=

‘D-.n

ana Perimbangan/Dana ’I‘ransfer

4.

i |5 ‘

: 1. | Dana Bagi Hasil (Pajak dan bum ber Daya Alam)
2

3

Dana Alokasi Umum i '

_‘ ! Dana Alokasi Khusus i
"III Pendapatan Lain-Lain yang Sah :
1. | Pendapatan Hibah |

| 2. | Dana Penyesuaian . .‘

C.PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN

1. Pengakuan Pendapatan LRA

a) Pendapatan-LRA diakui pada saat:kas dari pendapatan tersebut
diterima di RKUD, kecuali Pendapatan BLUD.

b) Pcndapatan -LRA diakui berdasarkan

i. Surat Tanda Setoran yang d1t&ndatangam oleh pejabat Kas
Daerah;

ii. Bukti setoran/ttansfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh
Bank penempatan RKUD;

iii. Lembar Konfirmasi Transfer dari Pemerintah Pusat;
iv. Telah diterimanya uang di RKUD; dan
v. Bukti penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan perbankan.
c] Pendapatan BLUD-LRA diakui pada saat pendapatan tersebut
dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah
2. Pengukuran Pendapatan LRA

a] Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai no :al kas
yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan lengan
menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat i tanpa

3



D)

c)

5

dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Penerimaarn pendapatan LRA pada akhir masa akuntansi dinilai
sebesar uang yang masuk ke RKUD secara bruto dar awal
sampai akhir masa akuntansi, kecuaii pendapatan BLUD.
Pendapatan BLUD LRA pada akhir masa akuntansi dinilai
sebesar uang vang telah dilaporkan  dan disahkan oleh
Bendaraha Umum Daerah darii ewal sarpai akhir masa
akuntansi :

3. Penyajian dan Pengungkapan Pendanﬁtan LRA

a)

b)

Pendapatan-LRA disajikan pada L.aporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Arus Kas dalam mata uang rupiah:. Apabila | pencnmaan
kas atas pcndapatan ‘LRA dalam mata uang asing, maka
penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam! mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia.

Dokumen yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan
berupa:

1. Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas
Daerah;

ii. Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh
Bank penempatan RKUD;

1i. Lembar Konfirmasi Trasfer dari Pemerintah Pusat;
iv. Telah diterimanya uang di RKUID"
v. Berita acara hasil rekonsiliag ﬁa penﬁapatan antara ; SKPD

pengelola pendapatan ucngan s Da,e_‘ , Badan Pemgelola
Keuangan Daerah dan Dinas. Pg dapaf _"-‘-I) erah.

harus dijelaskan dalam Catatan ata Laﬁ:orantldeuangan
i : :
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang :

~ ‘Mengingat™ " 1.

NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

a. bahwa dalam rangka penyajian laporan pendapatan

‘daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntasi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan
Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan;A

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagailnana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak‘
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran



6.

11.

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo:
35234):

Undang-Undang “Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lecmbaran Negara®Republik Indonesia Nomor 51635,

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

.-tentang Pedoman- -Penyisihan - Piutang Dan Penyisihan

12.

13.

14.

Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752) ;

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nomor 230) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nomor 281); o

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2014 Nomor 73);

Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:

1.

ol

Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Gubernur adalah Gubermnur Sulawesi Selatan.

Akuntansi  adalah  proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penvajian laporan. serta
penginterpretasian atas hasilnva.

Standar Akuntansi Pemerintahan vang selanjutnva
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi vang
diterapkan dalam menyusun dan menvajikan laporan
keuangan pemerintah. .

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penvusunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan akuntansi pendapatan adalah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di
bidang pendapatan daerah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui

pendapatan, eban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yvang ditetapkan
dalam APBN/APBD.

Laporan Keuangan Daerah adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan
APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus
Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian
sistcmatik dari proscdur, pcnyclenggara, peralatan, dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.



11.

12.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan vang terdin
dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan vang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menhyvajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan vang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnyva disingkat LRA
adalah laporan vyang menvajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja. transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiavaan anggaran.
vang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannva
dalam satu periode.

. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yvang diakui

sebagal penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
vang bersangkutan dan tidak perlu dibavar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah vang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,

- pembiayaan, pendapatan-LO. dan beban, sebagaimana akan

termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan vang menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
SKPD Surat adalah surat ketetapan pajak vang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak vang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pckok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak vang masih harus dibayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
vang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak vang telah ditetapkan.



22. Surat Ketetdpan Pajak Daerah Lebih Bayvar, vang
selanjuinva disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak vang menentukan jumlah kelebihan pembavaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak vang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Setoran Pajak Daerah. vang selanjutnva disingkat
SSPD. adalah bukti pembavaran atau penvetoran pajak
vang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah
melalur tempat pembavaran vang ditunjuk oleh Gubernur.

24 Surat Tagihan Pajak Daerah. vang selanjutnva disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnva disebut
SKRD/Recu adalah surat ketetapan Retribusi vang
menentukan besarnva jumlah pokok Retribusi vang
terutang.

V]
o

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyva disebut
STRD adalah surat untuk melakukan. tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disinglkat
RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Kebijjakan Akuntansi Pendapatan Daerah sebagaimana
.dimaksud dalam Peraturan. Gubernur ini disusun berdasarkan
SAP berbasis akrual.

Pasal 3
Kebijjakan Akuntansi Pendapatan Daerah bertujuan untuk:

a. Memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun
Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah, Laporan
Keuangan Bendahara Umum Daerah, dan Laporan
Pendapatan Daerah pada SKPD dalam rangka meningkatkan
keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode
maupun antar Entitas Pelaporan; dan

b. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan
prosedur akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 4
Kebijakan Akuntansi Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan-LO yang meliputt

1. definisi dan pengakuan;
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2. pengukuran; dan

3. penvajian dan pengungkapan.
b. Pendapatan-LRA yang meliputi:

1. definisi dan pengakuan;

2. pengukuran; dan

3. penvajian dan pengungkapan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pendapatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal . .. - |

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr.H.SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH

Diundangkan di Makassar

pada tanggal R

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Qw

Ir.H.ABDUL LATIF, M.Si, MM

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR
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KEBIJAKAN ;‘xi\'UNTANSI PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWES] SELATAN

[. PENDAPATAN-LO

A UMUM

d

b.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah vang diakui sebagai
penambah  ekuiras dalam periode tahun anggaran vang
bersangkutan dan tidak perlu dibavar kembali. Hak pemerintah
tersebut dapat diakui sebagail Pendapatan-LO apabila telah timbul
hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah
terdapat suatu realisasi pendapatan vang ditandai dengan adanya
aliran masuk sumber dava ekonomi.

Pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

i.  Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan
perundang-uindangan diakui pada saat timbulnya hak untui
menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat
ketetapan pajak oleh pejabat yang  berwenang  yang
mempunval kekuatan hukum mengikat dan harus dibavar
oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi
pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

ii.  Pendapatan-LO vang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayvanan vang telah selesdal diberikan diakui™ pada saat
timbulnya hak untuk menagih imbalan vaitu setelah
diserahterimakannya barang atau jasa dari pemerintah
kepada pihak ketiga.

iii.  Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanva aliran masuk
sumber dava ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau
aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih
dahulu adanya penagihan.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan LO diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan vaitu
sebagai berikut: - S

I Pendapatan Asli Daerah (PAD) _

_ L

1. | Pendapatan Pajak Daerah
', a. Pajak Kendaraan Bermotor

' b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

| d. Pajak Air Permukaan

| c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

e Paja-k Rokok - ' ) 7__

13

o

Pendapatan Retribusi Daerah

| Pendapatan _ Hasil _Pengelolaan _Kekayaan _Daerah _Yang




Dq_)l&.arll\d
~ 4. Lain-lain Pm'dm)aggt Asli Daerah Lainnyva

II. LJdna P(“lml )angan

Dana Bagi Hasil (P&gak dan bumber Dava i@xﬁfn____

2. Dana \lokssa Umum

3 Dana \loka‘al E\nusus

I_H Pend_Lata*l Lain-Lain vang Sah

1. ' Pendapatan Hi bdh

2 Dana Penvesuailan

C PENGAKUAN. PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
1} Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
a) Pengakuan

i. Pendapatan PKB-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih pendapatan vaitu pada saat jatuh tempo.

ii. Dalam hal terjadi mutasi keluar kendaraan bermotor dari
wilavah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum tanggal jatuh
tempo pajak kendaraan bermotor tahun berikutnya, maka
nilai Pendapatan PKB-LO harus diakui sebesar penerimaan
PKB vang telah diterima dalam masa pajak vang
bersangkutan, kecuali jika Wajib DPajak mengajukan
permohonan Restitusi atas kelebihan pembayaran.

iti. Dalam  hal permohonan  pengembalian  kelebihan
pembavaran pajak disetujui, maka diakui sebagai
pengurang Pendapatan PKB-LO pada saat dibayarkan.

b) Pengukuran

i. Pendapatan PKB-LO diukur/dinilai secara bruto vaitu tidak
dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran.

ii. Pendapatan PKB-LO diukur/dinilai dengan nilai nominal
vang akan diterima oleh pemerintah Daerah sebesar jumlah
PKB yvang telah jatuh tempo.

¢) Penvajian dan Pengungkapan

Penvajian dan pengungkapan Pendapafém PKB-LO baik dalam
lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan PKB-LO disajikan dalam Laporan Operasional
(LO) dalam bagian Pendapatan LO, dengan menggunakan
mata uang rupiah.

ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
perpajakan-LO berupa daftar rekapitulasi PKB vang jatuh
tempo setiap semester yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD pemungut Pajak diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

T BN Srsenmbls
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Rincian dan rekapitulasi PKB setiap semester terdiri dari
PKB atas kendaraan pengesahan/ulangan dan PKB atas
kendaraan baru (termasuk kendaraan mutasi masuk).

Rincian darn Pendapatan PKB-LO per UPTD dan per jenis
kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a) Pengakuan

1.

1.

11i.

v,

Bea Balik Nama merupakan jenis Pajak Daerah vang
dipungut berdasarkan ketetapan Pejabat vang berwenang
{Official Assessment)

Pendapatan BBNKB-LO diakui pada saat timbulnya hak
untuk menagih vaitu pada saat Pejabat Pemungur Pajak
telah menerbitkan SKPD vang mempunvar kekuatan
hukum mengikat dan harus dibavar oleh wajib pajak
_sesuai ketentuan peraturan perpajakan vang berlaku.

SKPD BBNKB diterbitkan pada saat Wajib Pajak membayar
pajak.

Untuk kendaraan baru, Pendapatan BBNKB-LO diakui
sejak tanggal faktur. Untuk kendaraan penyerahan kedua
dan seterusnva, Pendapatan BENKB-LO diakui 30 hari
sejak transaksi pengalihan kemilikan sesuai bukti-bukti
vang sah.

b) Pengukuran

Pendapatan BBNKB-LO diukur/dinilai secara bruto vaitu
tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan
pengeluaran, berdasarkan SKPD. -

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajlan dan pengungkapan Pendapatan BBNKB-LO baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i

i,

111.

Pendapatan  BBNKB-LO  disajikan dalam  Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
perpajakan-LO berupa SKPD harus dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Rincian dari Pendapatan BBNKB-LO per kabupaten dan per
jenis kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

ol



3) Pajak Air Permukaan (PAP)

a} Pengakuan

h)

1:

111.

v.

Pendapatan PAP merupakan jenis Pajak Daerah vang
dipungut berdasarkan ketetapan Pejabat vang berwenarng
{Official Assessment)

Pendapatan PAP-LO diakui pada saat timbulnva hak untuk
menagih vaitu pada saat Pejabat Pemungut Pajak telah
menerbitkan SKPD atau STPD vang mempunvai kekuatan
hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak
sesual ketentuan peraturan perpajakan vang berlaku.
SKPD PAP diterbitkan pada saat Wajb Pajak membavar
pajak, atau pada saat Wajib Pajak telah melaporkan objek
pajak. atau pada saat ditemukannva objek pajak oleh
petugas pajak.

SKPD vang tidak dibayvar pada saat jatuh tempo akan
dikenakan denda per bulan vang dihitung sejak jatuh
tempo pembayaran SKPD berdasarkan STPD.

Pada saat terjadi kelebihan pembayvaran pajak, kelebihan
tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk
pembayaran pajak yvang akan datang dan diperhitungkan
sebaga’ pajak yang diterima dimuka.

Pengukuran
Pendapatan PAP-LO diukur/dinilai secara bruto vaitu tidak

dikurangkan atau dikompensasikan dengan pengeluaran,
berdasarkan SKPD dan/atau STPD.

Penyajian dan Pengungkapan

~ Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PAP-LO baik dalam

lembar muka Ilaporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1.

.

1ii.

v.

Pendapatan PAP-LO disajikan dalam mata uang rupiah.
Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing,
maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika tidak
diperoleh, maka dapat menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia.

Pendapatan PAP-LO disajikan dalam Laporan Operasional
(LO) dalam bagian Pendapatan LO.

Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
Pajak Air Permukaan-LO berupa SKPD dan STPD
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Rincian dari Pendapatan PAP -LO per kabupaten
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
a) Pengakuan

i. PBBKB merupakan jenis Pajak Daerah vang dipungut
berdasarkan Laporan dan perhitungan Wajib Pajak sendiri
(Self Assessment)

. Pendapatan PBBKB-LO diakui pada saat realisasi kas
diterima di RKUD tanpa didahului dengan SKPD. atau
pada saat Petuges Pajak menerbitkan SKPDKB dan
SKPDKBT apabila ditemukan adanya kekurangan
pembavaran pajak dari jumlah vang seharusnva dibavar
oleh Wajib Pajak.

ii. PBBKB yvang tidak dibayar pada saat jatuh tempo
pembavaran akan dikenakan denda per bulan vang
dihitung sejak jatuh tempo pembavaran berdasarkan
SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

iv. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak. kelebihan
tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk
pembavaran pajak vang akan datang dan diperhitungkan
sebagail pendapatan PBBKB yang diterima dimuka.

b) Pengukuran

Pendapatan PBBKB-LO diukur/dinilai secara bruto vaitu
tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan
pengeluaran, Dberdasarkan SSPD, SKPDKB dan/atau
SKPDKBT.

¢] Penyvajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan PBBKB-LO baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: o

i. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam mata uang rupiah.
Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang asing,
maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan kurs vang berlaku di Bank vyang
bersangkutan pada tanggal transaksi, atau menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia.

ii. Pendapatan PBBKB-LO disajikan dalam  Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO.

iii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
PBBKB-LO berupa bukti pembayaran vang telah
dilakukan, baik dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
maupun bukti transaksi lainnya yvang telah mendapatkan
validasi diterimanya setoran pada RKUD,; SKPDKB; dan
SKPDKBT, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

iv. Rincian dari Pendapatan PBBKB-LO per jenis bahan bakar
kendaraan bermotor diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. .



S) Pajak Rokok
a) Pengakuan

i. Pajak Rokok merupakan jenis Pajak Daerah vang dipungut
berdasarkan Laporan dan perhitungan Wajib Pajak sendiri
(Self Assessment]

i1. Pendapatan Pajak Rokok-LO diakui pada saat realisasi kas
diterima di RKUD tanpa didahului dengan SKPD, atau pada
saat Pemungut Pajak menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT
apabila ditemukan adanva kekurangan pembavaran pajak
dari jumlah vang seharusnyva dibayvar oleh Wajib Pajak.

iii. Pajak Rokok vang tidak dibavar pada saat jatuh tempo
pembavaran akan dikenakan denda per bulan vang
dihitung sejak jatuh tempo pembavaran berdasarkan
SKPDKRE dan/atau SKPDKBT.

iv. Pada saat terjadi kelebihan pembayaran pajak, kelebihan
tersebut diperhitungkan sebagai kompensasi untuk
pembavaran pajak vang akan datang dan diperhitungkan
sebagai pajak vang diterima dimuka.

b) Pengukuran

Pendapatan Pajak Rokok-LO diukur/dinilai secara bruto vaitu
tidak dikurangkan atau dikompensasikan dengan
pengeluaran, berdasarkan Lembar Konfirmas: Transter dan
Pemerintah Pusat, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan FPendapatan Pajak Rokok-LO
baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan
_ atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Rokok-LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

1i. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
Pajak Rokok-LO berupa bukti transfer/penyaluran hasil
penerimaan Pajak Rokok dan/atau Surat Pemberitahuan
dari Kementerian Keuangan RI tentang jumlah penerimaan
Pajak Rokok masing-masing Daerah per triwulan; serta
SKPDKB dan SKPDKBT.

. Retribusi Daerah

a) Pengakuan

i. Retribusi Daerah merupakan jenis Pajak Daerah yang
dipungut berdasarkan ketetapan pejabat yang herwenang atau
petugas vang ditunjuk sebagai petugas pemungut retribusi
daerah.

ii.\,Pendapatan Retribusi-LO diakuir pada saat diterimanya
pembayaran retribusi, atau pada saat *timbulnya hak untuk
menagih vaitu pada saat Petugas Pemungut retribusi telah
menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan



hukum mengikat dan harus dibavar oleh wajib retribusi
sesual ketentuan peraturan perpajakan vang berlaku.

iil. Surat Ketetapan dapat berupa SKRD/Recu/karcis maupun
STRD.

iv. SKRD/Recu diterbitkan pada saat Wajib Retribus: akan atau
telah memanfaatkan jasa pemerintah daerah vang dikenakan
Retribusi sesuai peraturan perundang-undangan

v. SKRD/Recu vang tidak dibavar pada saat jatuh tempo akan
dikenakan denda dan ditagih dengan STRD atau dokumen
vang dipersamakan dengan dikenakan denda per bulan vang
dihitung sejak jatuh tempo pembavaran SKRD.

b) Pengukuran

Pendapatan Retribusi-LO diukur/dinilai secara brute.
berdasarkan SKRD/Recu/karcis/STRD atau dokumen vang
dipersamakan.

c) Penyvajian dan Pengungkapan

_Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Retribusi-LO baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan Retribusi-LO disajikan  dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

1. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan
Retribusi-LO berupa SKRD/Recu/karcis/STRD/Surat Setoran
Retribusi Daerah (SSRD)/bukti setoran lainnya vang telah
divalidasi oleh Bank Penerima, diungkapkan dalam Catatan
-atas Laporan-Keuangan.

iii. Rincian dari Pendapatan Retribusi-LO per SKPD dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
a) Pengakuan ;

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang
Dipisahkan merupakan bagian laba Pemerintah Provinsi atas
kepemilikan perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah)
atau penvertaan saham Pemerintah Provinsi pada badan
usaha vang lain.

ii. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang
Dipisahkan-LO diakui pada saat hasilnya telah diterima di
RKUD (cost method) sebesar bagian Pemerintah Daerah harus
diterima berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau
berdasarkan hasil pengumuman Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Perusahaan (equity method).



.
- 4=

b) Pengukuran

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang
Dipisahkan-LO diukur/dinilai secara bruto, berdasarkan Bukti
setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank
penempatan RKUD dan/atau hasil pengumuman Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS| Perusahaan (equity method).

c) Penvajian dan Pengungkapan

Penyvajlan dan pengungkapan Pendapatan Hasil Kkekavaan

Daerah vang Dipisahkan-LO baik dalam lembar muka laporan

keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

1. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayvaan Daerah vang Sah-LO
disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian
Pendapatan LO dengan menggunakan mata uang rupiah.

1. Dokumen yvang menjadi dasar pencatatan pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayvaan Daerah vang Sah-LO berupa Bukti
Transfer/bukti setoran lainnya vang telah divalidasi oleh Bank
Penerima serta laporan hasil RUPS.

d. Lain-lain PAD Yang Sah

1) Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak
Dipisahkan
a) Pengakuan

1. Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vang Tidak
Dipisahkan berupa penjualan rumah dinas, kendaraan
dinas maupun aset milik Pemerintah Daerah lainnya yang
_bernilai _ekonomis, baik yang dilakukan secara tunai
maupun dengan mengangsur (cicilan).

ii. Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekavaan Daerah
yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat tanggal
perjanjian ditandatanganinva perjanjian, baik secara tunai
lunas, maupun dengan mengangsur.

b) Pengukuran
Pendapatan Penerimazan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yvang Tidak Dipisahkan-LO diukur/dinilai secara bruto, sesuai
jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian.

¢) Penyajian dan Pengungkapan
Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
vang Tidak Dipisahkan-LO disajikan dalam Laporan



Operasional (LO] dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan Pendapatan
Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah vang Tidak
Dipisahkan-LO adalah dokumen perjanjian  penjualan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-
lain yang Sah.

a)

Pengakuan

Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
Daerah, Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan,
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain-
lain yvang Sah-LO diakui berdasarkan Surat Keputusan
Pembebanan yang diterbitkan oleh Majelis TPTGR (Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) atau pada saat
realisasi penerimaannva telah diterima di RKUD sesuai
jumlah vang seharusnya-berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pengukuran

Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
Daerah. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain
vang Sah-LO yang diakui sebesar jumlah vang diterima di
RKUD atau sesuai jumlah yang harus dibavarkan berdasarkan
ketentuan vang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Jasa
Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Denda atas
Keterlambatan  Pelaksanaan  Pekerjaan, Denda  Pajak,
Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD Lain vang Sah-LO
baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan
atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
Daerah, Denda atas Keterlambatan Relaksanaan Pekerjaan,
Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, dan PAD
Lain vang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional
(LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan
mata uang rupiah.

ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO
berupa bukti setoran atau bukti transfer yvang telah
divalidasi oleh Bank penempatan RKUD, surat
pemberitahuan/surat  tagihan/surat teguran untuk
menvelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Provinsi
harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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3) Penerimaan Badan Umum Layanan Daerah (BLUD).
a) Pengakuan

Penerimaan pendapatan daerah SKPD atau unit kerja
Pemerintah Daerah vang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD (PPK-BLUD) diakui pada saat:

1. Diterbitkannya penetapan jumlah biava jasa pelavanan
vang harus dibavar oleh pengguna jasa,

1. Telah disetujuinya klaim pembayaran jasa pelavanan
kesehatan yang diajukan kepada lembaga penjamin
asuransi, perusahaan asuransi, atau pemerintah daerah
(provinsi, kabupaten, dan kota) selaku penanggung subsidi
bantuan pelayanan kesehatan gratis.

b} Pengukuran

Pendapatan Penerimaan BLUD-LO diakui sebesar jumlah
vang diterima di Rekening SKPD/Unit Kerja BLUD, atau
sesual jumlah biava pelayanan yang ditagihkan, baik kepada
pengguna jasa maupun kepada penjamin, atau sebesar
jumlah yang telah disahkan oleh PPKD.

c) Penyajian dan Pengungkapa‘ﬁq
Penvajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan BLUD-

1.0 baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun
Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

i. Pendapatan Penerimaan BLUD-LO disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ii. Rincian Pendapatan Penerimaan BLUD-LO berdasarkan

__.Jjenis jasa_pelayanan masing-masing SKPD/unit Kkerja
pengelola” diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

2. Pendapatan Dana Perimbangan

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

a) Pengakuan

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasii
SDA-LO diakui pada saat kas telah diterima di RKUD dan/atau
jumlah yang ditetapkan berdasarkan- Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Definitif masing-
masing jenis penerimaan Dana Bagi Hasil untuk tahun yang
berkenaan.

b) Pengukuran

Pendapatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil
SDA-LO vang diakui pada akhir periode akuntansi dinilai sebesar
jumlah yang diterima di RKUD atau sesuai jumlah yang harus
dibayarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur tentang Alokasi Definitif masing-masing jenis
penerimaan Dana Bagi Hasil. '
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¢| Penyajian dan Pengungkapan
Penvajian dan pengungkapan Pendapatan Penerimaan Bag: Hasil
Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO baik dalam lembar muka laporan
keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah
sebagai berikut:

i. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA-LO disajikan
dalam Laporan Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO
dengan menggunakan mata uang rupiah.

1. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan Bagi
Hasil-LO berupa Bukti Transfer dari Pemerintah Pusat
dan/atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
tentang Alokasi Definif Dana Bagi Hasil masing-masing
Daerah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK]
a) Pengakuan

Pendapatan DAU dan DAK, diakui sesuai jumlah yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi Dana
DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan.

b

Fengukuran

Penerimaan DAU dan DAK dinilai sebesar jumlah vang
ditetapkan dalam Peraturan Presideri yang mengatur tentang
alokasi dana vang bersangkutan untuk tahun vang berkenaan.

¢} Penyajian dan Pengungkapan
Penyajian dan pengungkapan Pendapatan DAU dan DAK baik
dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas
Laporan Keuangan adalah sebagai-berikut:
i. Penerimaan DAU dan DAK disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata uang rupiah.

ii. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan pendapatan-LO
berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi
DAU dan DAK untuk tahun yang berkenaan harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

iii. Pengurangan transfer DAU dan DAK oleh Pemerintah Pusat
akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga mengurangi
pendapatan-LO harus diungkapdan dan dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
a. Hibah
a) Pengakuan

1. Pendapatan Hibah-LO adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara
lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah
daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok
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masvarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk
dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan
manfaatnva dinikmati oleh pemerintah.

. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan hibah tersebut vaitu pada tanggal Perjanjian
Hibah/Partispasi Pihak Ketiga, Pernyataan Pemberian
Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis atau
pada saat Hibah yang bersangkutan terlah diterima
Pemerintah daerah melalui RKUD.

b} Pengukuran

Pendapatan Hibah-LO dinilai sebesar jumlah yang tercantum
dalam Perjanjian Hibah/Partispasi Pihak Ketiga, Pernyvataan
Pemberian Hibah/Partisipasi Pihak Ketiga, atau dokumen sejenis.

c) Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Hibah-LO baik dalam
lembar muka laporan keuangan maupun Catatan atas Laporan
Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam l.aporan Operasional
(LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan menggunakan marta
uang rupiah. Apabila penyetoran dilakukan dengan mata uang
asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Jika hal itu tidak
diperoleh dapat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

ii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang dicatat sebesar
nilai nominal yang diterima di RKUD.

iii. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa/surat

__berharga vang menyertakan nilai hibah dicatat sebesar nilai. .. ... . ...

nominal yang dicantumkan.

iv. Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa/surat
berharga yang tidak menyertakan nilai hibah dilakukan
penilaian berdasarkan: (a) biayanya; atau (b) harga pasar,
atau (c) taksiran yang wajar. Apabila tidak dapat dilakukan
penaksiran, maka nilai hibat tersebut cukup diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dana Penyesuaian e
a) Pengakuan

Pendapatan Dana Penyesuaian, diakui sesuai jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang
Alokasi Dana Penyesuaian untuk tahun yang berkenaan.

b) Pengukuran

Penerimaan Dana Penyesuaian dinilai sebesar jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang
alokasi dana yang bersangkutan untuk tahun yang berkenaan.
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¢} Penyajian dan Pengungkapan

Penvajian dan pengungkapan Pendapatan Dana Penyvesuaian
baik dalam lembar muka laporan keuangan maupun Catatan
atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Dana Penyesuaian disajikan dalam Laporan
Operasional (LO) dalam bagian Pendapatan LO dengan
menggunakan mata nang rupiah.

i1. Dokumen vang meniadi dasar pencatatan pendapatan-LO
berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang Alokasi
Dana Penyesuaian untuk tahun vang berkenaan harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

iit. Pengurangan transfer Dana Penyesuaian oleh Pemerintah
FPusat akibat kelalaian Pemerintah Provinsi, sehingga
mengurangi pendapatan-LO  harus diungkapdan dan
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah
Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran vang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar
kembali. -

B. KLASIFIKASI

Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan
vaitu sebagai berikut:

I | Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

| 1. | Pendapatan Pajak Daerah

~ | a. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

i | c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

- e. Pajak Rokok
| | 2. | Pendapatan Retribusi Daerah -

o

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

4. | Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah

Dana Perimbangan/Dana Transfer

i
| Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)

-

L

1
2. | Dana Alokasi Umum
3

Dana Alokasi Khusus

E_fjl___

|Ill. | Pendapatan Lain-Lain yang Sah
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_Pendapatan Hiban -

2. Dana Penyvesuaian

C.PENGAKUAN, PENGUKURAN, SERTA PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN

L

o

Pengakuan Pendapatan LRA-

al Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut
diterima di RKUD, kecuali Pendapatan BLUD.

b) Pendapatan-LRA diakui berdasarkan:

1. Surat Tanda Setoran vang ditandatangani oleh pejabat Kas
Daerah;

11. Bukti setoran/transfer ke RKUD vang telah divalidasi oleh
Bank penempatan RKUD;

1. Lembar Konfirmasi Transfer dari Pemerintah Pusat;
iv. Telah diterimanya uang di RKUD; dan

v. Bukti penerimaan lain vang sah sesuai ketentuan perbankan.

c). Pendapatan BLUD-LRA diakui pada saat pendapatan tersebut
dilaporkan dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah

Pengulkuran Pendapatan [LRA

a) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas
vang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan
menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa
dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan
untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) Penerimaan pendapatan LRA pada akhir.masa. akuntansi dinilai..
sebesar uang yang masuk ke RKUD secara bruto dari awal
sampal akhir masa akuntansi, kecuali pendapatan BLUD.

c)] Pendapatan BLUD LRA pada akhir masa akuntansi dinilai
sebesar uang yang telah dilaporkan dan disahkan oleh
Bendaraha Umum Daerah dari awal sampai akhir masa
akuntansi

Penvajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

a) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan
Laporan Arus Kas dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan
kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka
penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
Jika hal itu tidak diperoleh dapat menggunakan kurs tengah
Bank Indonesia.

b) Dokumen yang menjadi dasar penyajian laporan keuangan
berupa:

1. Surat Tanda Setoran yang ditandatangani oleh pejabat Kas
Daerah;
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1. Bukti setoran/transfer ke RKUD yang telah divalidasi oleh
Bank penempatan RKUD;

i1i. Lembar Konfirmasi Trasfer dari Pemmerintah Pusat;
iv. Telah ditenmanya ueng di RKUD;

Berita acara hasil rekonsiliasi pendapatan antara SKPD
pengelola pendapatan dengan Kas Daerah, Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah.

S harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ULAWF-:I SELATANJh
~
L /

Dr.H.SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.Si., MH

ok



Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 24 Tahun 2016

tentang

Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan

MAKASSAR 2016



Menimbang

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TENTANG

PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
laporan keuangan pemerintah daerah harus berbasifé.
akrual yang transparan dan akuntabel;

bahwa untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih
vang dapat direalisasikan (net realizable value) pada
entitas pelaporan dan entitas akuntansi, Pemerintah
Daerah melakukan penyisihan piutang dalam laporan
keuangan;

bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
€2 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang
Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
masih terdapat kekurangan dan belum mengatur
ketentuan tentang ilustrasi penyisihan piutang,

sehingga perlu diganti;

‘bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
tentang Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan;

ol



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 ‘l'ahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonecsia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana tclah diubah beberapa kali (erakhir
dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679!;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Irfiormasi Kevangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
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11.

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576];

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintalhh Norner 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonezia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4€14);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentémg
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republﬂ{ Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang  Penerapan Standar  Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425); '

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas
Piutang Dan Pembentukun Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Pada -Kementerian Negara/Lembagza Dan
Bendahara Umum Negara (Berita Negara Rép:;bhl{

Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);
A



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2015 tentang Pedomanr Penyisihan Piutang dan
Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor
1752);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYISIHAN
.- PIUTANG PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

BAD I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
~adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang
mempunval tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

5. Satuan Kkerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku

pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
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12.

13.

14.

h
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selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran/barang milik daerah untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnyva.

Pejabat Penatausahaar Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum- daerah.

Akuntansi. . adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran
pengklasifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan,

penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau hak pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

. unddngan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pendapatan dan
piutang daerah yang diawali deugan penyampaian Surat Teguran/Surat
Peringatan/atau surat lain yang sejenis untuk penagihan sampai dengan

penyampaian surat paksa dan/atau lelang.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk

mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang pendapatan, utang dan

yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan
dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang
berjalan.

Penyisihan Piutang Pendapatan adalah cadangan yang dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang pendapatan berdasarkan
penggolongan kualitas piutang pendapatan. :



15. Kualitas Piutang Pendapatan adalah hampiran atas ketertagthan piutang
pendapatan vang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban

oleh debitor.

16. Debitor adalah badan atau orang yvang berutang menurut peraturan,
perjanjian atau sebab apapun.

17, Umur piutang adalah jangka waktu dar: tanggal jatuh tempo sampai
dengan tanggal pelaporan.

18. Nilai realisasi bersih (net realizable value].piutang adalah jumlah bersih
piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

. BAB II
TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 2

Penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:

a. penentuan jenis piutang;

b. penentuan kualijtas piutang;

c. penentuan besaran penyisihan piutang;
d. pencatatan penylsihan piutarig;

e. pelaporan penyisihan piutang; dan

f. ilustraal pepyisihan piutang.

BAB III
JENIS PIUTANG

-

Pasgal 3
Jenis piutang sebagaimana dimgksud dalam Pasal 2 huruf & terdiri atas:

a. piulang dar pungutan pendapetan asli dasrah, meliputi:
1} piutang pajuk daerah;
2) piutang retribusi daerah;

}) piutang hasil pquplglaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan -

™

4} piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



b.

€.

d.

(4)

(9)

piutang dari perikatan, meliputi:

1) bagian lancar tagihan penjualan angsuran;

2) bagian lancar pinjaman kepada badan usaha milik daerah dan
lembaga lainnya; dan

3) bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
piutang dan transfer antar pemerintahan, meliputi:

1) piutang transfer pemerintah pusat;

2) piutang transfer pemerintah lainnya; dan

3) piutang transfer pemerintah daerah lainnya.
piutang dari penerimaan pendapatan lain-lain yang sah, meliputi hibah.

’ BABIV
PENENTUAN KUALITAS PIUTANG
| Pasel 4

SKPD dan SKPKD wajib melakukan penyisihan piutang berdasarkan

prinsip Nilai Realisasi Bersih (Net Realizable Value).

Dalam rangka melaksanakan prinsip Nilai Realisasi Bersih (Net
Realizable Value) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dan

| SKPKD wajib menilai dan menentukan kualitas piutang agar dapat

memantau dan mehgémbil' langkah yéng diperlukan agar hasil
penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mempertimbangkan Umur Piutang.

Penentuan kualitas piutang sebagaimnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

b diklasifikasikan atas:
- a. kualitas lancar;

b. kualitas kurang lancar;
c. kualitas diragukan; dan
d. kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada
tanggal laporan keuangan.
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Pasal 5

Penetapan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis:

a. piutang pajak daerah;

b. piutang retribusi daerah; dan

c. piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah.

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a, dapat dipilah berdasarkan cara
pemungutan, vaitu:

a. pajak vang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment); dan
b. pajak vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (official assessment).

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang dibayar sendiri
oleh wajib pajak (self assessment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dilakukan dengan ketentuan: -

a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang kurang dari
1 (satu) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo;

b, kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1
(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal jatuh
tempo;

c. kualltas d1ragukan dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari

.-2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal
jatuh tempo; dan

d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 5
(lima) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo.

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah (official assessrnent) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

a. kualitas lancar, dapat‘ditentukan apabila umur piutang kurang dar
1 (satu) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo;

b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1
(satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal jatuh
tempo;

c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari
2 (dua) tahun sampai dengan S (lima) tahun dihitung dari tanggal

jatuh tempo; dar



(1)

d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari 5

(lima) tahun dihitung dari tanggal jatuh tempo.

Pasal 6

Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1) huruf b dapat dilakukan dengan
ketentuan:

a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 0 (nol)
sampal dengan 1 (satu) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo;

b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1
(satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal jatuh
tempo;

c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang 3 (tiga)
bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dihitung dar tanggal
jatuh tempo; dan

d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dan 12
(dua belas) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo.

. Fasal 7
Piutang selain pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:
a. piutang denda pajak daerah;
b. piutang denda retribusi daerah; dan
c. piutang selain denda pajak daerah dan denda retribusi daerah.

Penggolongan kriteria kualitas piutang denda pajak daerah sebagaimana

. dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada penggolongan kriteria

kualitas piutang pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3)

dan avat (4).

Penggolongan kriteria kualitas piutang denda retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada
penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi daerah sebagaimana

diatur dalam Pasal 6.
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Penggolongan kriteria kualitas piutang selain denda pajak daeral} dan
denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dapat dilakukan dengan ketentuan.

a. kualitas lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 0 (nol)
sampai dengan 1 (satu) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo;

b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan apabila umur piutang 1
(satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal
jatuh tempo;

c. kualitas diragukan, dapat ditentukan apabila umur piutang 3 (tiga)
bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dihitung dari tanggal
jatuh tempo; dan

d. kualitas macet, dapat ditentukan apabila umur piutang lebih dari
12 (dua belas) bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo. -

BAB V
PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasgal 8

Penentuan besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun

[periode pelaporan] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
diklasifikasikan atas:

a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan

kualitas lancar;

kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang
dengan kualitas kurang lancar;

kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan
kualitas diragukan setelah ‘dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan (jika ada); dan

kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang. dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada).
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BAB VI
PENCATATALI PERYISIHAN PIUTANG
Pasal 9

Pencatatan penyisthan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurnif d, dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan
piutang pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat

sebagai nilai kotor {bruto).

BAB VII
PELAPORAN PENYISIHAN PIUTANG
Pasal 10

(1) Pelapora}l penyisthan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
huruf e meliputi:
a. beban penyisihan piutang; dan
b. penyisihan piutang tidak tertagih.

(2} Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf «,
disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

(3) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, disajikan dalam neraca.

BAB VIII
ILUSTRASI PENYISIHAN PIUTANG
Pasal 11

Ilustrasi penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Teknis mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan piutang tak
tertagih paia SKPKD dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Laporan Keuangan

entitas akuntansi dan entitas pelaporan Tahun 2016.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang
Pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

BAB X1
KETENTUAR PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengefahuinya, memerintahkan pengundantgqan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 ApriJ‘CIZOIG_ 7

RMUBERNUR SULAWESI SELATAN,

?
S/
-6YAHRUL YASIN LIMPO,8.H.,M.8i. M.H

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 12 April 2016

ARIS DAERAH
NSI SULAWESI SELATAN,



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 12 APRIL 2016
TENTANG : PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN PEMERINTAH

PROVINESI SULAWESI SELATAN

ILUSTRASI PENYISIHAN PIUTANG

1. Ilustrasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah:

A. Pada 31 Desember 2014, terdapat pendapatan pajak daerah yang belum
dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
sejumlah Rp20.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp12.000.000,00 memiliki umur kurang dari 1
tahun;

2) Piutang sejumlah Rp5.000.000,00 memiliki umur lebih dari 1 tahun
s.d. 2 tahun,;

3) Piutang sejumlah Rp2.000.000,00 memiliki umur lebih dari 2 tahun
s.d. 5 tahun;

4) Piutang sejumlah Rp1.000.000,00 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

[Persentase
Penyisihan Penyisihan
Tahun Kualitas Ju}x;llﬂ b Pifltang ' Piutéj;'g Tidak
(Rp) Tidak Tertagih (Rp)
Tertagih
2014 Lancar 12.000.000 0,5% 60.000
2013 Kurang Lancar 2.500.000 10% 250.000
2012 Kurang Lancar 2.500.000 10% 250.000
2011 Diragukan 1.000.000 50% 500.000
2010 Diragukan 1.000.000 50% 500.G00
2009 dan
sebelumnya | Macet 1.000.000 100% 1.000.000
Jumlah | 20.000.000 2.560.000
Jurnal:
| Tanggal Kode ) _ ' i
| B8 Rekening Uraian | D(g‘;t ' K[ll‘?egllt
’~31 Des | 9.x.x.xx.xx | Beban Penyisihan Piutang 2.560.000
2014 Pajak Tidak Tertagih
r Tk Penyisihan Piutang 2.560.000
a _Pajak Tidak Tertagih |

o



B. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan pajak daerah yang belum
dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
sejumlah Rp25.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rpl13.000.000,00 memiliki umur kurang dari 1

tahun;

2) Piutang sejumiah Rp6.000.000,00 memiliki umur lebih dari 1 tahun
s.d. 2 tahun;

3) Piutang sejumlah Rp4.000.000,00 memiliki umur lebih dari 2 tahun
s.d. 5 tahun;

4) Piutang sejurmnlah Rp2.000.000,00 memiliki umur lebih dari 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

Persentase
. Penyisihan Penyisihan
Tahun Kualitas Jumlah (Rp)| Piutang Piutang Tidak
Tidak Tertagih (Rp)
Tertagih
2015 Lancar 13.000.000 0,5% 65.000
2014 Kurang Lancar 3.500.000 10% 350.000
2013 Kurang Lancar 2.500.000 10% 250.000
2012 Diragukan 2.000.000 50% 1.000.000
2011 Diragukan 2.000.000 50% 1.000.000
2010 dan

sebelumnya | Macet 2.000.000 100% 2.000.000
| Jumlah 25.000.000 4.665.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp2.560.000;00."' h

Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan
piutang senilai Rp4.665.000,00, sehingga terdapat kekurangan cadangan
senilai Rp2.105:000,00.

Jurnal pengakuan penyisihan sebagai berikut:

Tanggal Kode , ; Debet Kredit
Rekening Uralan (Rp) (Rp)
31 Des | 9.x.x.xx.xx | Beban Penyisihan Piutang 2.105.000
2015 Pajak Tidak Tertagih
: 1. 1.xocax Penyisihan Piutang Pajak 2:105.000
Tidak Tertagih

C. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan pajak daerah yang belum
dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
sejumlah Rp23 000.000,00 dengan rincian sebagai Lerikut:

1) Piutang sejug‘nlah Rp15.000.000,00 memiliki umur kurang dari 1
tahun;

2) Piutang sejumlah Rp5.600.000,00 me:niliki umur lebih dard 1 tahun
s.d. 2 tahuﬁ; :



3) Piutang sejumlah Rp2.000.000,00 memiliki umur lebih dari 2 tahun
s.d. 5 tahun;
4) Piutang sejumiah Rp400.000,00 memiliki umur lebih dan 5 tahun.

Perhitungan Penyisihan Piutang:

| Persentase |

: , ; | Penyisihan | Penvisihan E
| Tahun Kualitas ' Jumlah (Rp) | Piutang Piutang Tidak |
| Tidak | Tertagih (Rp) |
I |_Tertagih | |
| 2015 ! Lancar | 15.000.000| 0,5% | 75.000 |
| 2014 Kurang Lancar 3.000.000 |  10% | 300.000 |
| 2013 | Kuranglancar | 2.600.000| 10% | _ 260.000]
| 2012 Diragukan | 1.000.000 | 50% | 500.000 |
| 2011 Diragukan | 1.000.000 | 50% | 500.000
2010 dan | ;
sebelumnya | Macet - 400.000 100% | 400.000
Jumlah | | 23.000.000 L 2.035.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp2.560.000,00.
Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan
piutang secnilai Rp2.035.000,00, sehingga terdapat kelebibhan cadangan.
Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak diakui adanya beban

penyisihan.
. . | Debet | Kredit
Tanggal Kode Rekenin Uraian 1
i . (Rpl | (Rp)
31 Des 2015 9 X.X.XX.XX Tidak ada jurnal o
' 1 1l.xxx.xx Tidak ada jurnal ]

2. Ilustrasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah:

A. Pada 31 Desember 2014, terdapat pendapatan retribusi daerah yang
belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah
Rp480.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp250.000.000,00 memiliki umur 0-1 bulan (kualitas
lancar];

2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan
(kualitas kurang lancar);

3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan
(kueﬂitas diragukan);

4) Piutang sejumlah Rp30.G00.000,00 memilik: umur >12 bulan (kualitas

macet).



[ Umur | ‘ - 1 Persentase | Penyisihan
piutang Kualitas | Jumlah Penyisihan Piutang | Piutang Tidak |
retribusi | Tidak Tertagih Tertagih |

0-1 bulan | | 1
___|Lancar | 250.000.000 | 0,5% | 1.250.000 |

=l —3 Kurang ’ j
anc: * ! 4 \

bulan Lancar | 120.000.000 | 10% | 12.000.000
>3-12 ! ! | i
bulan | Diragukan | 80.000.000 | 50%  40.000.000
>12 bulan g j | !

- Macet | 30.000.000|  100% | 30.000.000

 lJumlah | 480.000000| |  83.250.000

Jurnal

| Kode [ , | Debet | Kredit (Rpj |
Tanggal Rekening Uraian ‘ (Rp) {
31 Des | 9.x.x.xx.xx | Beban Penyisihan 83.250.000
2014 Piutang Retribusi Tidak
5 __ | Tertagih
1.3 XXX XX Penyisihan Piutang 83.250.000
Retribusi Tidak
Tertagih

B. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi daerah yang
belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retiibusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah
Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Piutang sejumlah Rp270.000.000,00 memiliki umur O-1 bulan (kualitas
~lancar); ' o
2) Piutang sejumlah Rpl120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan
(kualitas kurang lancar);

3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan
(kualitas diragukan);

4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas

macet).

Umur o Persentase Penyisihan
piutang | Kualitas Jumlah Penyisihan Piutang |Piutang Tidak
retribusi Tidalk Tertagih Terlagih
0-1 ?
bulan | Lancar 270.000.000 0,5% 1.350.000
>1~3 Kurang
bulan Lancar 120.000.000 10% 12.000.000
>3 -12
bulan Diragukan | 80.000.000 | . 50% ] 40.000.000 |
>12 ' :
bulan | Macet | 30.000.000 ! 100% | 30.000.000 |

| Jumlah | 500.000.000 | | 83.350.000




Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp83.250.000,00
Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan
piutang senilai Rp83.350.000,00 sehingga terdapat kekurangan cadangan
senilai Rp100.000,00.

Jurnal pengakuan penyisihan sebagai berikut:

Tanggal Kode T G ﬁi Debet | Kredit |
s, oLl o sy e Jon AP LB
31 Des | 9.x.x.xx.xx | Beban Penyisihan Piutang [ 100.000 ;
2015 | Retribusi Tidak Tertagih { |
1.X X XX.XX | Penyisihan Piutang ’ 100.000
! Retribusi Tidak Tertagih | _ w

. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi daerah yang

belum dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah ™ (SKRD)

Rp450.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang sejumlah Rp220.000.000,00 memiliki umur 0-1 bulan (kualitas
lancar); '

2) Piutang sejumlah Rpl120.000.000,00 memiliki vmur >1 - 3 bulan
(kualitas kurang lancar);

3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan

atau dokumen lain yang dipersamakan sejumlah

(kualitas diragukan);
2 4). Piu_t,ang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas

macet).
’-Umur [ l Persentase Penvisihan
i . .| Penyisihan PRI
piutang Kualitas Jumlah Diiitais Piutang Tidak
retribusi Tidak To rtigih Tertagih
0-1 bulan | Lancar 220.000.000 | 0,5% 1.100.000
>1-3 Kurang - 7
bulan Lancar 120.000.000 10% 12.000.000
49— 12
bulan Diragukan | 80:000.C00 50% 40.000.000
>12
bulan Macet 30.000.000 100% 30.000.000
Jumlah 450.000.000 83.100.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp83.250.000,00.
Berdasarkan data piutang Fer 31 Desember 2015, jumlah penyisihan
piutang senilai Rp83.100.000,00 sehingga terd?apat kelebihan cddangan
senilai Rp150.000,00. Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak

S

diakui adanya beban penyisihan.



&

Kode 1

Tanggal " Uraian Debet Kredit
Rekening ) (Rp) (Rp)
31 Des | 9.x.x.xx.xx | Tidak ada jurnal
2014
L. xx Tidak ada jurnal

3. Ilustrasi penyisihan piutang selain piutang pajak daerah dan pilutang
retribusi daerah:

A. Pada 31 Desember 2014, terdapat pendapatan lain-lain yang belum
dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain
yvang dipersamakan sejumlah Rp480.000.000,00 dergan rincian sebagai
berikut: _

1) Piutang sejumlah Rp250.000.000,00 memiliki umur 0 -1 bulan
(kualitas lancar);

2) Piutang sejumlah Rp120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan
(kualitas kurang lancar);
3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan
(kualitas diragukan);-
4) Piutang scjumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas
macet).
[ Umur
piutang \ g:;sg:ﬂtix;; Penyisihan
Selain Kualitas Jumlah ks Piutang Tidak
Pajak dan T di“;ﬁ;‘ti - Tertagih
Retribusi |
|0-1bulan | =
) Lancar 250.000.000 0,5% 1.250.000
>1-3 Kurang
bulan Lancar 120.000.000 10% 12.000.000
>3-12
bulan Diragukan | 80.000.000|  50% 40.000.000
>12 bulan
Macet 30.000.000 100% 30.000.000
| Jumlah '480.000.000 83.250.000
* Jurnal:
Kode ; Debet Kredit (Rp)
Tanggal | peyening s :
31 Des | Y.x.x.xx.xx | Beban Penyisihan Piutang 83.250.000
2014 Lain-lain
L.x.x.xx.xx Penyisihan Piutang 83.250.000
Lain-lain tak Tertagih

B. Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan Lain-lain yang belum
dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain
yang dipersamakan sejumlah Rp500.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut: :



1)

~J

Piutang sejumlah Rp270.000.000,00 memiliki umur 0 -1 bulan

(kualitas lancar);

2) Piutang segjumlah Rpl120.000.000,00 memiliki umur >1 - 3 bulan
(kualitas kurang lancar);
3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan
(kualitas diragukan);
4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas
macet).
g S S
Umur | Persentase | .
| piutang ‘ Penvisihan | Penyisihan
| Selain Kualitas Jumlah | Pt | Piutang Tidak |
Pajak dan pw@ng o eragin
Retribusi Tlda.k Tf:rtaglh |
 0-1 bulan | Lancar 270.000.000 0,5% 1.350.000
>1 -3 Kurang
bulan . | Lancar 1206.000.000 10% 12.000.000
>3-12
bulan Diragukan | 80.000.000 50% 40.000.000
>12
bulan Macet 30.000.000 100% 30.000.000
L Jumlah 500.000.000 1 83.350.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang

Rp83.250.000.

Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan

“piutang senilai Rp83.350.000,00 sehingga terdapat kekurangan cadangan

senilai Rp100.000,00. Jurnal pengakuan benyisihan sebagai berikut:

Jurnal:
Tanggal KOd? Uraian Debet Kredit
Rekening (Rp) (Rp)
31 Des | 9.x.x.xx.xx | Beban Penyisihan Piutang 100.000
2015 lain-lain
1. X0 KK Xx Penyisihan Piutang Lain- 100.000
lain Tidak Tertagih

Pada 31 Desember 2015, terdapat pendapatan retribusi yang belum

dibayarkan namun telah diterbitkan Surat Ketetapan atau dokumen lain

vang dipersamakan sejumlah Rp450.000.000,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1)

2]

Piutang sejumlah Rp220.000.000,00 memiliki umur 0 -1 bylan

(kualitas lancar);
Piutang sejumlah Rp120.000.000.00 memiliki umur >1 - 3 bulan

(kualitas kurang lancar);



3) Piutang sejumlah Rp80.000.000,00 memiliki umur >3 - 12 bulan
(kualitas diragukan);
4) Piutang sejumlah Rp30.000.000,00 memiliki umur >12 bulan (kualitas

macet).
[__]mur ”' ! T o 7“‘_—!’4‘ - —|
. Persentase L .
| piutang Penyisihan | Penyisihan .
| Selain Kualitas Jumlah - | Piutang Tidak |
E Pajak dan ‘dak T g o Tertagih =
| Retribusi | Tidak Tertagih | |
| 0-1 bulan | Lancar 220.000.000 0,5% |  1.100.000
{>1-3 Kurang : !
| bulan Lancar 120.000.000 10% | 12.000.000
=3 - 12 ‘ ‘1 :
bulan | Diragukan | 80.000.000 50% | 40.000.000 |
>12 | ‘r
bulan Macet 30.000.000 100% ! 30.000.000 |
Jumlah r450.000.000 l - ] 83.100.000 |

~ Pada tariggal 31 Desember 2014 penyisihan piutang Rp&3.250.000,00.

Berdasarkan data piutang Per 31 Desember 2015, jumlah penyisihan
piutang senilai Rp83.100.000,00 sehingga terdapat kclebihan cadangan
senilai Rp150.000,00. Atas kelebihan tersebut, pada tahun 2015 tidak
diakui adanya beban penyisihan. .

Tanggal Kode Uraian Debet Kredit
Rekening (Rp) __(Rp)
31 Des | 9.x.x.xx.xx | Tidak ada jurnal - - - -
2014
1.X. X, XX XX Tidak ada jurnal




Memimbang

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

a. bhahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan
basis akrual,

b, bahwa untuk menyajikan piutang dengan nilar bersih
vang dapat direalisasikan (net realizable value) pada

- ‘entitas pelaporan ‘dai “entitas akuntansi, Pemerintah
Daerah melakukan penyisihan piutang dalam laporan
Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
tentang Penvisihan Piutang Pendapatan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan;

I, Undang-Undang Nomor |/ ‘lahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Kepublik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

epublik Indonesia Nutmor 4280),

b

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesi:



o)

~I

o

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Lndang-Undang Nomor 15, Tahun 2004 tentang
FPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
fndonesia  Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44005

i'ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Permmerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indoniesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan ~Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Letubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nutor 46 14;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang/Negara Daerah



ok

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara 4738):

@ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntans! Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indones:ta  Tahun 2010 Nomor 5165.
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomar 5163).

10 Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tertang  Penerapan  Standar  Akuntans:
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nonior 1425):

2 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik I[ndonesia
Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas
Piutang Dan Pembentukan Penyisithan Piutang Tidak
Tertagih  Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan
Jendahara Umum  Negara (Berita Neguta Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 550).

12. Peraturan Mentert Dalain Negeri Nomor 73 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan
Penyisihan . Dana, Bergulir,,_]?ada Pemerintah - Daerah-
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1752}
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYISIHAN

PIUTANG PENDAPATAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:
Pemerintah  Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penvelenggara
‘merintahan Daeran vang  memimpin - pelaksanaan urusan

pemenntahian vang menjadi kewenangan daerah otonom.



o

10

ir adalah Gubernur Sulawes! Selatan

rizelnia KNeuasngan Daeerah vang selanjutnva disingkat PPKD
wepalzn Satuan nerja  Pengelola  keuangan Daerah  vang

s melaksanakan  pengelolaan APBD dan  bertindak

' gl Daerah. selanjutnva disingkat SKPD adalah

nehat cizerabh pada Provinst Sulawes: Selatan selaku  pengguna
MEsaran pengguna barang,

witdan herie Pengelola Keuangan Daerah. selanjutva disingkat SKPKD

1 pada  Provinsi Sulawesi Selatan  selaku

neLgetna anggaran pengguna  barang.  vang  juga  melaksanakan

aan keuanean daerah

Peoeeina Angegaran 'Barang adalah  pejabat pemegang kewenangan
pengglinaan anggaran/barang milik daerah untuk melaksanakan tugas

pokol dan fungs: SKPD vang dipimpinnvya.

Pejabatl Penatausahaan keuangan SKPD vang selanjutnya disingkat PPK-
S adalah pejabat yang melaksanakan [ungsi ltata usaha keuangan
pada SKPD

Bendahara Umum Daerah vang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD

vang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum dderdh -

Akuntans:  adalah  proses identifikasi, pencatatan. pengukuran
pengklasifikasian. pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan.

penvajlan laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Mutang Pendapatan adalah jumlah uang vang wajib dibavar kepada
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau hak pemerintah Provinsi
Sulawest Selatan vang dapat dinillai dengan uang sebagai akibat
perjanian  atau  akibat lainnva berdasarkan peraturan perundang-

undangan vang berlaku atau akibat lainnva vang sah.

Penagiban adalah serangkaian kegiatan pemungutan pendapatan dan
puitang daerah vang diawal dengan penvampaian Surat Teguran/Surat
Peringatan, atau surat lain vang sejenmis untuk penagihan sampai dengan

penvampaian surat paksa dan/atau lelang.

Pemvesuaian adalah transaks: penvesuaian pada akhin periode untuk

mengalin: pos-pos seport persedwan. pivtang pendapatan. utang dan
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20

adanva perbedaan waktu pencatatan

dar vang belum dicaiat pada transaksi berjalan atau pada periode vang

Miutang Pendapatan adalah cadangan vang dibentuk sebesar

persentase  ertenta darn akun piutang  pendapatan  berdasarkan

houalitas Praiang Demdapatan adalah hampiran atas ketertagihan piutang

nendapator vang Jdiakur berdosarkan kepatuhan membavar kewajiban
IR STRE dan badan atau orang vang berutang menurut peraturan.
pera tau sebah apapun

Penchapusbukuan prutang adalah pengurangan piutang dan penvisithan
piutang vaneg tidak tertagih vang tercatat dalam neraca
Penghapustagihan piutang adalah hilangnva hak tagih dan/atau hak
menerima tagihan atas dana piutang.

Umor piatang adalab jangka wakwe dan tanggal jatuh tempo sampai
dengan tanggal pelaporan.

Nilai realisas: bersih (net realizable value) piutang adalah jumlah bersih
piutang vang diperkirakan dapat ditagih.

Restrukturisasi "adalali upaya perbaikan vang dilakukan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah terhadap
Debitor vang mengalanm kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang
meliput pemberian Keringanan perscetujuan angsurdarn. atau persetujuan

penundaan pembavaran piutang pendapatan.

BAB I1

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 2

Fenyvisthan piutang dilakukan dengan tahapan:

ol

]

Penentuan jenis-jenis piutang;
Penentuan kualitas ni

Penentuan besaran penvisithan putang;
} 4 I 5



BAR III
JENIS-JENIS PIUTANG
Pasal 3

Hs-tents putang sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputy:

g dan Pungurtan Pendaparan Asli Daerah. antara lain berupa
nutanye Pajak Daerah
21 hatang Retribust:

31 warang Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah vang Dipisahkan: dan

41 Pintang Lain-lain PAD vang Sah

Lo Piutang dan Perilkatan, antara lain:

1] Bagian Lancar Tagiban Penjualan Angsuran;

)

Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan lembapa Lainnva; dan

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugn

i Pritang dan Transler Antar Pemerintahan, antara lam
11 wutang Transfer Pemerintah Pusat;
A1 bwatang Transfer Pemerintah lainnva: dan

Vo Piutang Transfer Pemenntah Daerah lainnva.

d PMutang dart Penerimaan Pendapatan Lamm-Lain wvang Sah. antara lain

Hibah,
BAB IV
PENENTUAN KUALITAS PIUTANG

Pasal 4

(11 SKPD dan SKPKD wanb melakukan penvisihan piutang berdasarkan

prinsip kehati-hatian.

t2 -Dalam  rangka  melaksanakan prinsip  kehau-hanan  sebagaimana
-
maksu pads  avatr (1 SKPD  dan SKPPRD waph menilal  dan

menentuian kualitas piuntang agar dapat memantau dan mengambl

i



angkah-langkah vang diperlukan agar bhasil penagihan pilutang vang
telah disisinkan senantuasa dapat direalisasikan
(31 Penilaian  wualitas pwatang  sebagaimana dimaksud  pada avat  (2)

dilzhukan Jengan mempertinbangkan sekurang-kurangnva

dalaann Pasal 2 hurut

1

b Kuiahtas kurang lancar:

¢ kualitas diragukan: dan
d  Kaalitas macet

(5) Pemlaan kuaalitas potang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada

ranggal leporan Keuangan

Pasal S

(17 Penerapan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis
puutang:
a. piutang Pajak Daerah;
bh. piutang Retribusi Daerah: dan
. piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2] Penggolongan knitenia kualitas piutang pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1] huruf a dapat dipilah berdasarkan cara
pemungutan. vaitu:

a. Pajak vang dibavar sendir oleh wajib pajak (self assessment); dan
b Pajak vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (official assessment).

i3] Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah vang dibavar sendiri
nleh wajih pajak (sclf assessment) sebhagaimana dimalisud pada avat (2)
huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a kualitas Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu
kriteria drbawah int:
1} Umur piutang i;ui'ang.d;ni 1 (satu) tahun dihinung dar tangg

jatuh tempo pembavaran pajak;
A



(4

il

2] Wanb pajak menvetujui hasil pemeritksaan vang menvebabkan
berubahnva jumlah piutang:

31 Wanb pajak likuid: dan

4 Wapb pajak ndak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah

satu kriteria dibawah ini

1) Umur priatang | {satu) tahun sampai dengan 2 (dua} tahun
dihitung dan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak;

21 Wanb pajak menvetujur sebagian hasil pemeriksaan; dan

31 Wapnb pajak mengajukan keberatan/banding.

Nuahlitas Diragukan. dapar ditentukan apabila memenul salah satu

kriternia dibawah ini:

I, Umur piutang lebib dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima)
tahun:

2] Wapnb pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan

31 Wajnb pajak mengalami kesulitan likuiditas.

KNualitas Macet, dapat ditentukan apabila memenuh:! salah satu
kriteria dibawah ini:

1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;

2} Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya/tidak ditemukan:

3] Wapb pajak bangkrut/meninggal dunia; dan

4 Wayjib pajak mengalami musibah (force rnajeur'e},"

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah yang ditetapkan oleh

Pemerintan Daerah (official assessment) sebagaimana dimaksud pada

avat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:

Aa.

Kualitas Lancar, dapat ditentukan apabila memenubi salah satu

kriteria dibawah ini.

Il Umur piutang kurang dart 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal
berakhirnva masa pajak; dan

2)  Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan apabila memenuhi salah
satu kriteria dibawah ini:

) Umur piutang | (satu) tahun ampai dengan 2 (dua) tahun: dan

2) Wajb pajak mengazukan keberatan/banding.

Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

11 Umur piutang lebih d&r 2 (dua) tahun sampai dengan 5 {lima)



) Waph pajak ndak kooperatif. dan

3 Waph pajak mengalan kesulitan likuidinas

hualiias Macei, dapat duentukan apabila SArl
kriteria dibavwah an

{ tar: 3 tahiun

Voanh pagak vdak dikerahui keberadaannya tdai dinemud

waiith pajak bangkrut memnggal dunia;
4i 0 Wanb pajak mengalamo musibah (force mageure) . dan

A Obiel paak elah rusak atau hilang sehingea ndak  dapad

Pasal 6

Pengeolongan kriteria kualitas Piutang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat (1] huruf b dapat dilakukan dengan
l;eién*uan
a. Kuoalitas Lancar. dapat ditentukan apabila memenuhi salah saru
kriteria dibawah mi;
1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan: dan
2)  Belum sampai tanggal jatuh tempo sebagaimana vang ditetapkan
~ dalam surat ketetapan dan surat tagihan retribusi déerah
b Kualitas Kurang Lancar. dapat (li&n[.ui(alﬂ apabila memenuhi salah
satu krieria dibawah ine
1) Umur prutang 1 (satu) bulan sampar dengan 3 (tiga) bulan: dan
21 Apabila wapjb retribusi belum melakukan pelunasan dalam
jangka walktu | (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama.
o Kkuahtas Diragukan. dapat ditentukan apabila memenuhi salah satu
kriteria dibawah mn
1 Umuer prutang 5 fngay bulan sampai dengan 1.2 {dua belas) buian:
dan
21 Aapabila wapb retnbust belum melakukan pelunasan  dalam
jangka waktu 1 {satu) bulare terhitung scjak tanggal Surat

Tagihan Kedua



1 P S O 1 o Pavals  Pyaacsa i
Penggolongan ketteria kuabiias Diutang selain Pajak Daerah d

¢ hualitas Mace:

litenitukan nemenuhi salabh g
Riteria diba I
il bk vlay 1a belas) bulan: dan
21 Apabila wanb -etribusi belum melakukan pelunasan  dale
tangka wakiu § (satur bulan terhitung seiak tanggal Sura

Pasal 7

dah sebagatnana dimaksud dalam Pasal 3 axat (1 hura! o dapase

cdhlakukan dengan ketentuan

d i

Kualitas Lancar:

Apabila belum melakukan pelunasan sampar dengan tanggal jatuh tempo
vang ditetapkan.

Kualitas Kurang Lancar:

\palila dalon jangka waktu 1 =atu) bulan terhitung sejale tanggal Sura
Tagihan Pertauma tidak dilakukan pelunasan

Kualitas Diragukan.

Apahila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas Macet:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

BAB V

PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 8

Penentuan Besaran Penvisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhi

taliun (peoode pelaporang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hwiul ¢

chklasifikasikan atas:

ol

kualitas lancar. sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan
kualitas lancar: .
wualiias kurang lancar. sebesar 10" tsepululi perseny dan pratang

1

dengan kualitas kurang lancar,




kualitas diragukan. sebesar 50% (lima puluh perseni dan piutang dengan

kualitas kurang 111 setelah dikurang: Jdengan nilal agunan

nilar barang sitaan (ks I. dan

kualitas macer. sebesar 100%. (seratus persen, dan piatang dengan
i sereiah dikurang! den gunan atau uila
Erang sita :

BAB VI

PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 9

Fencatatan Penvisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaunana dimaksud dalam

Pasal 2 Huruf d dilakukan berdasarkan dokumen hukt memorial penvisihan

pmutang pada akhu periode pelaporan/tanggal pelaporan dan dicatat sebagan

niban kotor (brutto).

{1

BAB Vi1
PELAPORAN PENYISIHAN PIUTANG

Pacal 10

Pelaporan penyvisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hurul e meliputi

A Beban penvisihan piutang: dan

b. Penvisihan piutang tidak tertagih.

Beban penvisihan piutang sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
disapkan dalam Laporan Operasional (LO); dan

Penvisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b disapkan dalam neraca

BAB VilI

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 11

-
Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalaun Pasal 2 huaruad

mehipun

ol

a  Peaghapusbukuan: dan 4



b Penghapustagihan.

21 Penghapustagthan diajukan setelah lewar waktu 2 duar ahun seiak

ranggal penetapan Penghapusbukuan: dan

i3} Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada avat 1 berpedor

pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PERUBAHAN KUALITAS PIUTANG

Pasal 12
i oselaku BUD dan Pengguna Anggaran: Barane dapat melakulan
perubahan Kualitas Piutang dalam hal terdapat persetujuan Restruktunsas:

hutang Debitor sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o C Pasal 13

{11 huahtas Piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh
PPIKTY selaku BUD dan Pengguna Anggaran;/Barang:

A paling tmggr kuahtas kurang lancar untuk piutang yvang sebelum

restiuktutisast weniliko kualitess ditagukean atau kualitas macel, atau

b tidak berubah, apabila piutang vanp sehelum restrulkiturisasi memiliki

~kualitas kurang lancar.- - .- -

{21 kualtas piutang pajak dacrah dan retribusi dacrah vang ditctapkan
berdasarkan umur piutang dapat berubah berdasarkan hasil penagihan
dan penehtian di lapangan.

13 Dalamm hal kewapban vang ditentukan dalam restruktunsas) utdak
dipenuhi oleh debitor, kualitas piutang vang telah diuban sebagaimana
dimaksud pada avat (1). ditetapkan kembali menjadi kualitas piutang

sebelum adanyva restrullunsas,
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Telis mengenat penentuan kualitas piutang dan pembentukan piutang sk

tevtaath pada SKPKD dan SKPD dalam Peraturan Guberniur i, seeari

mntats mutandis  digunakan untuk penvusunan Laporan Keuangan enutas



_Lj_

akuntansi dan entitas pelaporan tahun 2015.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulal berlaku., maka Fe

raturan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang
[Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 32, dicabut dan

dinvatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pazal 16
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Ciubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawest

Selatan.

Ditetapkan di' Makassar

pada tanggal ' .

Dr.H.SYAHRUL YASIN LIMPMSL,M.H

Diundangkan di Makassar
pada tanggal : -

SEKRETARIS DAERAH

I}':ROV'INSI SULAWE}S-E{:ATAN,

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM

BIERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 7



